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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala
rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul “Etika
Profesi Keguruan” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat
dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad
Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang setia
mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang
mendalam mengenai pentingnya etika dalam profesi keguruan.
Guru bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga teladan,
pembimbing, dan pengarah dalam membentuk generasi penerus
bangsa. Oleh karena itu, profesi keguruan menuntut adanya
landasan etika yang kuat agar peran dan tanggung jawab yang
diemban dapat dijalankan dengan penuh integritas,
profesionalisme, dan rasa tanggung jawab moral.

Isi buku ini menguraikan berbagai konsep dasar etika profesi, nilai-
nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seorang guru, serta
relevansinya dengan praktik pendidikan di era modern.
Pembahasan dilengkapi dengan perspektif normatif, filosofis, dan
aplikatif sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai
pentingnya penerapan etika dalam dunia pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif
sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa
mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi
referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa calon guru, para
pendidik, praktisi pendidikan, maupun masyarakat yang memiliki
perhatian terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam
mengembangkan etika profesi keguruan.

Salam,
Penulis
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BAB 1

PENGERTIAN ETIKA PROFESI
KEGURUAN

A. Pengertian Etika: Perspektif Filsafat dan Pendidikan
1. Pengertian Etika dalam Perspektif Filsafat

Etika sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai
norma serta prinsip moral yang mengatur tindakan
manusia. Etika bukan sekadar aturan, melainkan
pemikiran mendalam tentang “mengapa” suatu
tindakan dinilai baik atau buruk (Magnis-Suseno,
1987). Menurut Kant (2012), yang masih relevan
dibahas dalam  literatur etika  kontemporer,
menekankan bahwa etika didasarkan pada imperatif
kategoris, yaitu kewajiban moral yang berlaku
universal.

Singer (2011) menekankan bahwa etika adalah
upaya rasional untuk menjawab pertanyaan praktis
tentang apa yang seharusnya dilakukan, dengan
mempertimbangkan dampaknya bagi semua pihak yang
terlibat. Bertens (2013) menambahkan bahwa etika
merupakan filsafat moral, yakni pemikiran sistematis
mengenai apa yang baik dan buruk dalam perilaku
manusia.

2. Pengertian Etika dalam Perspektif Pendidikan
Dalam pendidikan, etika menjadi landasan moral
yang mengarahkan perilaku guru, siswa, dan seluruh

elemen pendidikan agar selaras dengan nilai-nilai
1
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luhur. Tilaar (2012) menjelaskan bahwa etika
pendidikan berkaitan dengan nilai-nilai moral yang
membimbing praktik pendidikan agar menghasilkan
manusia yang berkarakter. Nucci & Narvaez (2014)
menekankan bahwa pendidikan tidak hanya transfer
pengetahuan, tetapi juga proses internalisasi nilai etis,
seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.

Strike & Soltis (2015) menekankan bahwa etika
dalam pendidikan mencakup tanggung jawab guru
dalam membuat keputusan yang adil, menjaga
integritas akademik, serta menghormati hak-hak siswa.
Rahman, dkk (2023) menyatakan bahwa etika
pendidikan berfungsi membentuk integritas, kejujuran,
dan sikap kritis siswa agar mampu menghadapi
tantangan digital. Maka, dalam perspektif
pendidikan, etika adalah pilar pembentukan karakter
yang menuntun perilaku akademik, interaksi sosial,
dan pengambilan keputusan moral dalam proses
belajar mengajar.

era

Penjelasan mengenai etika dalam perspektif filsafat dan
Pendidikan diringkas dalam tabel berikut:

Tabel.1.1. Etika Dalam Perpektif Filsafat dan Pendidikan

Perspektif Definisi Fokus Utama

Filsafat Refleksi kritis tentang | Rasionalisasi
baik-buruk dan | moral, dasar
prinsip moral | normatif tindakan
universal

Pendidikan | Nilai moral yang | Pembentukan
membimbing praktik | karakter, etika
pendidikan profesi, nilai

keadilan

Kesimpulannya, etika dalam filsafat adalah refleksi
kritis atas prinsip moral yang menjadi dasar penilaian baik
dan buruk secara universal. Sementara dalam pendidikan,
etika merupakan pedoman moral yang mengarahkan
praktik belajar-mengajar, pembentukan karakter, serta
integritas akademik. Dengan demikian, etika berfungsi

2
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ganda: sebagai landasan rasional dalam filsafat, dan
sebagai pedoman praktis dalam pendidikan.

. Ciri-Ciri Etika Profesi dan Kaitannya dengan Profesi
Guru

Etika profesi adalah seperangkat norma, prinsip,
dan nilai moral yang menjadi pedoman bagi perilaku
seseorang dalam menjalankan profesinya agar tetap sesuai
dengan standar keilmuan, integritas, dan tanggung jawab
sosial. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023)
mendefinisikan etika profesi sebagai norma atau aturan
yang mengikat suatu kelompok profesi. Bertens (2013)
menjelaskan bahwa etika profesi merupakan aplikasi
prinsip moral dalam lingkup pekerjaan profesional. Etika
profesi berfungsi sebagai kode etik untuk menjaga
profesionalisme, kepercayaan publik, dan martabat profesi.
Menurut Hamidah & Hasanah (2024) profesionalisme guru
mencakup komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas
pengajaran dan pengaruhnya terhadap karakter peserta
didik. Profesionalisme guru penting dalam membentuk
karakter peserta didik karakter peserta didik karena
dengan adanya profesionalisme guru, peserta didik dapat
belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur,
disiplin serta memiliki etika kerja yang baik.

Profesi guru sangat erat kaitannya dengan etika
profesi karena guru bukan hanya pengajar, tetapi juga
pendidik yang membentuk moral, karakter, dan
kepribadian siswa. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah profesi yang
menuntut kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian,
dan sosial. Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 2019)
berfungsi sebagai pedoman perilaku guru dalam
menjalankan tugas, seperti menjaga integritas, menjunjung
tinggi nilai keadilan, serta berperan sebagai teladan.

Menurut Strike & Soltis (2022) menyatakan bahwa
etika profesi guru mencakup keadilan dalam penilaian,
menjaga  kerahasiaan siswa, serta menghormati
keberagaman. Rahman (2023) menekankan bahwa etika
guru berperan penting dalam menghadapi tantangan era

3
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digital, seperti plagiarisme, literasi digital, dan penggunaan
teknologi secara etis. Dengan demikian, etika profesi guru
mencakup tanggung jawab moral (mendidik dengan
integritas), tanggung jawab sosial (membentuk generasi
berkarakter), dan tanggung jawab profesional (menguasai
kompetensi dan mengembangkan diri).

Rahman (2021), dan Nucci & Narvaez (2014)
menjabarkan etika profesi guru memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:

1. Memiliki Kode Etik Tertulis
Profesi memiliki pedoman resmi yang mengatur
perilaku anggotanya, misalnya Kode Etik Guru
Indonesia (PGRI).
2. Tanggung Jawab Sosial dan Moral
Profesional tidak hanya bekerja demi keuntungan
pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.
3. Keahlian Khusus (Kompetensi)
Profesi menuntut keahlian yang diperoleh melalui
pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.
4. Integritas dan Kejujuran
Profesional wajib menjaga kepercayaan dengan
tidak melakukan manipulasi atau penyalahgunaan
kewenangan.
5. Keadilan dan Kesetaraan
Menjalankan profesi dengan memperlakukan
semua pihak secara adil tanpa diskriminasi.
6. Otonomi Profesi
Profesi memiliki kebebasan dalam pengambilan
keputusan, namun tetap sesuai standar etika dan
hukum.
7. Pengabdian kepada Profesi
Etika  profesi menuntut komitmen untuk
mengembangkan diri dan memajukan profesinya secara
berkelanjutan.

Penjelasan di atas mengenai etika profesi guru diringkas
dalam tabel berikut:
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Tabel.1.2. Etika Profesi Guru

Ciri Etika Profesi Kaitannya dengan Profesi
Guru

Kode etik tertulis Guru terikat pada Kode Etik
Guru Indonesia (PGRI)

Tanggung jawab sosial & | Guru membentuk karakter

moral siswa dan masyarakat

Keahlian khusus Guru wajib memiliki
sertifikasi dan kompetensi
pedagogik

Integritas & kejujuran Guru harus jujur dalam
penilaian dan transparan

Keadilan & kesetaraan Guru memperlakukan semua
siswa tanpa diskriminasi

Otonomi profesi Guru bebas memilih metode
belajar sesuai kurikulum

Pengabdian profesi Guru terus mengembangkan
diri dan profesinya

Kesimpulannya, ciri-ciri etika profesi meliputi
adanya kode etik, tanggung jawab sosial, keahlian khusus,
integritas, keadilan, otonomi, dan pengabdian profesi.
Dalam konteks profesi guru, etika profesi menjadi landasan
utama agar guru dapat menjalankan tugasnya secara
profesional, adil, dan bermartabat, sekaligus menjadi
teladan moral bagi peserta didik.

. Peran Strategis Etika dalam Profesi Pendidikan

Etika dalam profesi pendidikan adalah seperangkat
nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman
guru dan tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya.
Etika berfungsi untuk menjaga integritas profesi, menjamin
kualitas pendidikan, serta membangun kepercayaan
masyarakat. Bertens (2017) menegaskan bahwa etika
adalah refleksi kritis tentang moralitas, yang dalam
pendidikan diterapkan untuk memastikan guru bertindak
sesuai nilai moral. Strike & Soltis (2022) menjelaskan
bahwa etika profesi pendidikan menekankan keadilan,
tanggung jawab, dan penghormatan terhadap peserta didik.
Rahman (2023) menekankan bahwa etika pendidikan kini
semakin penting dalam menghadapi tantangan era digital,

5
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seperti penyalahgunaan teknologi, plagiarisme, dan isu
integritas akademik.

Peran strategis etika dalam profesi Pendidikan,

yaitu:

1.

Menjaga Profesionalisme Guru

Etika membantu guru tetap konsisten menjalankan
peran dengan integritas, jujur dalam penilaian, dan adil
dalam perlakuan. Guru yang beretika meningkatkan
kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan
(Pangaribuan, dkk, 2025).
Mengarahkan Tanggung Jawab Sosial

Etika mengingatkan bahwa tugas guru bukan
sekadar mengajar, tetapi juga mendidik moral dan
karakter. Guru berperan dalam membentuk generasi
yang berintegritas, peduli, dan bertanggung jawab
sosial (Rahman, 2023).
Membangun Relasi yang Sehat

Etika mengatur hubungan guru dengan siswa,
orang tua, kolega, dan masyarakat agar tetap harmonis.
Hal ini menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan
lingkungan belajar yang kondusif (Strike & Soltis,
2022).
Menghadapi Tantangan Era Digital

Guru Dberetika akan menuntun siswa untuk
menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Etika menjadi pedoman dalam menghadapi isu
teknologi  pendidikan: keamanan data  siswa,
plagiarisme, literasi digital, dan penggunaan Al di kelas
(Guacas et al., 2023).
Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Etika mencegah praktik diskriminasi, pelecehan,
korupsi waktu, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam
pendidikan. Hal ini memperkuat martabat profesi guru
di mata masyarakat (PGRI, 2019).

Dalam konteks profesi guru, etika strategisnya adalah:

1.

Sebagai Role Model — Guru bukan hanya pengajar
ilmu, tetapi teladan moral.



2. Penjamin Kualitas

Dr. Lina Herlina, S.Hum, M.Pd

Pendidikan — Guru Dberetika

menghasilkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan

bermartabat.

3. Penguat Karakter Siswa — Melalui etika, guru mendidik

siswa menjadi

bertanggung jawab.

pribadi

yang Dberkarakter dan

Peran strategis profesi guru diringkas dalam tabel

berikut:

Tabel.3.3. Peran Strategis Profesi Guru

Peran Strategis Etika

Implikasi bagi Profesi Guru

Menjaga
profesionalisme

Guru konsisten, jujur, dan adil
dalam mengajar dan menilai

Mengarahkan tanggung
jawab sosial

Guru mendidik karakter,
bukan sekadar transfer ilmu

Membangun relasi | Guru menjalin komunikasi
sehat baik dengan siswa &
masyarakat

Menghadapi tantangan
digital

Guru menuntun penggunaan
teknologi secara etis

. Etika Profesi

Mencegah Guru menjaga martabat
penyalahgunaan profesi dengan integritas
wewenang

Kesimpulannya, etika memiliki peran strategis

dalam profesi pendidikan, yaitu menjaga profesionalisme,
mengarahkan tanggung jawab sosial, membangun relasi
sehat, menghadapi tantangan era digital, dan mencegah
penyalahgunaan wewenang. Bagi guru, etika bukan hanya
pedoman perilaku, tetapi juga fondasi dalam membentuk
karakter siswa dan menjaga martabat profesi pendidikan di
tengah perubahan zaman.

Guru sebagai
Tanggung Jawab Sosial
1. Etika Guru sebagai Panggilan Moral
Profesi guru sering disebut sebagai “panggilan
moral” karena bukan hanya pekerjaan, tetapi juga
pengabdian. Menurut Tilaar (2012) panggilan moral
tersebut yaitu:

Panggilan Moral dan
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a. Guru sebagai teladan — Guru memiliki kewajiban
moral untuk memberikan contoh perilaku baik
dalam kehidupan sehari-hari.

b. Komitmen terhadap integritas — Menjalankan
tugas dengan jujur, adil, dan penuh tanggung
jawab.

c. Pengabdian kepada kemanusiaan — Guru tidak
hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter
siswa demi kemaslahatan masyarakat.

d. Kesadaran spiritual — Profesi guru dipandang
sebagai amanah yang bernilai ibadah, sehingga
harus dijalankan dengan hati dan keikhlasan.

2. Etika Guru sebagai Tanggung Jawab Sosial
Guru tidak hanya bertanggung jawab kepada
sekolah atau siswa, tetapi juga kepada masyarakat
luas. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia (PGRI,
2019), Nucci & Narvaez (2014,), dan Guaca, et al. (2023)
etika guru sebagai tanggung jawab sosial, yaitu:
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa — Guru memiliki
tanggung jawab sosial untuk meningkatkan
kualitas pendidikan dan mengurangi ketimpangan

sosial.
b. Menjadi agen perubahan — Guru berperan dalam
membentuk generasi yang berkarakter,

berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial.

c. Membangun relasi dengan masyarakat — Guru
harus menjaga komunikasi yang baik dengan orang
tua, komunitas, dan lingkungan sosial.

d. Menghadapi tantangan zaman — Guru berperan
sebagai pendamping moral dalam menghadapi
tantangan digital, seperti hoaks, penyalahgunaan
media sosial, dan degradasi etika generasi muda.

Etika profesi guru sebagai tanggung jawab moral
dan sosial diringkas dalam tabel berikut:
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Tabel.3.4. Tanggung Jawab Moral dan Sosial Guru

Aspek Etika Profesi Guru

Panggilan Moral Integritas, teladan, pengabdian,
kesadaran spiritual

Tanggung Jawab | Cerdas bangsa, agen perubahan,
Sosial relasi masyarakat, filter etika
digital

Implikasi bagi Guru | Guru bukan hanya pekerja
profesional, tetapi pengemban
amanah moral dan sosial

Kesimpulannya, etika profesi guru tidak sekadar
aturan formal, melainkan panggilan moral dan tanggung
jawab sosial. Sebagai panggilan moral, guru dipandu oleh
integritas, keteladanan, dan pengabdian. Sebagai tanggung
jawab sosial, guru berperan membentuk karakter generasi,
mencerdaskan bangsa, serta menjaga nilai-nilai moral di
tengah perubahan zaman. Dengan demikian, guru bukan
hanya pengajar ilmu, tetapi juga pilar moral masyarakat.

. Perbedaan Etika Profesi dan Hukum Formal dalam

Dunia Pendidikan

Etika profesi adalah seperangkat nilai moral,
prinsip, dan norma yang menjadi pedoman perilaku bagi
pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Bertens
(2017) menegaskan bahwa etika adalah refleksi kritis atas
moralitas, yang dalam profesi guru berarti kesadaran diri
untuk menjalankan peran dengan integritas. Strike & Soltis
(2022) menyebutkan bahwa etika guru menekankan
kewajiban moral terhadap siswa, kolega, dan masyarakat,
yang tidak selalu tertulis dalam aturan hukum. Hukum
formal adalah seperangkat aturan tertulis yang bersifat
mengikat, ditetapkan oleh negara atau lembaga resmi,
dengan sanksi jelas jika dilanggar. Dalam konteks
pendidikan, hukum formal mencakup Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003), UU
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Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Tahun 2005), dan berbagai
peraturan menteri. Soerjono Soekanto (2018) menjelaskan
bahwa hukum formal memiliki fungsi pengendalian sosial
dengan sanksi legalistik, berbeda dengan etika yang
bersifat moral.
1. Inti perbedaan antara etika profesi dan hukum formal
dalam dunia pendidikan
a. Sumber & sifat aturan
Etika profesi: lahir dari nilai moral
profesi/organisasi, bersifat aspiratif menuntun
“bagaimana seharusnya guru bersikap” melampaui
batas minimal hukum (Poison, 2009). Hukum
formal: lahir dari negara (UU, PP, Permen); bersifat
memaksa dan mengikat semua warga/pegawai
pendidikan (Database JDIH, 2025).
b. Penegak & sanksi
Etika profesi: ditegakkan dewan/majelis etik
organisasi  profesi; sanksi moral-profesional
(teguran, pembinaan, pencabutan
keanggotaan/sertifikasi). UU 14/2005 bahkan
memandatkan pembentukan dewan kehormatan
guru (UU RI No.14 Tahun 2005). Hukum formal:
ditegakkan otoritas negara (inspektorat, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, BKN untuk ASN); sanksi
administrative pidana perdata (Sudrajat, 2022).
c. Ukuran kepatuhan
Etika profesi menilai niat, kepantasan,
martabat profesi (banyak area “abu-abu”
diselesaikan dengan kebijaksanaan profesional)
(Golubeva & Kanins, 2017). Hukum formal menilai
unsur yuridis (apa yang secara eksplisit
dilarang/diwajibkan & alat bukti) (UU No.35 Tahun
2014).
d. Ruang lingkup
Etika profesi menata relasi guru peserta
didik orang tua rekan masyarakat; misalnya
integritas, kejujuran akademik, batas professional
(Kode Etik Guru Indonesia).
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Poin-poin penjelasan di atas diringkas dalam tabel

berikut:

Tabel.3.5.Perbedaan Etika Profesi dan Hukum Formal

Dalam Pendidikan

Aspek Etika Profesi (Kode Hukum Formal
Etik Guru) (UU/PP/Permen)

Sumber Organisasi Legislator &
profesi/otoritas pemerintah (UU
pendidikan (mis. PGRI; | 14/2005; uu
pedoman 35/2014;
UNESCO/ETICO) Permendikbud)

Tujuan Menjaga martabat & | Menjamin
kepercayaan publik; | ketertiban &
menuntun sikap ideal | perlindungan

hak; memberi
kepastian
hukum

Penegak Dewan Aparat penegak
Kehormatan/Etik hukum &
profesi pejabat pembina

kepegawaian

Sanksi Moral-profesional Administratif
(pembinaan, (hukdis),
peringatan, perdata, pidana
pencabutan
keanggotaan /sertifikat)

Fleksibilitas | Lebih adaptif pada | Lebih rigid
konteks & musyawarah | berdasar norma
etik tertulis &

prosedur formal

Cakupan Integritas, konflik | Hak anak,
kepentingan, relasi | larangan
profesional, contoh | kekerasan,
teladan disiplin ASN,

kewajiban
layanan
pendidikan

2. Contoh konkret Etika Profesi dan Hukum Formal di
sekolah (Indonesia)
a. Anti-kekerasan & perlindungan anak
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Etika: guru wajib menghargai martabat
peserta didik, menolak hukuman fisik/psikis,
menjaga empati & keselamatan (Kode Etik Guru
Indonesia). Hukum: UU 35/2014 melarang setiap
orang melakukan kekerasan terhadap anak;
pelanggaran dapat berujung pidana (Auli, 2024).

b. Batas relasi & perilaku layak

Etika: kode etik merinci batas profesional
(tidak menyalahgunakan posisi, menjaga
kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan).
UNESCO/ETICO menekankan kode perilaku
tertulis untuk guru (Unesco, 2021). Hukum: jika
menyentuh unsur pidana/administratif (mis.
pelecehan, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi),
diproses sesuai UU & disiplin ASN (Sudrajat, 2022)

c. Integritas akademik

Etika: menuntut kejujuran akademik, tidak
memanipulasi nilai, menjadi teladan (Kode Etik
Guru Indonesia). Hukum: pemalsuan
dokumen/ijazah atau korupsi program pendidikan
dapat diproses pidana/administrative (Sudrajat,
2022).

3. Etika Profesi dan Hukum Formal dalam pendidikan
saling melengkapi (bukan saling mengganti).

Literatur pendidikan mutakhir menegaskan
etika # hukum: “Seringkali pendidik menganggap
etika profesional dan hukum hampir dapat
dipertukarkan; padahal yang legal belum tentu etis,
dan kepatuhan kebijakan sekolah tidak otomatis
memadai secara etik.” (Forster (2024). Kode perilaku
guru sebagai jembatan: memperjelas standar etika
sekaligus menunjuk rujukan hukum, mekanisme
pelaporan, dan perlindungan hak guru & siswa
(Poisson, 2017).

4. Implikasi praktis bagi sekolah/guru
a. Susun SOP yang merujuk ganda: setiap SOP
perilaku guru memetakan pasal kode etik dan pasal
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peraturan perundangan terkait. (Contoh: SOP
“pencegahan perundungan” menautkan Kode Etik
Guru & UU 35/2014) (Database JDIH, 2025).

b. Bentuk & aktifkan Dewan Kehormatan
Sekolah/Komite Etik untuk penyelesaian isu etik
cepat, restoratif, dan edukatif, sebelum/terlepas
dari jalur hukum bila unsur pidana tidak terpenuhi.
UU 14/2005 memberi kerangka dewan kehormatan
profesi (UU RI No. 14 Tahun 2005).

c. Pelatihan rutin: bedakan “analisis kasus etik”
(dilema, konflik nilai) vs “literasi hukum” (unsur
pasal, pelaporan, bukti). Buku/ulasan terbaru
menyorot kebutuhan memasukkan etika profesional
sebagai mata kuliah /PD terstruktur (Forster, 2024).

d. Dokumentasi & rujukan: untuk pegawai ASN,
gunakan pedoman disiplin terbaru (hukuman
ringan berat, alur pemeriksaan) (Sudrajat, 2022)

e. Transparansi & akuntabilitas: rancang kanal aduan
yang membedakan pelanggaran etik vs dugaan
tindak pidana/administratif, termasuk
perlindungan pelapor. (Contoh perdebatan hukum
AS soal kerahasiaan pengaduan disiplin pendidik
menunjukkan pentingnya keseimbangan
transparansi proses yang adil) (Rubinkam, 2024).

Contoh  kasus nyata (misalnya kasus guru

menggunakan kekerasan, gratifikasi, atau manipulasi

nilai) lalu dianalisis dari sudut etika profesi dan hukum

formal.

Kasus 1: Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Murid
Seorang guru memukul siswanya karena dianggap

tidak disiplin di kelas. Kasus ini sempat viral di media

sosial di Indonesia beberapa tahun terakhir.

a. Etika Profesi:

Menurut Kode Etik Guru Indonesia, guru
wajib memperlakukan peserta didik dengan penuh
kasih sayang, menghargai martabat anak, dan
menghindari segala bentuk kekerasan fisik maupun
psikis. Tindakan memukul siswa mencederai
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martabat guru, merusak kepercayaan masyarakat,
serta bertentangan dengan prinsip “ing ngarso sung
tulodo” (memberi teladan). Pelanggaran ini dapat
dikenakan sanksi moral atau teguran oleh
organisasi profesi atau dewan kehormatan.

b. Hukum Formal:

UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak melarang segala bentuk
kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis.
Guru yang melakukan kekerasan dapat dikenai
sanksi pidana (penjara dan/atau denda), serta
sanksi administratif dari instansi pendidikan
(misalnya penurunan pangkat, pemberhentian
sementara, atau bahkan pemecatan).

Kasus 2: Gratifikasi/ Pungutan Liar di Sekolah
Seorang guru memungut biaya tambahan dari orang

tua siswa dengan alasan untuk kegiatan belajar,

padahal kegiatan tersebut sudah didanai sekolah.

a. Etika Profesi:

Guru dilarang menyalahgunakan
kewenangannya untuk keuntungan pribadi.
Perilaku ini melanggar prinsip kejujuran, integritas,
dan keadilan dalam profesi pendidikan. Dari sisi
etika, tindakan gratifikasi menodai nama baik
profesi guru dan dapat dikenakan sanksi berupa
teguran keras hingga pencabutan keanggotaan
profesi.

b. Hukum Formal:

Menurut UU Tindak Pidana Korupsi (UU No.
20 Tahun 2001), gratifikasi yang terkait jabatan
termasuk tindak pidana korupsi jika tidak
dilaporkan ke KPK. Selain itu, bagi guru ASN, hal ini
juga melanggar Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun
2021 tentang Disiplin PNS, yang bisa berujung
sanksi berat (penurunan pangkat hingga
pemberhentian tidak hormat).
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Kasus 3: Manipulasi Nilai Siswa

Guru dengan sengaja menaikkan nilai siswa
tertentu karena permintaan orang tua atau imbalan
tertentu.
a. Etika Profesi:

Manipulasi nilai melanggar kode etik yang
mewajibkan guru menjunjung tinggi kejujuran,
objektivitas, dan profesionalisme. Guru seharusnya
memberikan penilaian yang adil sesuai kompetensi
siswa. Dari sisi etika, hal ini mencoreng integritas
akademik guru dan dapat dikenai sanksi profesi.

b. Hukum Formal:

Jika manipulasi nilai dilakukan untuk
keuntungan pribadi (misalnya imbalan materi),
maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
korupsi atau penipuan. Selain itu, guru ASN yang
terbukti melakukan manipulasi nilai dapat
dikenakan sanksi administratif sesuai PP No. 94
Tahun 2021.

Dari ketiga kasus di atas terlihat jelas bahwa etika
profesi menekankan aspek moral, martabat, dan
integritas profesi guru, sedangkan hukum formal
menekankan kepastian aturan dengan sanksi
administratif, perdata, maupun pidana. Jika dilihat
bersama-sama, etika berfungsi sebagai standar moral
yang lebih tinggi untuk mencegah pelanggaran,
sedangkan hukum formal menjadi “pagar minimum”
dengan konsekuensi yang mengikat.

Penjelasan-penjelasan mengenai perbedaan etika

profesi dan hukum formal dalam pendidikan dapat
disimpulkan bahwa etika profesi dan hukum formal dalam
dunia pendidikan memiliki perbedaan mendasar meskipun
keduanya sama-sama berfungsi sebagai pedoman perilaku
pendidik. Etika profesi bersumber dari nilai moral, norma
sosial, dan kode etik organisasi profesi seperti Kode Etik
Guru PGRI. Etika ini bersifat aspiratif, yaitu menuntun
guru untuk bertindak sesuai martabat profesinya, menjaga
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integritas, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Sanksi atas pelanggaran etika biasanya berupa teguran,
pembinaan, atau pencabutan keanggotaan organisasi
profesi yang ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Guru.
Sebaliknya, hukum formal bersumber dari peraturan
negara, seperti Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No.
14 Tahun 2005), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU
No. 35 Tahun 2014), maupun aturan disiplin ASN. Hukum
formal bersifat mengikat dan memaksa, dengan sanksi
administratif, perdata, hingga pidana, yang ditegakkan oleh
aparat penegak hukum atau pejabat berwenang.

Dalam praktiknya, etika profesi lebih menekankan
kepantasan, niat baik, dan tanggung jawab moral seorang
guru dalam membina hubungan dengan peserta didik,
orang tua, serta masyarakat, misalnya menjaga integritas
akademik, menghindari konflik kepentingan, serta
memperlakukan siswa dengan penuh empati tanpa
kekerasan. Sementara itu, hukum formal Ilebih
menekankan kepastian aturan tertulis, misalnya larangan
kekerasan terhadap anak, kewajiban memberikan layanan
pendidikan yang layak, dan disiplin ASN yang sudah jelas
diatur dalam pasal-pasal perundangan. Oleh karena itu,
etika profesi seringkali berfungsi sebagai standar moral
yang lebih tinggi daripada hukum formal. Sesuatu yang
legal belum tentu etis, dan sebaliknya, kepatuhan pada
kebijakan hukum belum tentu mencerminkan perilaku
yang pantas secara etika.

Keduanya sebenarnya saling melengkapi, bukan saling
menggantikan. Etika profesi memberikan arah ideal dan
menjaga martabat guru, sementara hukum formal
memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum.
Dalam konteks pendidikan, sekolah sebaiknya menyusun
SOP yang merujuk ganda, yaitu pada kode etik profesi
sekaligus regulasi hukum, sehingga setiap kasus dapat
dianalisis dari sisi etika dan sisi hukum. Guru juga perlu
mendapatkan pelatihan yang membedakan analisis dilema
etis dengan literasi hukum agar lebih bijak dalam
bertindak. Dengan demikian, guru tidak hanya sekadar
menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga mampu
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menjaga integritas profesinya sesuai nilai moral yang luhur,
sehingga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan
tetap terjaga.
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BAB 2

NILAI-NILAI DASAR ETIKA DALAM
PROFESI GURU

A. Nilai Kejujuran, Keadilan, dan Tanggung Jawab
1. Nilai Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai utama dalam profesi
keguruan. Guru dituntut untuk transparan, tidak
memanipulasi data akademik, nilai, maupun informasi
yang berkaitan dengan siswa. Kejujuran juga berarti
konsistensi antara perkataan dan tindakan, sehingga
guru dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Menurut
Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 2022), guru wajib
menjunjung tinggi kejujuran dalam proses pendidikan,
termasuk dalam penilaian hasil belajar siswa. UNESCO
(2021) menekankan kejujuran akademik guru sebagai
benteng terhadap praktik manipulasi nilai, plagiarisme,
dan kecurangan administrasi pendidikan. Bariroh &
Firdaus (2025) menegaskan bahwa kejujuran guru
berpengaruh langsung terhadap pembentukan karakter
integritas siswa.

Etika dalam profesi mengajar adalah aspek yang
sangat penting untuk mengembangkan karakter siswa,
khususnya dalam menanamkan prinsip kejujuran.
Seorang guru tidak sekedar berfungsi sebagai pengajar,
tetapi juga sebagai contoh moral bagi murid-muridnya
(Fatiani & Persada, 2025). Guru diharapkan bisa
menjadi contoh yang mencerminkan nilai-nilai mulia

salah satunya adalah nilai kejujuran. Dalam dunia
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pendidikan, kejujuran tidak hanya berarti berbicara
dengan jujur, tetapi juga menunjukkan keterbukaan
dalam tindakan, memiliki keberanian untuk mengakui
kesalahan, dan berkomitmen pada kebenaran
meskipun dalam situasi yang menekan. Seorang guru
yang berani bersikap jujur akan mendapatkan rasa
hormat lebih dari lebih dari siswa dibandingkan guru
yang berusaha menyembunyikan kesalahan. Kejujuran
juga mencakup kesetiaan terhadap prinsip, tidak
memanipulasi nilai siswa, serta menjaga keaslian
informasi dalam proses pembelajaran (Lakuana & Laeh,
2025).

Nilai Keadilan

Keadilan berarti memperlakukan semua siswa
secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan gender,
latar belakang ekonomi, agama, atau kemampuan
akademik. Guru yang adil akan menciptakan iklim
belajar yang sehat, mendorong partisipasi, dan
meningkatkan rasa percaya diri siswa. UU No. 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru
harus memberikan layanan pendidikan tanpa
diskriminasi. Maxwell, et.al (2022) menyoroti bahwa
keadilan dalam profesi pendidikan mencakup distribusi
kesempatan, perlakuan setara, dan penilaian objektif.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam kode etik guru
mencakup banyak elemen, termasuk profesionalistas,
keadilan, kesetaraan, transparansi, dan hubungan
dengan masyarakat. Para guru diharapkan untuk
melaksanakan tugas mereka dengan komitmen yang
tinggi, integritas, serta kemampuan. Di samping itu,
mereka juga diharapkan untuk memperlakukan semua
siswa secara adil dan tanpa adanya diskriminasi,
dengan mengakui keberagaman yang ada di dalam
kelas, serta bersedia menerima ide dan masukan dari
berbagai pihak. Keadilan dan kesetaraan menjadi
prinsip lainnya yang sangat krusial dalam kode etik
guru pada era global. Para guru diharapkan untuk
memperlakukan setiap siswa dengan adil dan tanpa
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diskriminasi, serta menghargai dan menerima berbagai
keberagaman baik di dalam kelas maupun di
lingkungan masyarakat. Di tengah keberagaman
budaya dan nilai yang semakin kompleks, para guru
diharuskan untuk bijak dalam mengelola perbedaan ini
dengan tetap mempertahankan  prinsip-prinsip
universal seperti keadilan dan kesetaraan (Radianti,
dkk, 2024).

Nilai Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran guru dalam
melaksanakan tugas profesinya secara profesional,
meliputi kewajiban mendidik, membimbing,
mengevaluasi, dan melindungi peserta didik. Guru
bertanggung jawab tidak hanya kepada sekolah dan
pemerintah, tetapi juga kepada orang tua, masyarakat,
dan dirinya sendiri. Tanggung jawab guru meliputi
aspek moral (menjadi teladan), profesional
(menyampaikan ilmu dengan benar), dan sosial
(melindungi hak siswa). Permendikbud No. 48 Tahun
2020 tentang Kode Etik Pegawai Kemendikbud
menekankan tanggung jawab dalam menjaga integritas
dan martabat pendidikan. UNESCO (2021)
menekankan peran tanggung jawab guru dalam
mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga
akuntabilitas publik di sektor pendidikan.

Guru mempunyai aspek tanggung jawab, antara
lain adalah meningkatkan profesionalisme, tanggung
jawab sosial, serta berupaya menciptakan suasana
belajar yang positif dan inklusif. Di sisi lain, kode etik
guru Dberfungsi sebagai pedoman moral untuk
menghindari penyimpangan, menjaga profesionalisme,
serta meningkatkan mutu pendidikan. Kode etik ini
berperan dalam membantu guru untuk merenungkan
diri, meningkatkan standar moral dan profesionalisme,
serta membangun citra positif sebagai pendidik yang
berintegritas. Penerapan kode etik dan pemahaman
tanggung jawab professional menjadi dasar yang
penting dalam mendukung guru melaksanakan
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tugasnya secara efektif, membangun lingkungan belaar
yang mendukung, serta mencapai tujuan pendidikan
yang berkualitas (Suciyati & Rosdiana, 2025).

Nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam
etika profesi keguruan merupakan fondasi yang menjaga
martabat guru dan kualitas pendidikan. Kejujuran
membentuk teladan integritas, keadilan memastikan setiap
siswa mendapatkan hak belajar yang sama, dan tanggung
jawab menegaskan peran guru sebagai pendidik,
pembimbing, dan pelindung.

B. Integritas Moral dan Keteladanan dalam Pembelajaran
1. Integritas moral dalam pembelajaran

Integritas moral berarti kesatuan antara nilai,
perkataan, dan tindakan seorang guru dalam
menjalankan perannya sebagai pendidik. Guru yang
berintegritas moral selalu konsisten dalam menegakkan
kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, menolak
segala bentuk manipulasi, serta mengutamakan
kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi.
Integritas moral juga mencakup tanggung jawab guru
dalam menjaga kerahasiaan informasi siswa, adil dalam
penilaian, serta tidak menyalahgunakan wewenang.
Maxwell, et.al (2022), menegaskan bahwa integritas
moral guru adalah fondasi kepercayaan publik terhadap
profesi  pendidikan; tanpa integritas, kualitas
pendidikan akan runtuh.

Guru Dberintegritas moral mampu membentuk
kultur sekolah yang berlandaskan nilai kejujuran,
empati, dan keadilan. UNESCO (2021) menyoroti
integritas moral guru sebagai faktor penting dalam
mencegah  praktik  korupsi, diskriminasi, dan
penyalahgunaan kekuasaan di sekolah.

Integritas moral dan keteladanan terdapat dalam
pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah
bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan
untuk membentuk individu yang memiliki budi pekerti
yang baik dan moralitas yang tinggi. Pendidikan
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karakter memainkan peranan signifikan dalam
menghasilkan siswa yang tidak hanya pintar di bidang
akademik tetapi juga memiliki integritas moral yang
solid. Dalam proses belajar, para guru perlu bisa
menggabungkan nilai-nilai karakter dalam berbagai
Pelajaran, seperti dengan memberikan contoh Tindakan
positif dan memberikan tugas yang mencakup nilai-
nilai moral. Sangat penting bagi sekolah untuk terus
mengembangkan dan meningkatkan pendidikan
karakter sehingga siswa tidak hanya berprestasi
akademis, tetapi juga mempunyai kualiltas moral dan
etika yang baik dalam proses belajar (Juwita, 2025).

Keteladanan dalam pembelajaran

Keteladanan berarti kemampuan guru untuk
menjadi contoh nyata bagi peserta didik, baik dari segi
sikap, ucapan, maupun tindakan. Guru bukan hanya
penyampai ilmu, tetapi juga model perilaku yang akan
ditiru oleh siswa. Dalam pembelajaran, keteladanan
terlihat dari disiplin guru, sikap menghargai perbedaan,
cara berkomunikasi, hingga keadilan dalam penilaian.
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
menyebut guru sebagai “pendidik profesional” yang
tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan bagi
peserta didik.

Keteladanan seorang guru tidak hanya meliputi
dalam keahlian akademiks, tetapi juga nilai-nilai moral
dan sosial. Contoh baik yang diberikan oleh guru
memiliki dampak positif yang besar terhadap proses
pembelajaran di sekolah. Seorang guru menjadi role
model yang baik dapat menambah semangat siswa,
memperbaiki hasil belajar, dan menciptakan suasana
belajar yang mendukung. Selain itu, contoh yang
ditunjukkan oleh guru menegaskan prinsip-prinsip
moral di dalam lingkungan sekolah (Sitompul &
Naibaho, 2023).

Keteladanan yang ditunjukkan oleh guru saat
mendidik siswa memiliki dampak yang besar dan
krusial dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku
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para siswa. Teladan dari guru berkontribusi dalam
pengembangan karakter siswa. Seorang guru yang
memancarkan integritas, kejujuran, empati, serta nilai-
nilai positif lainnya dapat menginspirasi siswa untuk
mengadopsi nilai-nilai tersebut dan membangung sikap
yang baik (Aviatin, dkk, 2023). Keteladanan guru dapat
berdampak terhadap pergeseran perilaku dan nilai-
nilai peserta didik, dengan memberikan penjelasan
tentang bidang-bidang yang harus diperbaiki untuk
mencapai pengembangan karakter yang lebih baik
(Rusli, dkk, 2024). Guru yang memiliki kepribadian
kuat, integritas tinggi, dan akhlak mulia akan lebih
mampu menjadi panutan yang efektif bagi peserta
didiknya. Teladan yang diberikan oleh guru akan lebih
berdampak dibandingkan hanya sekedar memberikan
pengajaran atau teori (Jalilah, 2025).

3. Sinergi integritas moral dan keteladanan

Integritas moral dan keteladanan tidak dapat
dipisahkan. Integritas menjadi dasar nilai, sementara
keteladanan adalah bentuk nyata dari nilai tersebut
dalam tindakan sehari-hari. Guru yang memiliki
integritas tetapi tidak menampilkan keteladanan nyata
akan sulit diteladani oleh siswa. Sebaliknya,
keteladanan yang tidak didukung integritas hanya
bersifat formalitas tanpa makna mendalam. Muharani,
dkk (2022) menekankan bahwa sinergi keduanya
menjadi kunci pendidikan karakter: siswa belajar
bukan hanya dari teori, tetapi dari pengalaman
langsung menyaksikan konsistensi moral guru.
Menurut Mahbubi & Huda (2023) sinergi antara
integritas moral dan keteladanan dapat dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan
sekolah. Guru memberikan contoh nyata dalam
bersikap sopan, disiplin, dan jujur, yang kemudian
diikuti oleh siswa.

Integritas moral dan keteladanan merupakan dua nilai
esensial dalam pembelajaran modern. Guru dengan
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integritas moral menjaga kejujuran, keadilan, dan
tanggung jawab profesinya, sementara keteladanan
menjadikan guru sebagai model nyata yang ditiru oleh
siswa dalam kehidupan sehari-hari.

C. Komitmen terhadap Kemanusiaan dan Pendidikan
1. Komitmen terhadap Kemanusiaan dalam Pendidikan
Komitmen terhadap kemanusiaan berarti guru
menempatkan nilai-nilai kemanusiaan (human dignity,
hak asasi, empati, kasih sayang, dan keadilan) sebagai
landasan utama dalam proses pembelajaran. Guru
harus memperlakukan siswa tanpa diskriminasi,
menghargai perbedaan latar belakang, dan menjaga
martabat setiap individu. Nilai ini menuntut guru untuk
menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal,
serta mengembangkan iklim kelas yang aman, inklusif,
dan humanis. UNESCO (2021) menekankan bahwa
pendidikan berbasis kemanusiaan harus
mempromosikan human rights education, keberagaman,
dan inklusi sebagai inti pembelajaran abad ke-21.
Imban (2022) menjelaskan bahwa guru yang
berkomitmen pada nilai kemanusiaan mampu
menciptakan kultur sekolah yang penuh empati,
menghargai pluralitas, dan melindungi hak peserta
didik. Komara, dkk (2021) menekankan pentingnya
human-centered learning, yaitu pembelajaran yang
menempatkan kebutuhan dan martabat siswa di atas
target akademik semata. Suardipa (2018) juga
menjelaskan  bahwa  proses pendidikan yang
menekankan pengembangan kepribadian mencakup
proses yang lebih luas, yaitu peningkatan proses
berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan harapan agar
siswa mampu mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang
meliputi nilai-nilai kebenaran (verum), keindahan
(pulcrum), dan kebaikan (bonum).

2. Komitmen terhadap Pendidikan
Komitmen  terhadap  pendidikan  bermakna
kesungguhan guru dalam mengabdikan dirinya pada
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tugas mendidik, mengajar, membimbing, menilai, serta
melindungi peserta didik. Guru tidak hanya bekerja
demi rutinitas, tetapi benar-benar menempatkan
pendidikan sebagai panggilan moral dan profesional.
Hal ini terlihat dari kesediaan guru mengembangkan
diri, berinovasi dalam pembelajaran, serta konsisten
menjaga kualitas layanan pendidikan. UU No. 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru
adalah tenaga profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini
menuntut komitmen penuh pada pendidikan.

Effrata (2021) menunjukkan bahwa komitmen guru
terhadap pendidikan berkorelasi positif dengan kualitas
pembelajaran dan motivasi siswa. Guru yang
berkomitmen tinggi lebih kreatif dan adaptif dalam
menghadapi tantangan digital. Jaaskela, et.al (2020)
menyoroti bahwa komitmen guru terhadap pendidikan
juga tercermin dari kemauan untuk terus belajar
(lifelong learning) dan menyesuaikan diri dengan
perubahan kurikulum serta kebutuhan siswa.

Sinergi Kemanusiaan dan Pendidikan

Komitmen terhadap kemanusiaan dan pendidikan
merupakan satu kesatuan. Pendidikan tanpa nilai
kemanusiaan akan kering, cenderung menekankan
aspek kognitif semata tanpa membentuk karakter.
Sebaliknya, kemanusiaan tanpa pendidikan tidak
mampu diturunkan secara sistematis dan terarah.

Guru berperan sebagai jembatan yang
mengintegrasikan  keduanya: memberikan ilmu
pengetahuan sekaligus menanamkan nilai

kemanusiaan agar siswa tumbuh menjadi individu yang
cerdas, berkarakter, dan berempati. Muharani, dkk
(2022), menegaskan bahwa guru yang memiliki
komitmen terhadap kemanusiaan dan pendidikan
mampu membentuk generasi yang bukan hanya
kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki
kepekaan sosial.
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Sinergi kemanusiaan dan pendidikan berarti bahwa
proses pendidikan tidak hanya berfokus pada
penguasaan pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi
juga menekankan pembentukan karakter, penghargaan
terhadap martabat manusia, dan penanaman nilai
kemanusiaan. Pendidikan  tanpa  kemanusiaan
cenderung kering dan hanya menghasilkan individu
yang cerdas secara kognitif, tetapi kurang berempati.
Sebaliknya, kemanusiaan tanpa pendidikan sulit
diwariskan secara sistematis. Oleh karena itu,
keduanya harus berjalan beriringan sebagai fondasi
pendidikan abad ke-21. Kirylo (2016) menyebut bahwa
pendidikan sejati adalah proses humanisasi: membantu
siswa menemukan jati diri sekaligus membangun
tanggung jawab sosial.

Paulo Freire (2018) menekankan bahwa pendidikan
sejati adalah proses humanisasi, yaitu membantu
manusia menjadi sadar akan eksistensinya, hak-
haknya, dan tanggung jawab sosialnya. Lalowang
(2025) juga menegaskan bahwa pendidikan humanis
bukanlah tujuan akhir, tetapi proses berkelanjutan
yang harus terus dikembangkan. Dunia semakin
kompleks, dan tantangan siswa semakin beragam,
kebijakan harus bisa menjawab kebutuhan siswa di
masyarakat. Kebijakan siswa yang humanis tidak
hanya menghasilkan siswa yang pintar secara
akademik, tetapi juga manusia yang percaya diri,
peduli, dan tangguh.

Contoh konkret penerapan komitmen terhadap
kemanusiaan dan pendidikan dalam kegiatan sehari-
hari guru di sekolah:
a. Dalam Interaksi dengan Siswa
1) Kemanusiaan: Guru memperlakukan siswa
dengan penuh empati, tidak membeda-bedakan
berdasarkan latar belakang ekonomi, agama,
gender, atau kemampuan akademik. Misalnya,
saat ada siswa yang berasal dari keluarga
kurang mampu, guru tetap memberi perhatian
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yang sama dan tidak menyinggung kondisi
sosialnya.

Pendidikan: Guru tetap memberikan hak belajar
yang setara, memastikan siswa mendapat
fasilitas belajar (misalnya fotokopi materi, akses
digital) agar tidak tertinggal dari teman-
temannya.

Dalam Proses Pembelajaran

1)

Kemanusiaan: Guru menggunakan pendekatan
student-centered learning, memberi ruang
dialog, mendengarkan pendapat siswa, dan
menciptakan kelas yang aman tanpa intimidasi.
Pendidikan: Guru merancang metode
pembelajaran yang variatif (diskusi, proyek,
pembelajaran berbasis masalah) agar semua
siswa, baik yang cepat maupun lambat
memahami materi, tetap bisa mengikuti
pelajaran dengan optimal.

Dalam Penilaian

1)

Kemanusiaan: Guru menilai dengan adil, tidak
pilih kasih, dan memberi umpan balik yang
membangun tanpa merendahkan harga diri
siswa. Jika siswa mendapat nilai rendah, guru
membimbing dengan bahasa positif agar anak
tetap percaya diri.

Pendidikan: Penilaian dilakukan secara objektif
sesuai  kompetensi, bukan  berdasarkan
kedekatan personal atau tekanan dari orang
tua. Guru juga menyediakan remedial atau
bimbingan tambahan agar siswa mencapai
kompetensi minimal.

Dalam Disiplin Kelas

1)

Kemanusiaan: Ketika siswa melanggar aturan,
guru menggunakan pendekatan dialogis
(restoratif) dibanding hukuman fisik. Misalnya,
mengajak siswa merenungkan kesalahannya
dan mencari solusi bersama, bukan langsung
memukul atau mempermalukan.
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2) Pendidikan: Guru menegakkan aturan sekolah
secara konsisten, sehingga siswa Dbelajar
pentingnya tanggung jawab dan konsekuensi
dari setiap tindakan.

e. Dalam Hubungan dengan Orang Tua dan

Masyarakat

1) Kemanusiaan: Guru menghargai peran orang
tua sebagai mitra pendidikan, bersikap ramah,
dan terbuka terhadap aspirasi mereka.

2) Pendidikan: Guru bekerja sama dengan orang
tua untuk mendukung proses belajar anak,
misalnya melalui komunikasi rutin tentang
perkembangan akademik dan sikap anak di
sekolah.

f. Dalam Pengembangan Diri Guru

1) Kemanusiaan: Guru mencontohkan sikap
rendah hati dengan terus belajar dan menerima
kritik demi memperbaiki kualitas mengajar.

2) Pendidikan: Guru aktif mengikuti pelatihan,
seminar, atau komunitas belajar guru untuk
meningkatkan kompetensi profesional sehingga
dapat memberikan pembelajaran yang lebih
baik kepada siswa.

Komitmen terhadap kemanusiaan dan pendidikan
adalah inti dari etika profesi keguruan. Komitmen pada
kemanusiaan menuntut guru menghargai martabat, hak,
dan keberagaman siswa, sedangkan komitmen pada
pendidikan menuntut kesungguhan dalam mengajar,
membimbing, dan mengembangkan pembelajaran yang
berkualitas.

Komitmen terhadap kemanusiaan dan pendidikan
adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pendidikan tanpa kemanusiaan hanya melahirkan
kecerdasan kognitif tanpa empati, sedangkan kemanusiaan
tanpa pendidikan sulit diwariskan secara sistematis. Guru
berperan penting sebagai penghubung keduanya, dengan
mengintegrasikan pengetahuan dan nilai kemanusiaan
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untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter,
peduli, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

. Nilai Empati, Kepedulian, dan Disiplin dalam Interaksi
Edukatif
1. Nilai Empati dalam Interaksi Edukatif

Empati merupakan kemampuan guru untuk
merasakan dan memahami kondisi emosional,
psikologis, maupun kebutuhan siswa, lalu
meresponsnya dengan  bijak. Dalam  konteks
pendidikan, empati sangat penting agar interaksi
antara guru dan siswa tidak hanya bersifat kognitif,
tetapi juga emosional dan sosial. Menurut Goleman
(2017), empati adalah salah satu aspek inti dari
kecerdasan emosional yang mendukung terciptanya
hubungan yang sehat dalam pembelajaran.

Putri, dkk (2021) menunjukkan bahwa guru yang
berempati mampu membangun kedekatan emosional
dengan siswa, sehingga meningkatkan motivasi belajar,
rasa percaya diri, dan keterlibatan aktif dalam kelas.
Dengan empati, guru dapat memahami kesulitan siswa
tanpa menghakimi, serta memberikan dukungan yang
sesuai agar mereka tetap semangat belajar. Selain itu,
Chasanah & Ningsih (2023) menelaskan bahwa guru
harus mengajarkan siswa untuk memiliki empati
terhadap orang lain dan menjadi anggota masyarakat
yang peduli. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan
sosial, seperti pengabdian masyarakat, untuk
membantu mereka memahami dan merespons
kebutuhan orang lain.

2. Nilai Kepedulian dalam Interaksi Edukatif
a. Pengertian Kepedulian dalam Pendidikan
Kepedulian adalah wujud nyata perhatian
dan aksi guru terhadap kesejahteraan siswa, baik
dalam aspek akademik maupun non-akademik.

Kepedulian tercermin dalam perilaku guru yang

memperhatikan perkembangan siswa, merespons

kebutuhan khusus, serta menciptakan suasana

belajar yang inklusif. Menurut Noddings (2013),

29



Dr. Lina Herlina, S.Hum, M.Pd

pendidikan yang berorientasi pada kepedulian
(ethics of care) menjadi fondasi bagi pembentukan
generasi yang humanis dan bermoral. Wahyuni
(2022) juga menekankan bahwa kepedulian guru
dalam mendampingi siswa yang mengalami
masalah akademik maupun personal dapat
memperkuat ikatan emosional dan mencegah
perilaku menyimpang. Dengan sikap peduli,
interaksi edukatif menjadi lebih hangat, sehingga
siswa merasa dihargai, didukung, dan termotivasi
untuk berprestasi.

Kepedulian dalam  pendidikan dapat
dilakukan melalui upaya mengintegrasikan materi
pembelajaran dengan isu-isu kepedulian dengan
tujuan akan mampu menciptakan generasi yang
lebih peduli dan bertanggung jawab dalam berbagai
hal (Sagala, dkk, 2024), dan dengan menanamkan
nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan
terhadap perbedaan, diharapkan dapat membentuk
generasi muda yang lebih inklusif dan peduli
terhadap sesame (Anton, dkk, 2024).

Peran Kepedulian Guru dalam Interaksi Edukatif
Kepedulian guru tercermin dalam sikap:

1) Memberikan perhatian pada kebutuhan
individual siswa (baik yang berprestasi tinggi
maupun yang kesulitan belajar).

2) Menciptakan lingkungan belajar yang aman,
inklusif, dan bebas diskriminasi.

3) Menjadi pendengar yang baik ketika siswa
mengalami masalah pribadi maupun
akademik.

4) Memberikan  bimbingan, motivasi, dan
dukungan moral agar siswa memiliki
kepercayaan diri.

Wahyuni (2022), menegaskan bahwa bahwa
guru yang menunjukkan kepedulian mampu
meningkatkan keterikatan siswa (student
engagement) serta mengurangi perilaku
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menyimpang di kelas. Siswa merasa dihargai dan
diperhatikan, sehingga tumbuh motivasi intrinsik
dalam belajar.

Dampak Nilai Kepedulian dalam Interaksi Edukatif

Fitriani, dkk (2024), menegaskan bahwa
nilai kepedulian dalam pembelajaran bukan hanya
membentuk iklim kelas yang harmonis, tetapi juga
menjadi teladan moral yang ditiru siswa dalam
kehidupan sehari-hari. Dampak nilai kepedulian
dalam interaksi edukatif, diantaranya:

1) Meningkatkan motivasi belajar siswa karena
mereka merasa diperhatikan dan dihargai.

2) Membangun ikatan emosional yang positif
antara guru dan siswa, sehingga tercipta
suasana belajar yang kondusif.

3) Mencegah perilaku negatif seperti perundungan
atau isolasi sosial, sebab kepedulian guru
mendorong solidaritas antar siswa.

4) Membentuk karakter humanis siswa yang
mampu menaruh perhatian pada orang lain,
sehingga mereka tidak hanya cerdas secara
akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial.

Contoh Konkret Kepedulian dalam Interaksi

Edukatif

1) Guru meluangkan waktu mendampingi siswa
yang kesulitan memahami materi.

2) Memberikan perhatian khusus kepada siswa
yang mengalami masalah keluarga atau
emosional.

3) Membangun budaya kelas inklusif di mana
semua siswa merasa diterima tanpa perbedaan
status sosial, agama, atau kemampuan
akademik.

4) Memberikan umpan balik yang membangun,
bukan sekadar kritik yang melemahkan.
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Nilai kepedulian dalam interaksi edukatif
merupakan landasan penting bagi terciptanya
pembelajaran yang humanis. Guru yang peduli bukan
hanya menyampaikan materi, tetapi juga
menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan dihargai bagi
siswa. Dengan kepedulian, proses pendidikan tidak
hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga
membentuk siswa menjadi pribadi berempati, tangguh,
dan memiliki kepekaan sosial.

Nilai Disiplin dalam Interaksi Edukatif

Disiplin merupakan kemampuan untuk
menegakkan aturan, keteraturan, dan tanggung jawab
dalam proses pembelajaran. Nilai ini penting agar
tercipta suasana belajar yang tertib, kondusif, dan
berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan.
Menurut Lickona (2019), disiplin adalah bagian dari
pendidikan karakter yang tidak hanya membentuk
kepatuhan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri
siswa terhadap tanggung jawab moral dan sosial.
Penerapan disiplin yang konsisten, adil, dan humanis
dapat meningkatkan kedisiplinan siswa tanpa
menimbulkan rasa takut, melainkan kesadaran akan
pentingnya keteraturan. Dalam interaksi edukatif, guru
yang disiplin mampu menjadi teladan melalui ketepatan
waktu, konsistensi dalam aturan kelas, serta sikap
profesional, sehingga siswa belajar meniru perilaku
positif tersebut.

Disiplin  belajar  merupakan  faktor kunci
keberhasilan pendidikan karena mendorong siswa
memanfaatkan potensi secara maksimal dan
membentuk kebiasaan positif. Hasil belajar yang
dicapai mencerminkan perubahan perilaku dan
kemampuan siswa, baik pada ranah kognitif,
emosional, maupun psikomotor, sehingga disiplin
menjadi fondasi penting dalam  membangun
keberhasilan akademik sekaligus perkembangan
karakter. Interaksi edukatif merupakan hubungan
timbal balik antara guru dan siswa selama proses
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pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian
tujuan pendidikan. Dalam konteks penelitian, kelas
eksperimen yang menggunakan pendekatan interaksi
pembelajaran menekankan disiplin belajar serta
keterlibatan aktif siswa. Hal ini menunjukkan bahwa
interaksi yang sehat, terbuka, dan transparan antara
pendidik dan peserta didik sangat penting untuk
menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan
demikian, interaksi edukatif bukan hanya menjadi
sarana penyampaian materi, tetapi juga wadah
membangun kedisiplinan, tanggung jawab, serta
hubungan positif yang mendukung perkembangan
akademik maupun karakter siswa (Basith & Nisa,
2024).

Nilai empati, kepedulian, dan disiplin saling melengkapi
dalam interaksi edukatif. Empati membuat guru
memahami kebutuhan emosional siswa, kepedulian
mendorong tindakan nyata dalam memberikan perhatian
dan dukungan, sedangkan disiplin memastikan proses
belajar berlangsung teratur dan bertanggung jawab.
Ketiganya menciptakan suasana belajar yang humanis
sekaligus profesional, sehingga siswa tidak hanya
berkembang secara kognitif, tetapi juga emosional, sosial,
dan moral.

. Nilai-nilai Spiritual dalam Profesionalisme Guru

(Religiusitas dan Akhlak)
1. Religiusitas dalam Profesionalisme Guru
Religiusitas merupakan internalisasi nilai-nilai

keagamaan dalam sikap, ucapan, dan perilaku guru,
baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam praktik
profesionalnya. Guru yang memiliki religiusitas tinggi
akan menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah
dan pengabdian, bukan sekadar kewajiban formal.
Menurut Zohar & Marshall (2007), religiusitas bagian
dari spiritual intelligence yang mampu memberikan
makna lebih dalam terhadap pekerjaan.
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Dalam konteks pendidikan, religiusitas guru
tercermin melalui kejujuran, rasa syukur, kesabaran,
dan ketulusan dalam mendidik. Khomsiyatun, dkk
(2022) menegaskan bahwa guru yang religius lebih
mampu membangun lingkungan belajar yang damai,
penuh kasih sayang, serta mendorong siswa untuk
menginternalisasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan demikian, religiusitas bukan hanya
memperkuat kualitas pribadi guru, tetapi juga menjadi
teladan moral bagi siswa.

Guru sebagai pendidik profesional akan dihargai
dan mendapat citra baik di masyarakat apabila mampu
menunjukkan keteladanan melalui sikap, perilaku, dan
interaksi sehari-hari. Profesionalisme guru tidak hanya
dinilai dari kemampuan mengajar, tetapi juga dari
pelayanan, penguasaan ilmu, kedisiplinan, tutur kata,
cara bergaul, serta tanggung jawab moralnya. Dengan
demikian, guru yang konsisten menjaga integritas dan
memberi teladan akan menjadi panutan yang layak bagi
siswa maupun masyarakat luas (Mustaniratussa’adah,
2016).

Akhlak dalam Profesionalisme Guru

Akhlak merupakan manifestasi nyata dari nilai
religiusitas dalam interaksi sehari-hari. Bagi guru,
akhlak mencakup sikap sopan santun, tanggung jawab,
keadilan, kejujuran, serta penghargaan terhadap
martabat manusia. Lickona (2019) menyebut bahwa
pendidikan karakter pada dasarnya berpangkal pada
keteladanan akhlak guru yang konsisten dalam ucapan
dan perbuatan. Akhlak guru memiliki pengaruh
signifikan terhadap pembentukan karakter siswa,
karena siswa lebih mudah meneladani perilaku nyata
dibanding sekadar menerima nasihat. Akhlak
profesional guru tampak dalam sikap adil saat menilai,
sabar menghadapi keragaman siswa, disiplin dalam
melaksanakan tugas, serta menjaga komunikasi yang
santun dengan sesama rekan pendidik maupun wali
murid.
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Akhlak guru mencerminkan adab serta perilaku
yang ditunjukkan dalam setiap aspek kehidupan sesuai
dengan tuntunan syariat Islam. Akhlak tersebut
meliputi tutur kata, cara berbicara, penampilan, serta
sikap guru terhadap murid dalam proses pembelajaran.
Seorang guru yang berakhlak mulia akan lebih mudah
membimbing dan membentuk murid, sehingga
kecerdasan spiritual mereka dapat berkembang secara
optimal serta memberikan jaminan masa depan yang
lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat (Mohamed,
dkk, 2016).

Integrasi Religiusitas dan Akhlak dalam
Profesionalisme Guru

Religiusitas dan akhlak dalam profesionalisme guru
tidak dapat dipisahkan. Religiusitas menjadi landasan
batiniah yang menumbuhkan kesadaran spiritual,
sementara akhlak adalah perwujudannya dalam
perilaku nyata. Menurut Taufik (2021), guru yang
profesional tidak hanya menguasai pedagogi, tetapi juga
menjunjung tinggi nilai spiritual dan moral sebagai
panduan etika dalam menjalankan tugasnya.

Guru yang memadukan religiusitas dan akhlak
akan mampu menjadi teladan (uswah hasanah) bagi
siswa. Ia tidak hanya berperan sebagai pengajar
(transfer of knowledge), tetapi juga sebagai pendidik
karakter (transfer of values). Dengan demikian, nilai-
nilai spiritual menjadikan profesionalisme guru lebih
humanis, bermakna, dan berdampak jangka panjang
terhadap pembentukan generasi berkarakter.

Nilai religiusitas dan akhlak merupakan inti spiritual

dalam profesionalisme guru. Religiusitas menumbuhkan
kesadaran batiniah bahwa mendidik adalah ibadah,
sedangkan akhlak menjadi perwujudan konkret dalam
perilaku sehari-hari. Keduanya memperkuat peran guru
sebagai teladan, pembimbing, dan pendidik karakter,
sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan individu
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cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan
berjiwa spiritual.
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BAB 3

KODE ETIK GURU: LANDASAN DAN
IMPLEMENTASI

A. Pengertian dan Tujuan Kode Etik Guru
Guru adalah salah satu pilar utama dalam sistem
pendidikan yang tidak hanya bertugas sebagai pengajar,
tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi
peserta didik. Dalam menjalankan peran tersebut, seorang
guru diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai moral,
profesionalisme, dan integritas. Untuk itulah diperlukan
kode etik guru sebagai pedoman perilaku dalam
pelaksanaan tugas profesinya. Kode etik guru memberikan
arah dan batasan mengenai apa yang dianggap pantas dan
tidak pantas dalam interaksi profesional, baik dengan
peserta didik, sesama guru, orang tua, maupun
masyarakat secara umum.
1. Pengertian Kode Etik Guru
Kode etik secara umum merupakan serangkaian
prinsip dan norma yang mengatur perilaku etis dalam
suatu profesi. Dalam konteks profesi guru, kode etik
guru adalah seperangkat prinsip moral dan aturan
yang membimbing sikap dan perilaku guru dalam
menjalankan tugasnya secara profesional dan
bertanggung jawab (Zuchdi, 2008).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru
adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
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melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik,
seorang guru harus mematuhi etika profesi yang telah
disusun oleh organisasi profesi seperti Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI). PGRI menetapkan bahwa
kode etik guru mencakup tanggung jawab guru
terhadap peserta didik, masyarakat, rekan sejawat,
dan profesi itu sendiri (PGRI, 2006).

Dari perspektif internasional, menurut The
National Education Association (NEA) di Amerika
Serikat, kode etik guru dimaksudkan untuk
memastikan bahwa guru memperlakukan semua
murid secara adil dan merespons kebutuhan
pendidikan mereka dengan hormat dan integritas
(NEA, 2018). Ini menunjukkan bahwa kode etik guru
memiliki relevansi universal, meskipun detail isi dan
praktiknya bisa berbeda tergantung pada budaya dan
sistem pendidikan setempat.

Prinsip-Prinsip Utama Kode Etik Guru

Kode etik guru umumnya didasarkan pada
sejumlah prinsip dasar yang menjadi fondasi perilaku
etis. Beberapa prinsip utama meliputi:

a. Tanggung Jawab kepada Peserta Didik

Guru harus memprioritaskan kesejahteraan,

keselamatan, dan perkembangan peserta didik. Ini

termasuk memberikan perlakuan adil tanpa
diskriminasi, menjaga kerahasiaan, dan

menumbuhkan karakter positif (Tilaar, 2009).

b. Komitmen terhadap Profesionalisme

Guru wajib mengembangkan kompetensi secara

berkelanjutan, jujur dalam  melaksanakan

penilaian, dan menghindari perilaku yang
merendahkan profesi seperti plagiarisme atau

penyalahgunaan wewenang (Freidson, 2001).

c. Hubungan yang Etis dengan Rekan Sejawat dan

Orang Tua

Guru diharapkan membina hubungan kerja yang

harmonis dan saling menghormati dengan rekan

sejawat, serta menjalin komunikasi yang
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konstruktif dengan orang tua atau wali peserta
didik.

Tanggung Jawab Sosial

Guru harus turut serta dalam membangun
masyarakat melalui perannya sebagai agen
perubahan sosial. Hal ini mencakup sikap terbuka
terhadap keberagaman, mendorong nilai-nilai
demokratis, dan mencegah tindakan intoleransi.

Tujuan Kode Etik Guru

Tujuan dari kode etik guru tidak hanya terbatas

pada regulasi perilaku, tetapi lebih dari itu bertujuan
untuk mengembangkan dan mempertahankan
martabat profesi guru dalam jangka panjang. Berikut
adalah beberapa tujuan utama:

a.

Menjaga Kehormatan dan Martabat Profesi

Kode etik berfungsi untuk menjaga citra positif
profesi guru di mata masyarakat. Dengan
mematuhi kode etik, guru menunjukkan bahwa
profesi ini dijalankan dengan dedikasi dan
integritas tinggi (Oser, 1994).

Melindungi Hak dan Kebutuhan Peserta Didik
Kode etik memberikan perlindungan kepada
peserta didik dari potensi penyalahgunaan
kekuasaan oleh guru. Ini termasuk perlindungan
dari kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi,
dan tindakan tidak etis lainnya (Banks, 2006).
Mengarahkan Perilaku Profesional Guru

Kode etik berfungsi sebagai panduan normatif bagi
guru dalam pengambilan keputusan etis, terutama
dalam situasi dilematis seperti konflik kepentingan
atau perlakuan yang adil.

Mendorong Refleksi dan Evaluasi Diri

Melalui pemahaman kode etik, guru dapat
melakukan refleksi terhadap praktik mereka
sendiri dan berusaha meningkatkan kualitas
pengajaran dan pembelajaran secara berkelanjutan
(Zeichner & Liston, 1996).

Menjadi Dasar Pembinaan dan Pengawasan Profesi
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Dalam konteks organisasi profesi atau institusi
pendidikan, kode etik dapat dijadikan acuan dalam
membina, menilai, dan bahkan memberi sanksi
kepada guru yang melakukan pelanggaran.
Implikasi Kode Etik Guru dalam Praktik Pendidikan

Keberadaan kode etik guru membawa dampak
langsung pada iklim pendidikan, terutama dalam
menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif,
dan mendukung perkembangan holistik peserta didik.

Di Indonesia, masih terdapat tantangan besar
dalam implementasi kode etik. Beberapa kasus
pelanggaran etika seperti kekerasan terhadap siswa,
pemerasan dalam penilaian, atau perilaku tidak
senonoh masih terjadi. Menurut Wahyudin (2021), hal
ini tidak hanya karena kurangnya pemahaman
terhadap kode etik, tetapi juga lemahnya penegakan
dan pengawasan dari institusi terkait.

Sebaliknya, di negara-negara seperti Finlandia
atau Jepang, kode etik guru sangat diinternalisasi
sejak masa pendidikan calon guru. Dalam laporan
OECD (2019), disebutkan bahwa guru di Finlandia
menjalani pendidikan profesi yang menekankan nilai-
nilai etika, kepercayaan publik, dan otonomi
profesional sebagai landasan moral dalam bertindak.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan
pembelajaran kode etik guru dalam kurikulum
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),
serta mengadakan pelatihan berkala bagi guru aktif.
Proses ini juga harus didukung dengan sistem
pelaporan dan penanganan pelanggaran etika yang
jelas dan transparan.

Kode Etik Guru sebagai Komitmen Moral Kolektif

Lebih dari sekadar dokumen normatif, kode etik
guru adalah bentuk komitmen moral kolektif dari para
pendidik untuk menjaga kehormatan profesi dan
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam
konteks pendidikan karakter dan penguatan profil
pelajar Pancasila, peran guru sebagai teladan etis
menjadi semakin vital.
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Guru yang mematuhi kode etik akan mendorong
terciptanya budaya sekolah yang positif dan
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap
institusi  pendidikan. Sebaliknya, pelanggaran
terhadap kode etik tidak hanya mencoreng nama baik
individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat
terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

Kode etik guru merupakan elemen krusial dalam
menjaga kualitas, integritas, dan kehormatan profesi guru.
Melalui kode etik, guru diharapkan dapat menjalankan
perannya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung nilai-
nilai moral, serta memberikan perlindungan dan inspirasi
kepada peserta didik. Untuk itu, pemahaman yang
mendalam dan komitmen terhadap implementasi kode etik
harus menjadi bagian integral dalam pembinaan guru di
seluruh jenjang pendidikan.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi
profesi, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa
kode etik bukan hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi
menjadi pedoman hidup dan praktik nyata dalam
keseharian profesi guru.

. Sejarah dan Perkembangan Kode Etik Guru di Indonesia

Guru merupakan profesi mulia yang memegang
peranan penting dalam pembangunan bangsa melalui
pendidikan. Dalam menjalankan peran strategis ini, guru
dituntut tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan
pedagogik, tetapi juga integritas moral dan etika profesi
yang tinggi. Kode etik guru hadir sebagai pedoman sikap
dan perilaku yang membingkai tindakan profesional para
pendidik. Di Indonesia, kode etik guru telah mengalami
proses sejarah yang panjang, sejalan dengan dinamika
sosial-politik dan perkembangan sistem pendidikan
nasional.

Kode etik guru adalah seperangkat norma dan prinsip
moral yang dijadikan acuan bagi guru dalam menjalankan
tugas profesinya. Kode etik bertujuan membimbing guru
dalam berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru,
orang tua, masyarakat, dan negara (Zuchdi, 2008). Secara
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global, kode etik profesi guru menjadi bagian penting dalam
menjaga martabat dan integritas profesi pendidik,
sebagaimana ditetapkan oleh organisasi internasional
seperti UNESCO dan Education International (EI).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan kode etik guru
dikembangkan oleh organisasi profesi guru, terutama oleh
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta didukung
oleh peraturan perundang-undangan nasional seperti UU
No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

1. Sejarah Kode Etik Guru di Indonesia
a. Masa Pra-Kemerdekaan

Pada masa sebelum kemerdekaan, profesi guru
belum dianggap sebagai suatu profesi yang
memiliki struktur formal atau kode etik yang
mapan. Guru pada masa ini sebagian besar adalah
pejuang pendidikan yang bekerja di sekolah rakyat
(Sekolah Desa, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan
lain-lain) untuk membangkitkan kesadaran
nasional. Meski tidak terdapat kode etik tertulis,
nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keikhlasan, dan
pengabdian menjadi ruh pengabdian guru
(Darmawan, 2017).

Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional,
menjadi pelopor nilai-nilai etika guru melalui
semboyan "Ing ngarsa sung tuladha, ing madya
mangun karsa, tut wuri handayani”. Ungkapan ini
tidak hanya menjadi filosofi pendidikan, tetapi juga
menjadi cikal bakal kode etik moral guru Indonesia.

b. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1965)

Setelah kemerdekaan, peran guru semakin sentral
dalam pembangunan bangsa. PGRI yang didirikan
pada 25 November 1945 menjadi organisasi yang
mempersatukan guru di seluruh Indonesia. Pada
masa ini, kesadaran akan perlunya kode etik guru
mulai muncul. Namun, belum ada dokumen resmi
atau tertulis yang mengatur secara khusus
mengenai kode etik guru.

Baru pada tahun 1966, PGRI mengeluarkan Kode
Etik Guru Indonesia pertama secara resmi.
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Dokumen ini merupakan landasan moral bagi para
guru dalam melaksanakan tugasnya, meskipun
implementasinya masih bersifat moralistik dan
belum terintegrasi dalam sistem penegakan hukum
profesi.

Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa Orde Baru, profesionalisme guru mulai
diatur lebih sistematis oleh pemerintah. Namun,
pendekatan birokratis membuat peran organisasi
profesi guru seperti PGRI agak tersubordinasi di
bawah kebijakan pemerintah. Meskipun begitu,
kode etik guru tetap dijadikan sebagai bagian
penting dalam pembinaan kepribadian guru. Salah
satu perkembangan penting adalah penyusunan
kurikulum pendidikan guru yang menekankan
pada nilai-nilai moral dan etika (Tilaar, 1999).
Kode etik guru mengalami revisi untuk disesuaikan
dengan semangat pembangunan nasional. Dalam
edisi Kode Etik Guru Indonesia yang diperbarui
oleh PGRI tahun 1973 dan 1980-an, terdapat
penekanan pada loyalitas kepada negara, tanggung
jawab  sosial, dan semangat pengabdian.
Sayangnya, pengawasan terhadap pelanggaran
etika masih lemah, dan pelanggaran etika lebih
sering diselesaikan secara internal.

Era Reformasi (1998-Sekarang)

Reformasi membuka ruang demokratisasi dalam
berbagai sektor, termasuk pendidikan. Profesi guru
mengalami kebangkitan baru dalam upaya
penguatan status profesional, yang diwujudkan
melalui lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen. UU ini menegaskan
bahwa guru adalah tenaga profesional yang wajib
memenuhi standar kompetensi dan mematuhi kode
etik profesi.

Pada tahun 2006, PGRI kembali merevisi dan
menerbitkan Kode Etik Guru Indonesia dengan
penekanan pada tanggung jawab guru terhadap
peserta didik, rekan sejawat, masyarakat, serta
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terhadap negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Isi

kode etik ini mencakup 10 pasal, antara lain:

1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk
membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

2) Guru memiliki kejujuran profesional.

3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang
peserta didik.

4) Guru menciptakan suasana sekolah yang
sebaik-baiknya.

5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang
tua murid dan masyarakat.

6) Guru memelihara hubungan profesional
dengan rekan sejawat.

7) Guru secara pribadi dan bersama-sama
mengembangkan dan meningkatkan mutu dan
martabat profesinya.

8) Guru menciptakan dan memelihara hubungan
antara sesama guru, pimpinan pendidikan, dan
masyarakat.

9) Guru melaksanakan segala ketentuan yang
merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang pendidikan.

10) Guru melaksanakan tugas keprofesionalannya
dengan penuh tanggung jawab.

Perkembangan Kode Etik dalam Konteks Global

Di tingkat internasional, banyak negara yang

mengembangkan kode etik guru sebagai bagian

dari sistem pengawasan dan akuntabilitas profesi.

Sebagai contoh, The National Education

Association (NEA) di Amerika Serikat memiliki kode

etik yang menekankan prinsip integritas, keadilan,

dan keadilan sosial dalam pendidikan (NEA, 2018).

Sementara itu, Teaching Council Ireland

memberikan panduan profesional yang mengikat

secara hukum bagi semua guru terdaftar di Irlandia

(Teaching Council, 2016).

Indonesia sendiri mulai mengadopsi praktik global

ini dengan mendorong sertifikasi guru sebagai

salah satu instrumen penguatan profesionalisme
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dan kepatuhan terhadap kode etik. Program
Sertifikasi Guru sejak tahun 2007 menjadi titik
awal penguatan standar etika profesi, di mana guru
diwajibkan memahami dan menandatangani
komitmen terhadap kode etik profesi (Depdiknas,
2007).

Implementasi dan Tantangan
Meskipun Indonesia telah memiliki kode etik guru

yang formal dan ditetapkan secara nasional,

implementasinya masih menghadapi sejumlah

tantangan:

a. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman
Banyak guru, terutama di daerah terpencil, belum
memahami isi dan makna kode etik secara utuh.
Hal ini disebabkan oleh rendahnya intensitas
pelatihan etika profesi dalam pendidikan guru
maupun pelatihan in-service (Wahyudin, 2021).

b. Lemahnya Penegakan dan Sanksi
Belum terdapat mekanisme hukum yang kuat
untuk menindak pelanggaran kode etik. Sebagian
besar kasus diselesaikan secara internal dan sering
kali tidak transparan.

c. Kesenjangan antara Nilai dan Praktik
Dalam praktiknya, banyak guru menghadapi
tekanan ekonomi dan struktural yang membuat
mereka sulit mematuhi kode etik secara ideal,
seperti praktik jual beli nilai atau pengabaian hak-
hak siswa.

d. Minimnya Refleksi Etis dalam LPTK
Kurikulum pendidikan guru di LPTK (Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan) masih terlalu
menekankan pada aspek kognitif dan teknis,
sementara pendidikan karakter dan etika profesi
masih kurang diperkuat.

Arah Pengembangan Kode Etik Guru ke Depan
Untuk menjawab tantangan di atas, perlu

dilakukan sejumlah langkah penguatan kode etik guru

di Indonesia:

a. Integrasi Pendidikan Etika dalam Kurikulum LPTK
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Pendidikan etika profesi harus menjadi bagian inti
dalam pelatihan guru, dengan pendekatan studi
kasus, refleksi kritis, dan dialog etik.

b. Peningkatan Kapasitas Organisasi Profesi
Organisasi seperti PGRI harus lebih aktif dalam
advokasi dan edukasi kode etik, serta menyediakan
jalur pelaporan pelanggaran yang aman dan
objektif.

c. Digitalisasi dan Pemantauan Etika Profesi
Penggunaan platform digital untuk pelatihan
daring, penyebaran kode etik, dan sistem pelaporan
online bisa menjadi terobosan untuk menjangkau
seluruh guru di pelosok negeri.

d. Kolaborasi Internasional
Indonesia dapat belajar dari praktik baik negara
lain dalam membangun sistem kode etik yang
berbasis hukum dan budaya lokal. Misalnya, model
Jepang yang menekankan kehormatan kolektif,
atau sistem Skandinavia yang mengandalkan self-
regulation dan profesional trust (OECD, 2019).

Kode etik guru di Indonesia telah mengalami
perkembangan panjang, dari nilai-nilai luhur yang
diwariskan para pendiri bangsa hingga pembentukan
kerangka formal melalui undang-undang dan organisasi
profesi.  Meskipun masih menghadapi tantangan
implementasi, keberadaan kode etik merupakan elemen
krusial dalam menjamin kualitas dan integritas profesi
guru. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, LPTK,
organisasi profesi, dan masyarakat dalam membangun
budaya etika yang kuat di dunia pendidikan Indonesia.
Kode etik tidak boleh berhenti sebagai dokumen formalitas,
tetapi harus menjadi bagian integral dari jati diri setiap
guru dalam mendidik generasi bangsa.

. Prinsip-Prinsip Umum dalam Kode Etik Guru
Profesi guru merupakan salah satu profesi yang sarat
dengan tanggung jawab moral dan sosial. Seorang guru
tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan
pedagogis dan akademis, tetapi juga untuk menjunjung
tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan tugasnya. Oleh
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karena itu, dalam setiap praktik pendidikan, guru harus
menjadikan kode etik profesi sebagai panduan moral dan
perilaku profesional. Kode etik guru mencerminkan prinsip-
prinsip moral yang mengatur hubungan guru dengan
peserta didik, sesama guru, orang tua, masyarakat, dan
negara. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan menjadi
kerangka dalam menentukan mana yang benar dan pantas
dalam konteks profesi pendidikan.
1. Konsep dan Fungsi Kode Etik Guru
Kode etik guru merupakan serangkaian norma,
nilai, dan prinsip yang disepakati bersama oleh
komunitas profesi guru untuk dijadikan pedoman
dalam bersikap dan bertindak secara profesional
(Zuchdi, 2008). Dalam konteks Indonesia, kode etik
guru telah dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) dan ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.
Fungsi utama kode etik guru adalah sebagai
berikut:

a. Memberikan pedoman moral bagi guru dalam
menjalankan profesinya.

b. Menjaga martabat dan kehormatan profesi
guru.

c. Melindungi hak-hak peserta didik dan
masyarakat.

d. Menjadi acuan dalam pembinaan dan
pengawasan profesi.

Kode etik guru menjadi landasan moral dan
profesional yang membantu guru dalam mengambil
keputusan etis, khususnya dalam menghadapi dilema
atau konflik kepentingan.

2. Prinsip-Prinsip Umum dalam Kode Etik Guru
Meskipun rumusan kode etik guru dapat bervariasi di
berbagai negara, terdapat sejumlah prinsip dasar yang
bersifat universal dan Dberlaku dalam praktik
pendidikan global. Berikut adalah prinsip-prinsip
umum dalam kode etik guru:
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Integritas dan Kejujuran Profesional

Guru harus menjalankan tugasnya dengan
integritas dan kejujuran tinggi. Ini mencakup
kejujuran dalam penilaian, transparansi dalam
komunikasi, dan kesetiaan terhadap kebenaran
ilmiah.

Menurut Freidson (2001), integritas adalah
fondasi dari setiap profesi karena mencerminkan
komitmen individu terhadap nilai-nilai yang lebih
tinggi daripada kepentingan pribadi. Dalam
konteks pendidikan, integritas guru sangat penting
untuk membangun kepercayaan siswa dan
masyarakat.

Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal
2 Kode Etik Guru Indonesia: “Guru memiliki
kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum
sesuai kebutuhan peserta didik masing-masing.”
(PGRI, 2006).

Keadilan dan Non-Diskriminasi

Guru wajib memperlakukan semua peserta
didik secara adil tanpa membedakan latar belakang
sosial, ekonomi, agama, gender, atau etnis. Prinsip
ini juga melarang diskriminasi atau perlakuan
istimewa yang tidak berdasarkan prestasi dan
kebutuhan siswa.

Organisasi seperti UNESCO (2017) menegaskan
pentingnya pendidikan yang inklusif dan
nondiskriminatif sebagai hak dasar setiap anak.
Guru, sebagai aktor utama dalam pendidikan,
harus memastikan bahwa lingkungan kelas
mendukung prinsip kesetaraan.

Komitmen terhadap Profesionalisme

Seorang guru harus terus meningkatkan
kompetensinya dan menjaga perilaku profesional
dalam semua aspek tugasnya. Profesionalisme
mencakup kesiapan mengajar, tanggung jawab
terhadap proses belajar-mengajar, serta komitmen
untuk belajar sepanjang hayat.

Menurut Zeichner & Liston (1996), refleksi kritis

terhadap praktik mengajar adalah bentuk utama
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dari profesionalisme. Guru perlu mengevaluasi diri
secara berkala dan terbuka terhadap perubahan
serta pembaruan dalam bidang pendidikan.
Tanggung Jawab terhadap Peserta Didik

Tanggung jawab utama guru adalah terhadap
perkembangan akademik, sosial, dan moral peserta
didik. Guru tidak hanya mengajar mata pelajaran,
tetapi juga mendidik karakter.

PGRI (2006) menekankan bahwa guru harus
berbakti dalam membimbing peserta didik untuk
membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini
mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak,
mencegah kekerasan fisik atau psikologis, dan
menciptakan suasana belajar yang aman dan
menyenangkan.

Prinsip ini juga terdapat dalam Code of Ethics of the
Education Profession oleh NEA (2018) yang
menyatakan bahwa guru harus menjaga
kerahasiaan informasi pribadi siswa dan
menjunjung tinggi kesejahteraan peserta didik.
Penghargaan terhadap Martabat Manusia

Guru harus menghormati setiap individu, baik
siswa, rekan kerja, maupun anggota masyarakat.
Hal ini berarti menghindari perilaku merendahkan,
menghina, atau menyalahgunakan kekuasaan
dalam hubungan profesional.

Respek terhadap martabat manusia adalah
landasan etika profesi di banyak negara. Di
Finlandia, misalnya, kode etik guru berbasis pada
prinsip kepercayaan dan penghargaan terhadap
otonomi profesional dan kemanusiaan siswa
(Sahlberg, 2011).

Kerja Sama dan Hubungan Profesional

Guru harus memelihara hubungan profesional
yang sehat dengan sesama guru, pimpinan sekolah,
orang tua siswa, dan masyarakat. Etika kolaborasi
menjadi penting untuk menciptakan sistem
pendidikan yang komprehensif dan partisipatif.
Kode Etik Guru Indonesia menyatakan bahwa guru

“memelihara hubungan baik dengan rekan sejawat,
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pimpinan pendidikan, dan orang tua murid.” (PGRI,
2006). Hal ini penting wuntuk mendukung
kolaborasi lintas sektor dalam mencapai tujuan
pendidikan.

g. Kerahasiaan dan Etika Informasi
Guru memiliki tanggung jawab untuk menjaga
kerahasiaan informasi pribadi siswa dan rekan
sejawat. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat
merusak kepercayaan dan menciptakan konflik.
Menurut Darling-Hammond (2006),
penyalahgunaan informasi pribadi siswa, baik
dalam bentuk penyebaran data atau labelisasi
negatif, dapat berdampak buruk terhadap
perkembangan psikologis siswa.

h. Keteladanan Moral dan Sosial
Guru harus menjadi contoh dalam perilaku sehari-
hari, baik di dalam maupun di luar lingkungan
sekolah. Keteladanan ini penting karena guru
adalah figur yang ditiru oleh siswa dalam hal nilai
dan moralitas.
Ki Hajar Dewantara merumuskan prinsip
keteladanan dalam semboyan: “Ing ngarsa sung
tulada™—yang berarti di depan memberi teladan.
Prinsip ini masih sangat relevan dalam konteks
etika profesi guru saat ini.

Konvergensi Prinsip Etika Guru secara Global
Meskipun masing-masing negara memiliki

perumusan kode etik yang berbeda, prinsip-prinsip

umum seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab

profesional, dan penghargaan terhadap martabat

manusia adalah prinsip universal. Misalnya:

a. Teaching Council of Ireland (2016) menekankan
nilai-nilai integritas, keadilan, dan rasa hormat
dalam hubungan profesional guru.

b. General Teaching Council for Scotland
mencantumkan kepercayaan publik dan tanggung
jawab sosial sebagai prinsip utama etika guru
(GTCS, 2012).
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c. Di Australia, Australian Institute for Teaching and
School Leadership (AITSL) menekankan tanggung
jawab profesional dan pembelajaran berkelanjutan.

Ini menunjukkan bahwa etika profesi guru tidak
hanya menjadi perhatian nasional tetapi juga
merupakan bagian dari agenda pendidikan global.

Implementasi dan Tantangan

Walaupun prinsip-prinsip kode etik telah dirumuskan

dengan baik, implementasi di lapangan masih

menghadapi sejumlah hambatan:

a. Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi
Banyak guru belum memahami kode etik secara
mendalam karena minimnya pelatihan atau materi
pembelajaran etika profesi di LPTK (Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan).

b. Ketiadaan Mekanisme Penegakan Etika
Belum ada sistem yang kuat untuk menindak
pelanggaran kode etik. Hal ini membuat kode etik
cenderung menjadi dokumen formalitas belaka.

c. Konflik Peran dan Tekanan Sosial
Guru sering dihadapkan pada dilema antara
menjalankan etika profesional dengan tekanan
struktural, seperti sistem penilaian berbasis nilai,
tuntutan orang tua, atau kebijakan sekolah yang
tidak berpihak pada siswa.

d. Kurangnya Refleksi Etis
Guru jarang diberi ruang untuk merenung dan
berdiskusi tentang aspek etis dari praktik mereka.
Padahal refleksi etis adalah bagian penting dari
pembentukan profesionalisme sejati (Zeichner &
Liston, 1996).

Agar prinsip-prinsip kode etik benar-benar menjadi

bagian dari identitas profesional guru, maka perlu

dilakukan beberapa langkah strategis:

a. Integrasi Kurikulum Etika di LPTK
Pendidikan etika harus menjadi bagian wajib dalam
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pembentukan calon guru, dilengkapi studi kasus
dan diskusi etis.

b. Pelatihan dan  Workshop Etika  Berkala
Guru perlu mengikuti pelatihan berkelanjutan
untuk mengasah sensitivitas etis dan mengenali
dilema etika yang sering terjadi dalam dunia
pendidikan.

c. Mekanisme Penegakan Etika yang Transparan
Harus ada badan etik profesi yang independen dan
memiliki wewenang untuk menyelidiki serta
menangani pelanggaran secara profesional.

d. Pemberdayaan Organisasi Profesi
Organisasi seperti PGRI harus didorong untuk aktif
dalam edukasi etika profesi dan advokasi moralitas
pendidikan di tengah masyarakat.

Prinsip-prinsip umum dalam kode etik guru
merupakan fondasi moral dan profesional yang tidak bisa
diabaikan dalam praktik pendidikan. Prinsip-prinsip
seperti integritas, keadilan, tanggung jawab terhadap
siswa, dan keteladanan moral menjadi penopang utama
profesi guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik,
pembimbing, dan panutan. Meskipun tantangan dalam
implementasi kode etik masih besar, langkah-langkah
strategis seperti penguatan pendidikan etika, pelatihan
berkala, dan sistem penegakan yang jelas dapat
memperkuat peran kode etik sebagai alat pembentuk
karakter guru profesional. Dengan menjunjung tinggi
prinsip-prinsip tersebut, profesi guru akan semakin
dihormati dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam
pembangunan bangsa yang beradab.

. Peran Organisasi Profesi (PGRI, IGI, dll.) dalam
Penegakan Kode Etik

Profesi guru merupakan salah satu profesi strategis
dalam pembangunan bangsa karena berkaitan langsung
dengan pembentukan sumber daya manusia. Sebagai
profesi yang memiliki konsekuensi moral tinggi, guru tidak
hanya dituntut untuk kompeten dalam bidang pedagogik
dan akademik, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-
nilai etika profesi. Oleh karena itu, penegakan kode etik
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guru menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin
integritas dan kredibilitas profesi pendidik.

Dalam konteks ini, organisasi profesi guru seperti

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru
Indonesia (IGI), dan organisasi lain memainkan peran
penting sebagai pengawal, pembina, dan penegak etika

profesi. Peran organisasi ini tidak hanya sebatas dalam
pembinaan moral dan integritas guru, tetapi juga dalam
advokasi, edukasi, dan bahkan pemberian sanksi terhadap
pelanggaran kode etik.

1.

Kode Etik Guru: Pilar Etis Profesi Pendidik

Kode etik guru adalah seperangkat prinsip moral
dan aturan perilaku yang disepakati oleh komunitas
profesi guru dan berfungsi sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugasnya. Kode etik ini mencakup
hubungan guru dengan peserta didik, rekan sejawat,
masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara.
Tujuannya adalah untuk menjaga martabat profesi dan
melindungi hak serta kesejahteraan semua pihak yang
terlibat dalam proses pendidikan (PGRI, 2006; Zuchdi,
2008).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru
merupakan pendidik profesional yang wajib memenuhi
kompetensi dan menjunjung tinggi kode etik profesi.
Namun, tanpa dukungan lembaga yang kuat, kode etik
hanya menjadi dokumen formalitas. Di sinilah
organisasi profesi memiliki peran strategis.

2. Peran Organisasi Profesi dalam Penegakan Kode Etik

a. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Sebagai organisasi profesi tertua dan terbesar di
Indonesia, PGRI telah memainkan peran sentral
dalam membentuk dan menegakkan kode etik guru
sejak berdiri tahun 1945. Pada tahun 2006, PGRI
secara resmi menerbitkan Kode Etik Guru
Indonesia yang mencakup 10 pasal penting
mengenai perilaku guru.

Peran PGRI meliputi:
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1) Pembinaan Etika Guru: PGRI secara berkala
mengadakan pelatihan, seminar, dan diskusi
mengenai etika profesi untuk anggotanya.

2) Penerimaan Pengaduan: PGRI menerima
laporan pelanggaran etika dari masyarakat atau
pihak sekolah.

3) Sanksi Moral dan Organisasi: Dalam kasus
pelanggaran, PGRI dapat memberikan teguran,
pembinaan, atau rekomendasi pencabutan
keanggotaan.

4) Advokasi dan Perlindungan Profesi: PGRI juga
bertindak sebagai pembela jika guru mengalami
tuduhan tidak adil terkait etika, asalkan yang
bersangkutan masih mengikuti prosedur
profesional.

Namun, kritik terhadap PGRI sering muncul karena
lemahnya penegakan dan kurangnya keterbukaan
terhadap publik dalam menangani kasus
pelanggaran kode etik (Wahyudin, 2021).
Ikatan Guru Indonesia (IGI)
Didirikan pada tahun 2009, IGI merupakan
organisasi profesi guru alternatif yang lebih fokus
pada pengembangan kompetensi profesional
berbasis teknologi dan inovasi. Meski lebih dikenal
karena  pelatihan daring dan  digitalisasi
pendidikan, IGI juga menyuarakan pentingnya
etika profesi guru.

Peran IGI dalam etika profesi:

1) Pendidikan Etika Digital: IGI aktif memberikan
edukasi terkait etika penggunaan teknologi
dalam pembelajaran, termasuk etika
berinteraksi secara daring dengan siswa.

2) Pelaporan dan Reputasi Digital: IGI mendorong
guru untuk menjaga rekam jejak digitalnya
sebagai bagian dari integritas profesi.

3) Kampanye Profesionalisme: Lewat berbagai
kanal media sosial, IGI sering menyuarakan
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pentingnya profesionalisme dan integritas

dalam pekerjaan guru.

Meskipun belum memiliki struktur sanksi
internal sekuat PGRI, IGI secara moral terus
mendorong peningkatan kesadaran etis anggotanya
melalui platform digital.

c. Organisasi Profesi Lain (FGII, ISPI, dll.)
Selain PGRI dan IGI, terdapat juga organisasi
profesi lain seperti:

1) Forum Guru Independen Indonesia (FGII):
Fokus pada advokasi kebijakan dan
perlindungan hak guru, termasuk dalam aspek
etika kerja.

2) Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI):
Menyuarakan reformasi sistem pendidikan dan
menyumbangkan  gagasan  terkait etika
profesional dari sisi akademis.
Organisasi-organisasi ini, meskipun tidak

dominan, berkontribusi melalui pendekatan

intelektual dan advokasi kebijakan publik terkait
penegakan kode etik guru.
Tantangan Penegakan Kode Etik oleh Organisasi
Profesi

a. Minimnya Kewenangan Yuridis
Sebagian besar organisasi profesi guru tidak
memiliki kewenangan formal untuk memberikan
sanksi hukum, hanya sebatas moral dan
organisasi.

b. Kurangnya Kesadaran Anggota
Banyak guru yang belum memahami atau bahkan
tidak mengetahui secara rinci isi kode etik profesi
mereka.

c. Politik Organisasi
Kadang-kadang, konflik kepentingan dan tekanan
politik  internal menghambat independensi
organisasi dalam menindak pelanggaran anggota.

d. Lemahnya Dokumentasi dan Transparansi
Tidak ada data publik yang memadai terkait
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kasus pelanggaran etika guru dan bagaimana
penanganannya, sehingga menurunkan
kepercayaan publik.
4. Strategi Penguatan Peran Organisasi Profesi
Untuk meningkatkan efektivitas organisasi profesi
dalam penegakan kode etik guru, berikut beberapa
langkah strategis yang dapat dilakukan:

a. Konsolidasi dan  Standarisasi Kode Etik
Organisasi guru perlu berkoordinasi menyusun
kode etik nasional bersama yang mengikat lintas
organisasi dan dilindungi undang-undang.

b. Pelatihan Etika Berkelanjutan
Setiap organisasi profesi wajib menyelenggarakan
pelatihan etika profesi secara berkala, dengan
materi aktual dan berbasis studi kasus.

c. Sistem Pengaduan Terbuka dan Aman
Diperlukan sistem pelaporan pelanggaran etika
yang aman, anonim, dan transparan dalam
penanganannya.

d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan LPTK
Pemerintah dan lembaga pendidikan guru (LPTK)
perlu menjalin sinergi dengan organisasi profesi
untuk menyisipkan pembelajaran etika dalam
program pelatihan guru.

e. Digitalisasi Pengawasan Etik
Sistem berbasis teknologi dapat digunakan untuk
pemantauan perilaku profesional guru di ruang
digital, termasuk dalam interaksi pembelajaran
daring.

S. Penutup
Organisasi profesi guru seperti PGRI, 1GI, dan
organisasi lain memiliki peran strategis dalam
menegakkan kode etik profesi guru di Indonesia.

Mereka berfungsi sebagai pengawal moral, pembina

profesionalisme, serta pelindung hak guru dan

peserta didik. Meskipun telah melakukan berbagai
upaya dalam edukasi dan pembinaan etika,
tantangan seperti lemahnya kewenangan, rendahnya
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kesadaran, dan kurangnya transparansi masih
menghambat optimalisasi peran mereka.

Untuk itu, dibutuhkan penguatan sistem dan
regulasi, sinergi antarlembaga, serta integrasi etika
dalam pendidikan guru agar penegakan kode etik
menjadi bagian integral dari budaya profesi. Dengan
demikian, profesi guru akan semakin dihormati dan
dipercaya sebagai ujung tombak pendidikan yang
bermartabat.

E. Implementasi Kode Etik dalam Aktivitas Sehari-hari di
Sekolah
Guru merupakan aktor kunci dalam dunia
pendidikan yang tidak hanya bertugas mentransfer ilmu
pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan moral dan sosial
bagi peserta didik. Oleh karena itu, setiap tindakan guru
harus mencerminkan standar profesional dan etika yang
tinggi. Kode etik guru hadir sebagai pedoman moral untuk
memastikan bahwa aktivitas pendidikan berlangsung
secara manusiawi, adil, dan bertanggung jawab. Namun,
kode etik bukanlah sekadar dokumen normatif; ia harus
terimplementasi secara konkret dalam keseharian guru di
sekolah.
1. Kode Etik Guru: Pilar Moral Profesi Pendidik
Kode etik guru adalah seperangkat norma dan nilai
yang dijadikan acuan moral dan profesional dalam
menjalankan tugas mendidik (PGRI, 2006). Di
Indonesia, kode etik guru secara formal dirumuskan
oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan
ditegaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, yang menyebut bahwa setiap
guru wajib mematuhi kode etik profesi sebagai bagian
dari integritas keprofesian.
Secara garis besar, kode etik guru mencakup:

Komitmen terhadap peserta didik.

Integritas dan kejujuran profesional.
Hubungan baik dengan rekan sejawat.
Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

pao o
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e. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan
pendidikan.

Implementasi Kode Etik dalam Interaksi dengan

Peserta Didik

Salah satu prinsip paling utama dari kode etik guru

adalah komitmen terhadap peserta didik. Hal ini

terlihat dalam berbagai aktivitas harian di sekolah,
seperti:

a. Bersikap Adil dan Tidak Diskriminatif
Guru wajib memperlakukan semua peserta didik
secara adil, tanpa memandang suku, agama, status
sosial, atau kemampuan akademik. Misalnya,
dalam pembagian tugas atau kesempatan tampil,
guru harus memastikan bahwa semua siswa
memiliki hak yang sama.

“Guru harus menunjukkan rasa keadilan dalam
semua aspek interaksinya dengan @ siswa”
(UNESCO, 2017).

b. Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Siswa
Guru sering kali mengetahui informasi sensitif
tentang kondisi keluarga atau psikologis peserta
didik. = Menjaga kerahasiaan informasi ini
merupakan implementasi nyata dari etika
profesional.

c. Menjadi Teladan dalam Perilaku
Guru adalah role model bagi peserta didik. Etika
berbicara, berpakaian, dan bersikap menjadi
bagian dari pembelajaran implisit yang diterima
siswa setiap hari (Zuchdi, 2008).

d. Menghindari Kekerasan dan Intimidasi
Implementasi kode etik mencakup larangan
penggunaan kekerasan fisik maupun verbal dalam
mendisiplinkan siswa. Prinsip ini sesuai dengan
praktik pendidikan berorientasi hak anak.

Implementasi Kode Etik dalam Hubungan dengan

Rekan Sejawat

Etika profesional juga mencakup hubungan guru

dengan kolega di sekolah. Beberapa bentuk

implementasi yang lazim:

a. Kerja Sama dan Kolaborasi
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Guru yang menjunjung etika akan saling
mendukung dalam kegiatan pengajaran dan tidak
bersikap kompetitif secara negatif.

Saling Menghargai Perbedaan Pendapat

Dalam diskusi rapat atau pengambilan kebijakan,
guru harus menjunjung tinggi nilai musyawarah
dan menghargai pendapat orang lain.

Menghindari Gosip dan Fitnah

Etika profesi melarang penyebaran informasi yang
belum terverifikasi atau berpotensi merusak
reputasi sejawat. Praktik ini penting untuk menjaga
iklim kerja yang sehat (Darling-Hammond, 2006).

Implementasi Kode Etik dalam Hubungan dengan
Pimpinan dan Institusi

Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah juga wajib
menunjukkan etika dalam relasinya dengan pimpinan
sekolah dan kebijakan kelembagaan.

a.

Taat pada Aturan Sekolah

Kehadiran tepat waktu, pelaksanaan tugas sesuai
jadwal, dan pelaporan kegiatan dengan transparan
merupakan bagian dari komitmen etis terhadap
institusi.

Mendukung Kebijakan Sekolah yang Pro-
Pendidikan

Guru yang etis tidak akan menyabotase kebijakan
sekolah atau menyebarkan resistensi negatif tanpa
dasar yang kuat.

Transparansi dalam Penggunaan Dana Kegiatan
Misalnya dalam studi lapangan atau lomba, guru
bertanggung jawab menjaga akuntabilitas dana
yang dipercayakan oleh sekolah atau orang tua.

Implementasi Kode Etik dalam Hubungan dengan
Orang Tua dan Masyarakat

Guru adalah perpanjangan tangan sekolah dalam
menjalin hubungan dengan orang tua dan masyarakat.
Penerapan kode etik dalam konteks ini meliputi:

a.

Komunikasi Terbuka dan Sopan
Menjaga bahasa, nada, dan cara berkomunikasi
yang konstruktif saat berdiskusi dengan wali

murid.
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Mengedepankan Kepentingan Siswa

Guru yang etis tidak berpihak pada kepentingan
pribadi atau kelompok tertentu dalam pengambilan
keputusan yang menyangkut peserta didik.
Berperan Aktif dalam Kegiatan Sosial Sekolah
Partisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti
sosial, pengajian, atau kampanye pendidikan
merupakan bagian dari tanggung jawab moral guru
terhadap masyarakat (Tilaar, 1999).

Strategi Penguatan Implementasi Kode Etik di Sekolah

Untuk memastikan kode etik guru tidak hanya

menjadi dokumen  simbolik, berikut strategi
implementatif yang bisa diterapkan:
a. Pelatihan Etika Profesi secara Berkala

Setiap sekolah atau dinas pendidikan perlu
menyelenggarakan pelatihan etika berbasis studi
kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari
di sekolah.

Integrasi Nilai Etika dalam Budaya Sekolah

Etika bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi
bagian dari budaya sekolah yang perlu dibangun
bersama pimpinan dan peserta didik.

Sistem Monitoring dan Feedback

Sekolah  perlu memiliki sistem  pelaporan
pelanggaran etika yang adil, rahasia, dan berbasis
edukasi, bukan semata-mata hukuman.
Pendampingan oleh Organisasi Profesi

Organisasi seperti PGRI dan IGI perlu terlibat
dalam mengawal implementasi kode etik melalui
supervisi dan konsultasi rutin.

Implementasi kode etik guru dalam aktivitas

sehari-hari di sekolah merupakan bagian integral dari
profesionalisme pendidik. Mulai dari interaksi dengan
siswa, hubungan antar guru, hingga relasi dengan
masyarakat, semua mencerminkan kualitas etika guru
sebagai panutan. Meskipun banyak tantangan seperti
kurangnya pemahaman dan lemahnya sistem penegakan,
penguatan pendidikan etika dan pembudayaan nilai-nilai
moral dalam komunitas sekolah adalah kunci. Kode etik
harus hidup dalam tindakan, bukan hanya dalam teks.
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Sekolah sebagai institusi sosial harus menjadi ruang di
mana nilai-nilai etik guru dipraktikkan dan diwariskan
secara nyata kepada generasi penerus.
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BAB 4

PROFESIONALISME GURU DALAM
PERSPEKTIF ETIKA

A. Dimensi Kompetensi dan Etika dalam Profesionalisme

Profesionalisme dalam dunia pendidikan bukanlah
konsep yang statis atau sekadar terkait kualifikasi formal.
Ia merupakan gabungan antara kompetensi yang memadai
dan etika yang melekat dalam perilaku keseharian seorang
guru. Seorang pendidik yang profesional tidak hanya
dituntut untuk menguasai materi pelajaran dan strategi
pembelajaran, tetapi juga untuk menjunjung tinggi nilai-
nilai etis seperti tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan
empati.

Dalam era perubahan yang serba cepat seperti
sekarang, guru dihadapkan pada tantangan yang semakin
kompleks, baik dari sisi teknologi, keberagaman siswa,
maupun tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, penting
untuk membahas dua aspek utama dalam profesionalisme
guru, yaitu kompetensi dan etika, sebagai fondasi dalam
membentuk mutu pendidikan yang bermartabat dan
berkelanjutan.

1. Pengertian Profesionalisme dalam Pendidikan

Profesionalisme guru dapat diartikan sebagai sikap
dan perilaku seorang guru dalam menjalankan
tugasnya secara kompeten dan bertanggung jawab,
sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan
(Hamzah, 2013). Profesionalisme tidak hanya
mencakup keahlian teknis atau akademik, tetapi juga
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kualitas moral dan integritas yang menjadi bagian dari
kepribadian guru.

Menurut Hoyle (1975), profesionalisme dalam
pendidikan mencakup dua dimensi utama: kompetensi
profesional (professional competence) dan komitmen
moral (moral commitment). Keduanya harus berjalan
beriringan untuk mewujudkan praktik pendidikan
yang berkualitas dan beretika.

Dimensi Kompetensi dalam Profesionalisme Guru
Kompetensi merupakan syarat mutlak bagi setiap

profesional. Dalam konteks pendidikan, kompetensi

guru mencakup kemampuan untuk mendidik,

membimbing, menilai, dan mengembangkan peserta

didik secara utuh.

a. Kompetensi Pedagogik

Merupakan kemampuan untuk merancang,

melaksanakan, dan mengevaluasi proses

pembelajaran. Kompetensi ini menuntut
pemahaman tentang karakteristik peserta didik,
prinsip-prinsip pembelajaran, serta penggunaan
media dan teknologi pendidikan yang sesuai
(Mulyasa, 2013).
b. Kompetensi Profesional

Mencakup penguasaan terhadap materi pelajaran

secara mendalam serta struktur keilmuan yang

terkait. Guru harus memahami substansi mata
pelajaran serta mampu mengaitkannya dengan
kehidupan nyata dan perkembangan IPTEK.

c. Kompetensi Sosial

Merupakan kemampuan untuk berinteraksi dan

berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik,

rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat.

Kompetensi ini sangat penting dalam menciptakan

lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis.
d. Kompetensi Kepribadian

Menunjukkan kepribadian yang mantap, stabil,

dewasa, arif, dan berwibawa. Kompetensi ini

berperan dalam membentuk keteladanan moral
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dan spiritual bagi peserta didik (Kemendikbud,
2011).

Keempat dimensi tersebut termuat dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru, yang menjadi rujukan formal dalam
pengembangan profesionalisme guru di Indonesia.
Dimensi Etika dalam Profesionalisme Guru

Jika kompetensi menunjukkan "apa yang bisa
dilakukan", maka etika menjawab "bagaimana
seharusnya dilakukan". Etika profesi menjadi panduan
moral dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan,
dan penyelesaian konflik dalam dunia pendidikan.

a. Etika terhadap Peserta Didik

Guru profesional wajib menjunjung tinggi hak-hak

peserta didik, termasuk hak untuk belajar dalam
lingkungan yang aman, adil, dan suportif. Guru
tidak boleh bersikap diskriminatif, kasar, atau
merendahkan siswa (NEA, 2018). Menjaga
kerahasiaan informasi pribadi siswa juga
merupakan bagian penting dari etika ini.

b. Etika terhadap Rekan Sejawat

Guru harus menjalin hubungan kerja yang

dilandasi saling menghormati, kejujuran, dan

kolaborasi. Persaingan dalam dunia pendidikan

harus tetap sehat dan Dberorientasi pada

peningkatan mutu, bukan menjatuhkan pihak lain.
c. Etika terhadap Profesi

Etika profesi mengharuskan guru untuk menjaga

nama baik profesinya dengan cara menjalankan
tugas secara disiplin, tidak melakukan korupsi
waktu, serta menjauhkan diri dari praktik tidak etis
seperti manipulasi nilai, gratifikasi, dan nepotisme
(Zuchdi, 2008).
d. Etika terhadap Masyarakat dan Negara

Guru bertanggung jawab dalam membentuk warga

negara yang berakhlak, cerdas, dan berjiwa sosial.

Oleh karena itu, guru wajib aktif dalam kegiatan
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sosial dan menjaga netralitas dalam urusan politik
praktis, sesuai prinsip etika publik.
Integrasi Kompetensi dan Etika dalam Praktik
Profesional
Kinerja guru tidak bisa dinilai hanya dari aspek
kompetensi akademik, tetapi juga dari integritas dan
etika dalam menjalankan tugas. Integrasi ini tercermin
dalam berbagai bentuk praktik profesional:

a. Penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran) yang tidak hanya fokus pada
kognisi, tetapi juga pada nilai dan sikap.

b. Penerapan disiplin positif, bukan hukuman fisik
atau verbal.

c. Transparansi dalam penilaian, tanpa manipulasi
demi pencitraan.

d. Keteladanan dalam gaya hidup, baik di lingkungan
sekolah maupun di media sosial.

Sahlberg (2011) dalam kajiannya terhadap sistem
pendidikan Finlandia menyebut bahwa profesionalisme
guru dibangun bukan hanya dengan pelatihan
pedagogik, tetapi juga dengan pembentukan etika
otonomi—di mana guru dipercaya untuk mengambil
keputusan berdasarkan prinsip moral.

Peran LPTK dan Organisasi Profesi

a. LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan)
LPTK memiliki tanggung jawab dalam membentuk
kompetensi sekaligus etika calon guru. Kurikulum
pendidikan guru seharusnya menyertakan:

1) Mata kuliah etika profesi.
2) Pembelajaran berbasis studi kasus.
3) Program praktik reflektif.

b. Organisasi Profesi Guru
Organisasi seperti PGRI (Persatuan Guru Republik
Indonesia) dan IGI (Ikatan Guru Indonesia)
memiliki peran dalam menjaga standar etika dan
meningkatkan kompetensi melalui:
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1) Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 2006).

2) Pelatihan daring dan luring.

3) Forum etik untuk pembahasan kasus moral di
lapangan.

Tantangan dalam Mewujudkan Profesionalisme yang
Beretika

Beberapa tantangan yang menghambat integrasi

antara kompetensi dan etika antara lain:

a.

Beban administratif yang tinggi, membuat guru
lebih fokus pada laporan daripada proses
pembelajaran bermakna.
Kurangnya pelatihan etika yang sistematis,
sehingga banyak guru hanya memahami etika
secara normatif, bukan praktis.
Tekanan ekonomi dan budaya gratifikasi, yang
kadang menjerumuskan guru ke dalam praktik
tidak etis.
Kurangnya evaluasi berbasis integritas, di mana
penilaian kinerja lebih berfokus pada angka
daripada sikap.

Untuk memperkuat profesionalisme yang

berbasis kompetensi dan etika, beberapa strategi yang
dapat diterapkan:

a.

Pelatihan Etika Berkelanjutan

Sekolah dan dinas pendidikan perlu
menyelenggarakan pelatihan tentang dilema etika,
komunikasi asertif, dan etika digital secara
berkala.

Supervisi Akademik dan Moral

Pengawasan guru tidak hanya pada aspek
administratif, tetapi juga pada aspek moral dan
sosial interaksi dengan siswa.

Penguatan Budaya Refleksi

Mendorong guru untuk melakukan refleksi harian
atau mingguan atas tindakan mereka di kelas
untuk meningkatkan kesadaran etis.

d. Penyusunan Portofolio Etik
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Guru dapat membuat portofolio berisi catatan etis
dalam praktik pembelajaran, sebagai bagian dari
evaluasi diri.
e. Insentif untuk Keteladanan Etis
Memberikan apresiasi kepada guru yang
menunjukkan integritas tinggi dalam situasi
dilematis sebagai bentuk promosi nilai-nilai etika.
Profesionalisme guru merupakan kesatuan antara
kompetensi dan etika, yang harus terintegrasi dalam
seluruh aspek pengajaran dan pembelajaran. Kompetensi
tanpa etika akan melahirkan pendidik yang cerdas namun
tidak bermoral, sementara etika tanpa kompetensi akan
menghasilkan guru yang berniat baik namun tidak efektif.
Oleh karena itu, lembaga pendidikan, organisasi profesi,
dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan harus
bersama-sama membangun sistem yang mendukung
penguatan kompetensi dan etika secara simultan. Dengan
demikian, guru dapat menjalankan perannya secara utuh
sebagai pendidik, pembimbing, dan panutan yang
profesional dan berintegritas.

. Guru sebagai Pendidik, Pengajar, dan Pemimpin Moral

Profesi guru memegang peranan sentral dalam
membentuk karakter dan peradaban bangsa. Dalam
konteks pendidikan yang lebih luas, guru tidak hanya
berfungsi sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan,
tetapi juga sebagai pendidik yang menumbuhkan nilai,
serta pemimpin moral yang menjadi teladan bagi siswa dan
masyarakat.

Ketiga dimensi ini—pendidik, pengajar, dan
pemimpin moral—tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Guru profesional harus mampu mengintegrasikan
ketiganya  agar dapat menciptakan lingkungan
pembelajaran yang bermakna, berorientasi pada
perkembangan intelektual sekaligus moral.

1. Guru sebagai Pendidik: Menumbuhkan Nilai dan
Kepribadian

Menurut Ki Hadjar Dewantara (1935), pendidikan

adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat anak
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agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat
dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan
setinggi-tingginya. Dalam hal ini, guru sebagai
pendidik bertugas membimbing, mendidik, dan
membentuk watak serta kepribadian peserta didik,
bukan sekadar menyampaikan ilmu.

Guru sebagai pendidik harus membangun
hubungan yang hangat, penuh empati, dan
mendukung perkembangan emosional siswa. Ini
mencakup:

a. Memberikan dukungan psikologis dalam proses
belajar.

b. Mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dan
otonomi siswa.

c. Membina sikap toleransi, tanggung jawab, dan
kerja sama.

Menurut Zuchdi (2008), pendidikan tidak hanya
mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tetapi juga
bagaimana berpikir dan merasakan secara etis.

Dalam praktik sehari-hari, guru sebagai pendidik:

a. Mengembangkan pendidikan karakter (honesty,
discipline, care).

b. Mengintegrasikan nilai moral dalam setiap mata
pelajaran.

c. Memberikan teladan sikap dalam kehidupan nyata

di sekolah.
2. Guru sebagai Pengajar: Pengelola Pembelajaran yang

Profesional

Pengajaran adalah proses interaksi antara guru
dan siswa dalam rangka transfer ilmu pengetahuan,
keterampilan, dan sikap. Guru sebagai pengajar
dituntut memiliki kompetensi pedagogik dan
profesional yang memadai (Permendiknas No. 16
Tahun 2007).

Guru profesional harus menguasai:

a. Kompetensi pedagogik: kemampuan memahami
karakteristik siswa dan mengelola pembelajaran
yang efektif.
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b. Kompetensi profesional: penguasaan materi
pelajaran secara mendalam dan aplikatif.
c. Kompetensi teknologi: kemampuan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
mendukung pembelajaran.

Menurut Darling-Hammond (2006), guru yang
kompeten  dalam  pengajaran akan = mampu
menyesuaikan strategi pembelajaran dengan
kebutuhan dan gaya belajar siswa.

Di era digital dan pasca-pandemi, guru sebagai
pengajar dituntut:

a. Menerapkan blended learning dan digital tools
(misalnya Google Classroom, Canva).

b. Melakukan asesmen autentik berbasis proyek.

c. Mengembangkan pembelajaran diferensiatif dan

kontekstual.

Guru sebagai Pemimpin Moral: Teladan Etika dan
Karakter

Pemimpin moral adalah individu yang tidak
hanya memiliki kewenangan formal, tetapi juga
menjadi panutan dalam integritas, tanggung jawab,
dan keadilan. Dalam konteks pendidikan, guru
merupakan agen moral yang memberikan pengaruh
besar terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam diri
peserta didik (Campbell, 2008).

Guru sebagai pemimpin moral seharusnya:

a. Menunjukkan kejujuran dan keadilan dalam
penilaian.

b. Menjaga etika komunikasi di sekolah dan media
sosial.

c. Menolak praktik tidak etis seperti korupsi waktu,

manipulasi nilai, atau gratifikasi.

Sahlberg (2011) menunjukkan bahwa
keberhasilan pendidikan di Finlandia sangat
ditentukan oleh tingginya kepercayaan kepada guru
sebagai pemimpin moral yang otonom dan bertanggung
jawab.
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Pemimpin moral tidak hanya memengaruhi
individu, tetapi juga sistem. Guru yang etis:

a. Mendorong budaya refleksi dan dialog etis.
b. Menjadi penggerak program pendidikan karakter.
c. Mengadvokasi nilai keadilan dan inklusivitas
dalam kebijakan sekolah.
Sinergi Peran: Pendidik, Pengajar, dan Pemimpin Moral
Ketiga peran ini harus bersinergi. Guru yang
hanya menjadi pengajar tanpa nilai-nilai
kepemimpinan moral akan menjadi teknokrat kering
nilai. Sebaliknya, guru yang memiliki nilai moral tetapi
tidak mampu mengelola pembelajaran secara
profesional akan gagal mentransformasikan potensi
siswa.
Contoh integrasi ketiga peran tersebut:

a. Dalam pembelajaran PPKn, guru tidak hanya
mengajarkan isi konstitusi, tetapi juga
menumbuhkan kesadaran hidup berbangsa
secara adil (pendidik).

b. Guru menyiapkan modul berbasis proyek
kewarganegaraan (pengajar).

c. Guru menjadi teladan dalam pemilu OSIS dengan
tidak memihak dan membimbing siswa bersikap
kritis (pemimpin moral).

Guru yang baik selalu melakukan refleksi
terhadap praktiknya. Menurut Zeichner & Liston
(1996), guru reflektif mampu mengevaluasi keputusan
pembelajaran berdasarkan nilai, bukan sekadar
efisiensi.

Tantangan dalam Pelaksanaan Tiga Peran Guru

Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam
pelaksanaan ketiga peran ini:

a. Beban administrasi yang tinggi: mengurangi waktu
guru untuk membina moral dan karakter siswa.

b. Kurangnya pelatihan etik dan kepemimpinan
moral: fokus pelatihan masih dominan pada aspek
teknis.
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c. Krisis keteladanan sosial: budaya populer yang
menekankan materialisme dan instan menjadi
tantangan dalam menanamkan nilai.

d. Dikotomi fungsi guru: masyarakat sering melihat

guru hanya sebagai pengajar, bukan pendidik atau
pemimpin nilai.

Agar peran guru sebagai pendidik, pengajar, dan
pemimpin moral dapat berjalan secara seimbang dan
efektif, perlu dilakukan strategi berikut:

a. Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Guru (LPTK)
LPTK harus menanamkan pemahaman peran guru
secara utuh dan integratif, dengan penekanan pada
etika, refleksi, dan praktik kepemimpinan moral.

b. Pelatihan Berbasis Nilai dan Refleksi
Pelatihan guru tidak hanya tentang metode atau
teknologi, tetapi juga membekali guru dalam
menghadapi dilema moral, pendidikan karakter,
dan etika profesional.

c. Kebijakan yang Mendukung Penguatan Moralitas
Guru
Pemerintah dan sekolah perlu memberikan ruang
dan penghargaan bagi guru yang menjadi teladan
moral, bukan hanya guru berprestasi secara
akademik.

d. Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Komunitas
Membangun komunitas belajar etis di sekolah yang
melibatkan semua pemangku kepentingan dalam
membina budaya nilai bersama.

Guru adalah aktor pendidikan multidimensi yang
berperan sebagai pendidik, pengajar, dan pemimpin moral.
Ketiga peran ini merupakan fondasi bagi pembentukan
manusia utuh yang tidak hanya cerdas, tetapi juga
berkarakter dan beradab. Dalam praktik sehari-hari, guru
harus mampu mengintegrasikan nilai, ilmu, dan teladan
dalam seluruh aktivitasnya di sekolah. Untuk mendukung
hal ini, diperlukan dukungan sistem pendidikan yang
holistik, pelatihan yang berbasis nilai, dan kebijakan yang
menghargai moralitas sebagai bagian dari profesionalisme.
Dengan demikian, guru tidak hanya mencerdaskan
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kehidupan bangsa, tetapi juga memanusiakan manusia
secara utuh.

. Etika dalam Menyikapi Tantangan Profesi

Profesi guru merupakan panggilan moral yang
mengemban tanggung jawab besar terhadap pendidikan
dan pembentukan karakter generasi bangsa. Dalam
menjalankan tugasnya, guru dihadapkan pada beragam
tantangan, baik dari aspek internal profesi maupun
eksternal seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial-
budaya, tekanan  administratif, serta ekspektasi
masyarakat.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, guru
tidak hanya dituntut untuk kompeten secara profesional,
tetapi juga memiliki landasan etika yang kuat. Etika profesi
memberikan panduan moral agar guru tetap mampu
bersikap bijaksana, adil, dan bermartabat dalam
menjalankan fungsinya, bahkan dalam situasi dilematis.
Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika menjadi
pilar penting dalam menjaga martabat profesi guru
sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan secara
keseluruhan.

Etika profesi guru merupakan seperangkat norma
dan nilai moral yang mengarahkan perilaku guru dalam
menjalankan tugasnya sebagai pendidik, pengajar,
pembimbing, dan teladan (PGRI, 2006). Etika ini meliputi
hubungan guru dengan siswa, sesama guru, pimpinan
sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Menurut Campbell (2008), etika guru tidak hanya soal
apa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana
mengambil keputusan yang bijak dalam konteks yang
kompleks dan dinamis. Etika berfungsi sebagai kompas
moral dalam menghadapi tantangan, tekanan, dan
perubahan dalam dunia pendidikan.

1. Tantangan-Tantangan Profesi Guru
a. Tekanan Administratif dan Beban Kerja
Guru sering dihadapkan pada beban administrasi
yang berlebihan, seperti penyusunan RPP, laporan
penilaian, hingga pengisian data pada platform
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digital. Hal ini dapat mengurangi waktu dan energi
guru dalam  mempersiapkan  pembelajaran
bermutu.

b. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi
Kemajuan teknologi menuntut guru untuk terus
beradaptasi dalam penggunaan platform
pembelajaran daring, media digital, dan sistem
evaluasi berbasis teknologi. Guru yang tidak melek
teknologi akan tertinggal dan kurang relevan di
mata siswa (Trilling & Fadel, 2009).

c. Krisis Keteladanan Sosial
Di tengah arus budaya populer dan individualisme,
siswa cenderung mencari figur publik sebagai
panutan. Peran guru sebagai teladan moral
menghadapi tantangan dalam membentuk karakter
siswa yang tangguh dan etis.

d. Intervensi Eksternal dan Tekanan Sosial
Tuntutan dari orang tua, atasan, atau lembaga
kadang menimbulkan dilema etis, misalnya dalam
penilaian siswa atau pemilihan siswa untuk lomba.

e. Gratifikasi dan Konflik Kepentingan
Dalam beberapa kasus, guru menerima hadiah
atau pemberian dari orang tua siswa yang dapat
mempengaruhi objektivitas penilaian dan
melanggar prinsip keadilan.

Peran Etika dalam Menyikapi Tantangan Profesi

a. Menjadi Kompas Moral dalam Dilema Etis
Etika membantu guru mengambil keputusan yang
benar dalam situasi dilematis. Misalnya, saat
diminta menaikkan nilai siswa oleh wali murid yang
berpengaruh, guru harus tetap berpegang pada
keadilan dan integritas, bukan kompromi (Strike &
Soltis, 2009).

b. Menjaga Profesionalisme dan Integritas
Guru yang menjunjung tinggi etika tidak mudah
terpengaruh oleh tekanan eksternal. Ia akan
menolak gratifikasi, menjaga kerahasiaan siswa,
dan bekerja sesuai aturan meskipun dalam kondisi
sulit.
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c. Meningkatkan Kepercayaan Publik
Guru yang konsisten dengan etika akan mendapat
kepercayaan dari siswa, orang tua, dan
masyarakat. Hal ini memperkuat citra guru sebagai
tokoh moral dan sosial.

d. Membangun Budaya Sekolah yang Etis
Etika yang ditegakkan guru akan membentuk
budaya positif di sekolah, seperti kejujuran, kerja
sama, tanggung jawab, dan saling menghargai.

3. Prinsip-Prinsip Etika yang Relevan untuk Guru
Mengacu pada Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 20006)
dan prinsip etika internasional (NEA, 2018), beberapa
prinsip kunci yang perlu dipegang guru antara lain:

a. Keadilan: Bersikap adil tanpa diskriminasi
terhadap siswa.

b. Tanggung jawab: Menyelesaikan tugas dan
kewajiban tepat waktu dan berkualitas.

c. Integritas: Menjaga kejujuran dalam setiap
tindakan, termasuk dalam penilaian.

d. Kerahasiaan: Menjaga informasi pribadi siswa.

e. Kepedulian: Menunjukkan empati dan perhatian

terhadap perkembangan siswa.
4. Strategi Memperkuat Etika Profesi di Tengah

Tantangan

a. Pelatihan Etika Profesi yang Kontekstual
Pelatihan guru harus mencakup studi kasus nyata,
dilema moral, dan pengambilan keputusan etis.
Guru perlu dilatih berpikir reflektif, bukan hanya
normatif (Zeichner & Liston, 1996).

b. Penguatan Budaya Sekolah Berbasis Nilai
Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang
mendorong sikap jujur, terbuka, dan kolaboratif.
Perilaku etis perlu diberi apresiasi, bukan hanya
prestasi akademik.

c. Pendampingan dan Refleksi Etis
Guru perlu memiliki forum refleksi berkala, seperti
komunitas belajar, kelompok diskusi etika, atau
mentoring dengan guru senior.

d. Peran Organisasi Profesi
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Organisasi seperti PGRI dan IGI harus aktif
mengadvokasi pentingnya etika dan membentuk
tim etik untuk konsultasi dan mediasi jika terjadi
pelanggaran.

e. Kebijakan yang Mendukung Etika
Pemerintah dan dinas pendidikan harus menyusun
regulasi dan sistem evaluasi yang tidak hanya
mengukur kinerja akademik, tetapi juga menilai
integritas dan etika guru.

S. Etika Guru dalam Era Digital dan Media Sosial
Era digital membawa tantangan baru dalam praktik
etika. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru:

a. Netiket profesional: Menjaga etika komunikasi
dengan siswa dan orang tua di platform digital.

b. Privasi siswa: Tidak menyebarkan data atau foto
siswa tanpa izin.

c. Netralitas dan moderasi konten: Tidak

menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau

konten yang tidak mendidik melalui media sosial

pribadi.

Etika bukan sekadar aturan tambahan, tetapi inti
dari kualitas pendidikan. Guru yang etis akan:

a. Mendorong siswa tumbuh dalam lingkungan yang
adil dan aman.

b. Mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui
keteladanan.

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran  yang

bermakna, bukan sekadar mengejar target.

Etika juga mencegah penyimpangan dalam
pendidikan seperti diskriminasi, kekerasan,
penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data.

Profesi guru adalah profesi yang sarat dengan nilai
dan tanggung jawab moral. Tantangan yang dihadapi guru
saat ini sangat kompleks, mulai dari tekanan
administratif, perkembangan teknologi, hingga dilema
etika dalam relasi sosial. Di tengah kompleksitas tersebut,
etika menjadi fondasi penting yang menuntun guru untuk
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tetap berpegang pada integritas, keadilan, dan tanggung
jawab.

Etika membantu guru dalam mengambil keputusan
bijak, membangun kepercayaan masyarakat, serta
menciptakan budaya sekolah yang sehat dan beradab.
Oleh karena itu, memperkuat kapasitas etis guru bukan
hanya tugas individu, tetapi tanggung jawab kolektif
institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi.
Pendidikan yang bermutu hanya dapat terwujud melalui
guru yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral.

D. Hubungan Sertifikasi, Pengembangan Diri, dan

Tanggung Jawab Etis

Dalam sistem pendidikan modern, guru tidak hanya
dituntut memiliki kompetensi profesional, tetapi juga
integritas moral yang tinggi. Tiga pilar utama yang
menopang profesionalisme guru di era sekarang adalah:
sertifikasi profesi, pengembangan diri berkelanjutan, dan
tanggung jawab etis. Ketiganya saling berkaitan dalam
membentuk guru yang tidak hanya kompeten dalam
mengajar, tetapi juga menjadi pendidik sejati dan teladan
moral.

Sertifikasi guru di Indonesia bertujuan untuk
meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik. Namun,
tanpa adanya pengembangan diri dan kesadaran etis,
sertifikasi berisiko menjadi formalitas administratif belaka.
Oleh karena itu, hubungan antara sertifikasi,
pengembangan diri, dan etika harus dilihat secara sinergis
untuk menjamin kualitas pendidikan yang berkelanjutan
dan bermartabat.

1. Sertifikasi Guru: Makna dan Tujuannya

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat
pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar
kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan
sebagai bentuk pengakuan atas kualifikasi dan
kompetensi guru.
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Menurut  Kemendikbud (20209, sertifikasi
bertujuan:

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui
pengakuan terhadap kompetensi profesional guru.

b. Menjamin kelayakan guru sebagai tenaga
profesional.

c. Meningkatkan  kesejahteraan guru  melalui

tunjangan profesi.

Sertifikasi diharapkan menjadi pintu masuk
menuju peningkatan mutu, bukan hanya sekadar
pencapaian administratif atau finansial.

2. Pengembangan Diri sebagai Tuntutan Profesionalisme

Pengembangan diri adalah upaya sistematis dan
berkelanjutan  yang dilakukan guru untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
sikapnya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
Kegiatan ini meliputi pelatihan, lokakarya, seminar,
penulisan karya ilmiah, penelitian tindakan kelas, dan
refleksi praktik pembelajaran.

Menurut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 16
Tahun 2009, pengembangan keprofesian berkelanjutan
(PKB) merupakan kewajiban guru untuk meningkatkan
kompetensinya secara terencana dan terstruktur. PKB
terdiri atas:

a. Pengembangan diri.
b. Publikasi ilmiah.
c. Karya inovatif.

Guru yang telah Dbersertifikat wajib terus
mengembangkan diri sebagai bentuk
pertanggungjawaban profesional dan moral.

Penelitian oleh Guskey (2002) menunjukkan
bahwa guru yang aktif mengembangkan diri cenderung
lebih reflektif, inovatif, dan etis dalam pengambilan
keputusan. Namun, di Indonesia masih banyak guru
yang menganggap pengembangan diri sebagai beban
administratif, bukan kebutuhan intrinsik.

3. Tanggung Jawab Etis Guru: Pilar Moral Profesi\
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Etika profesi guru adalah norma-norma yang
mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugasnya.
PGRI (2006) menyatakan bahwa guru wajib
menunjukkan integritas, kejujuran, keadilan, dan
tanggung jawab dalam mendidik peserta didik.

Kompetensi tanpa etika dapat melahirkan guru
yang pandai tetapi manipulatif. Sebaliknya, etika tanpa
kompetensi menjadikan guru bermoral tetapi tidak
efektif. Oleh karena itu, kedua aspek ini harus berjalan
beriringan untuk menjamin mutu pendidikan.

Guru tidak hanya bertanggung jawab kepada
sekolah atau pemerintah, tetapi juga kepada peserta
didik dan masyarakat. Ini mencakup:

a. Menjaga kerahasiaan dan martabat siswa.
b. Memberikan penilaian secara adil.
c. Menjadi panutan dalam perilaku sosial dan

digital.
Hubungan Sertifikasi, Pengembangan Diri, dan Etika
Ketiga elemen ini saling berkaitan dan
membentuk siklus profesionalisme guru:

Elemen Fungsi

Memberikan pengakuan formal atas

Sertifikasi .
kompetensi guru.

Pengembangan Menjamin peningkatan kualitas
diri kompetensi secara berkelanjutan.

Menjadi pedoman moral dalam
Etika menerapkan kompetensi dan
mengambil keputusan.

Sertifikasi menjadi awal yang harus diikuti oleh
pengembangan diri secara terus-menerus dan
dilandasi oleh tanggung jawab etis agar tidak terjebak
pada formalitas. Guru bersertifikat yang tidak
mengembangkan diri dan tidak memiliki etika, tidak
akan memberikan kontribusi positif terhadap
pendidikan.

Studi Kasus dan Fenomena Lapangan

Dalam studi oleh Suyata (2015), ditemukan

bahwa sebagian guru penerima tunjangan sertifikasi
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tidak menunjukkan peningkatan kinerja atau inovasi
pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa
sertifikasi belum otomatis menjamin profesionalisme
jika tidak dibarengi dengan etika kerja dan
pengembangan diri.

Di sisi lain, beberapa guru non-sertifikasi justru
menunjukkan etika tinggi, disiplin, dan komitmen
terhadap pembelajaran. Mereka aktif mengikuti
pelatihan, menciptakan media ajar sendiri, dan
menjadi teladan dalam integritas.

Studi ini menegaskan bahwa sertifikasi bukan
jaminan etika, dan etika tidak selalu menunggu
sertifikasi.

Peran Institusi dalam Mensinergikan Ketiganya

Peran pemerintah dalam mensinergikan ketiga

hal tersebut di atas adalah:

a. Mengintegrasikan pelatihan etika profesi dalam
program sertifikasi.

b. Membuat sistem monitoring kinerja guru
bersertifikat berbasis etika dan inovasi.

c. Memberikan penghargaan tidak hanya pada guru
produktif secara administratif, tetapi juga yang
menunjukkan integritas dan keteladanan.

Peran LPTK dan sekolah adalah:

a. Menanamkan pentingnya etika profesi sejak
pendidikan guru.

b. Memberikan ruang reflektif bagi guru dalam
pengembangan diri.

c. Membangun komunitas Dbelajar guru yang
mendukung pembelajaran kolaboratif dan etis.

Sedangkan peran Organisasi Profesi (PGRI, 1GI)
adalah:

a. Mengawasi pelaksanaan kode etik guru.
b. Mendorong guru bersertifikat untuk tidak stagnan,
tetapi terus berinovasi.
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Menyediakan forum pengembangan profesi berbasis
nilai dan kepemimpinan moral.

Agar ketiga elemen ini dapat bersinergi secara

optimal, strategi berikut dapat diterapkan:

a.

Sertifikasi Berbasis Portofolio Etis
Sertifikasi harus mencerminkan pengalaman
nyata guru, termasuk dilema etika yang dihadapi
dan bagaimana guru mengatasinya.
Program Refleksi Etika Terstruktur
Guru wajib melakukan refleksi bulanan terhadap
praktik pembelajaran dan nilai-nilai yang
ditanamkan.
Pengembangan Profesional Berbasis Etika
Pelatihan tidak hanya fokus pada teknologi atau
pedagogik, tetapi juga pada pengambilan
keputusan etis, manajemen konflik, dan
pendidikan karakter.
Evaluasi Kinerja yang Komprehensif
Penilaian guru tidak hanya berdasarkan kehadiran
dan administrasi, tetapi juga indikator integritas,
kreativitas, dan kontribusi terhadap budaya
sekolah yang positif.

Hubungan yang harmonis antara sertifikasi,

pengembangan diri, dan etika akan:

d.

Meningkatkan profesionalisme guru secara utuh.
Menumbuhkan budaya kerja yang sehat dan
kolaboratif.

Memberikan teladan etis kepada siswa secara
langsung.

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap
sistem pendidikan.

Sertifikasi guru hanyalah salah satu instrumen

formal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun,
tanpa adanya pengembangan diri yang berkelanjutan dan
tanggung jawab etis yang mendalam, sertifikasi bisa
kehilangan maknanya. Guru yang ideal bukan hanya yang
telah bersertifikat, tetapi yang terus belajar, berinovasi, dan
menjaga etika dalam setiap tindakan.
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Hubungan yang saling mendukung antara sertifikasi,
pengembangan diri, dan etika merupakan fondasi
profesionalisme guru yang utuh. Pemerintah, institusi
pendidikan, dan organisasi profesi harus memastikan
bahwa sistem yang dibangun tidak hanya menilai kinerja
administratif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran nilai
dan integritas. Pendidikan yang berkualitas dan
berkeadaban hanya dapat terwujud melalui guru yang
kompeten sekaligus bermoral.

. Keseimbangan antara Etika Profesional dan Etika

Pribadi

Guru merupakan pilar utama dalam pembangunan
pendidikan dan peradaban bangsa. Sebagai pendidik,
pengajar, sekaligus teladan, guru tidak hanya terikat pada
standar profesionalisme, tetapi juga pada nilai-nilai moral
yang melekat dalam kehidupan pribadinya. Dalam
menjalankan tugasnya, guru membawa dua sistem nilai
secara bersamaan: etika profesional, yang dibentuk oleh
norma dan aturan dalam dunia kerja; serta etika pribadi,
yang dibentuk oleh keyakinan, agama, budaya, dan
pengalaman hidup.

Seringkali, kedua etika ini berjalan beriringan dan
saling mendukung. Namun, dalam beberapa kasus,
keduanya dapat bertabrakan, menimbulkan dilema moral
yang menantang integritas dan pengambilan keputusan
seorang guru. Oleh karena itu, penting untuk memahami
bagaimana guru dapat menjaga keseimbangan antara etika
profesional dan etika pribadi agar dapat menjalankan
perannya secara utuh dan bertanggung jawab.

1. Etika Profesional dan Etika Pribadi

Etika profesional adalah seperangkat prinsip dan
standar perilaku yang dirumuskan untuk mengatur
tindakan para profesional dalam bidang tertentu.
Dalam konteks guru, etika profesional diatur oleh kode
etik yang ditetapkan oleh organisasi seperti PGRI
(Persatuan Guru Republik Indonesia) dan Kementerian
Pendidikan. Etika ini mengatur relasi guru dengan
siswa, rekan sejawat, orang tua, masyarakat, dan
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institusi (PGRI, 2006). Menurut Strike dan Soltis
(2009), etika profesional guru menuntut tanggung
jawab terhadap keadilan, kejujuran, objektivitas dalam
penilaian, dan kepatuhan terhadap aturan sistem
pendidikan.

Etika pribadi merujuk pada nilai-nilai moral
individu yang bersumber dari agama, budaya,
pendidikan keluarga, dan refleksi diri. Etika ini
berfungsi sebagai kompas batin yang menuntun
tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari,
termasuk dalam  pekerjaan. Campbell (2003)
menyatakan bahwa meskipun etika profesional bersifat
publik dan  wuniversal, etika pribadi tetap
mempengaruhi cara seseorang memaknai dan
menerapkan etika tersebut dalam praktik.
Persinggungan Etika Profesional dan Pribadi
Dalam praktik profesi, guru selalu berada di titik
persinggungan antara kewajiban profesional dan nilai-
nilai pribadi. Misalnya:

a. Guru yang meyakini nilai kasih sayang (pribadi)
akan menolak metode hukuman fisik meskipun
ada dukungan dari budaya lokal.

b. Guru yang menjunjung kejujuran (pribadi dan
profesional) akan menolak manipulasi data siswa,
meskipun didorong oleh tekanan dari pihak sekolah
atau wali siswa.

Dalam banyak kasus, etika pribadi justru
memperkuat pelaksanaan etika profesional. Seorang
guru yang memiliki nilai-nilai pribadi yang luhur
cenderung lebih konsisten dan tulus dalam
menjalankan tugas profesinya.

Potensi Konflik antara Etika Profesional dan Etika

Pribadi

a. Perbedaan Nilai antara Institusi dan Pribadi
Konflik muncul saat kebijakan sekolah atau
tuntutan administratif bertentangan dengan
keyakinan pribadi. Contoh:
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1) Guru diminta memberi nilai remedial
meskipun siswa tidak memenuhi standar, atas
dasar menjaga nama baik sekolah.

2) Guru perempuan diminta melepaskan atribut

keagamaannya (misalnya jilbab) dalam acara-
acara tertentu yang diatur sekolah.
Dilema Moral terhadap Perlakuan Siswa
Seorang guru yang secara pribadi sangat
menghargai kesetaraan gender mungkin
menghadapi tantangan ketika budaya lokal atau
sistem sekolah masih diskriminatif terhadap siswa
perempuan.
Tekanan Sosial dan Budaya
Dalam beberapa kasus, guru menghadapi tekanan
dari masyarakat atau orang tua untuk bertindak
bertentangan dengan keyakinannya. Misalnya,
permintaan orang tua siswa untuk memberikan
perlakuan khusus kepada anaknya, padahal
bertentangan dengan prinsip keadilan yang
diyakini guru.

4. Prinsip-Prinsip Menjaga Keseimbangan

Untuk menjaga keseimbangan antara etika

profesional dan etika pribadi, guru dapat mengacu
pada prinsip-prinsip berikut:

a.

Refleksi moral
Menurut Zeichner & Liston (1996), guru perlu
melakukan refleksi berkala terhadap keputusan-
keputusan etis dalam praktiknya. Refleksi ini
membantu menyelaraskan tindakan dengan nilai-
nilai yang diyakini.
Konsistensi Nilai
Konsistensi antara apa yang diyakini (pribadi) dan
apa yang dijalankan (profesional) akan
memperkuat kredibilitas dan kepercayaan siswa
serta masyarakat.
Dialog dan Mediasi
Dalam kasus konflik, guru dapat berdialog dengan
pimpinan sekolah atau rekan sejawat untuk
mencari solusi yang tidak mengorbankan nilai
profesional maupun pribadi.
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d. Berpihak pada Kepentingan Anak Didik
Dalam semua keputusan etis, prinsip utama adalah
berpihak pada kebaikan dan perkembangan siswa
secara menyeluruh.
5. Peran Lembaga dalam Menunjang Keseimbangan Etika
Peran Sekolah dalam Menunjang Keseimbangan
Etika adalah:

a. Membangun budaya sekolah yang menghargai
kebebasan nilai dan integritas.

b. Menyediakan ruang diskusi etika bagi guru.

c. Mendukung guru dalam menghadapi tekanan etis.

Peran Organisasi Profesi (PGRI, IGI) dalam
Menunjang Keseimbangan Etika adalah:

a. Memberikan pedoman dan bimbingan dalam
menghadapi konflik nilai.

b. Menyediakan pelatihan etika kontekstual dan
studi kasus.

c. Membentuk dewan etik untuk konsultasi dan

advokasi.
Peran Pemerintah dalam Menunjang
Keseimbangan Etika adalah:

a. Menyusun kebijakan yang tidak bertentangan
dengan hak moral guru.

b. Menjamin hak kebebasan berekspresi dan
keyakinan guru.

c. Mengintegrasikan pelatihan etika dalam program

sertifikasi dan pengembangan profesi.
6. Strategi Guru untuk Membangun Keseimbangan

a. Menumbuhkan Kesadaran Etika sejak Dini
Guru perlu menyadari bahwa profesinya bersifat
publik dan memiliki dampak luas, sehingga perlu
menjaga tindakan yang sesuai dengan nilai profesi
dan pribadi.

b. Membina Keteladanan Pribadi
Keteladanan adalah kunci utama dalam profesi
guru. Seorang guru yang mampu hidup sesuai
dengan nilai-nilai yang diajarkan akan menjadi
sosok yang berwibawa dan dihormati.
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c. Mengembangkan Kecakapan Etika
Melalui pelatihan, seminar, dan komunitas belajar,
guru perlu dilatih menghadapi dilema etis secara
sistematis dan rasional.

d. Berjejaring dan Belajar dari Sesama Guru
Diskusi kasus etika dalam komunitas profesi
membantu guru melihat sudut pandang lain dan
menemukan solusi yang proporsional antara
tuntutan pribadi dan profesional.

7. Implikasi terhadap Mutu Pendidikan

Guru yang berhasil menjaga keseimbangan antara

etika profesional dan pribadi akan:

a. Menjadi panutan dalam integritas dan keadilan.
b. Meningkatkan kepercayaan siswa, orang tua, dan

masyarakat.

c. Menciptakan suasana pembelajaran yang otentik
dan etis.

d. Meningkatkan mutu pendidikan berbasis nilai dan
karakter.
Sebaliknya, ketidakseimbangan dapat

menimbulkan krisis kepercayaan, konflik internal
guru, dan menurunnya kualitas pendidikan.

Etika profesional dan etika pribadi adalah dua sisi
dari satu mata uang dalam profesi guru. Keduanya saling
melengkapi dan membentuk identitas serta integritas
seorang pendidik. Namun, dalam praktiknya, keduanya
bisa bersinggungan dan menimbulkan dilema moral. Oleh
karena itu, guru perlu membangun kesadaran, refleksi,
dan strategi untuk menjaga keseimbangan antara
keduanya.

Lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan
pemerintah juga memiliki peran penting dalam
menciptakan sistem yang mendukung keseimbangan nilai
ini. Hanya dengan integrasi yang harmonis antara
profesionalisme dan moralitas pribadi, guru dapat
menjadi agen transformasi pendidikan dan pemandu
moral bagi generasi masa depan.
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BAB 5

ETIKA GURU TERHADAP PESERTA
DIDIK

A. Prinsip Keadilan, Kesetaraan, dan Non-diskriminasi

Sekolah  sebagai institusi pendidikan yang
mengutamakan keadilan hendaknya dalam memberikan
pelayanan pendidikan tidak diskriminatif. Diskriminatif
merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap
individu tertentu. Diskriminatif mengabaikan persamaan
pelayanan. Oleh sebab itu jika institusi pendidikan
mengutamakan prinsip keadilan maka semua peserta didik
pada saat memperoleh pelayanan pendidikan, mereka
diperlakukan sama, meskipun mereka berbeda dalam hal:
(Sadirman,2005:99)

a) latar belakang ekonomi keluarga,

b) strata sosial,

c) asal sekolah sebelumnya (favorit, biasa saja, tidak

favorit,

d) ras, suku, agama,

e) jenis kelamin atau gender,

f) kondisi fisik, dan lain-lain.
Mereka masing-masing memperoleh kesempatan yang
sama di dalam memanfaatkan fasilitas penunjang belajar di
institusi pendidikan tempat mereka belajar.

Prinsip keadilan adalah kondisi kebenaran ideal
secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda
atau orang. Di era merdeka belajar, sekolah sebagai agen
pemasyarakatan prinsip-prinsip keadilan, hendaknya
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mengembangkan pendistribusian pelayanan pendidikan,
pemberian materi pembelajaran, pengembangan ilmu
pengetahuan dan keterampilan ke setiap peserta didik
secara merata dan setiap peserta didik difungsikan dalam
suatu aktivitas secara proposional, sesuai dengan
kompetensi yang dimilikinya.

Meskipun demikian dalam prinsip keadilan di era
merdeka belajar saat ini tetap diperlukan pembedaan
dalam cara pemberian teknik/cara pembimbingan bagi
peserta didik. Pembedaan perlakuan kepada peserta didik
ini jangan diartikan sebagai hal non keadilan. Keadilan
intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada
tempatnya.

Pembedaan cara pembimbingan diberlakukan atas
dasar realita kemampuan daya tangkap peserta didik
terhadap materi pembelajaran. Di era merdeka belajar saat
ini, peserta didik yang sangat lemah dan lemah daya
tangkapnya memerlukan perhatian yang lebih oleh para
pendidik agar mereka bisa meningkatkan daya tangkapnya
pada taraf rata-rata atau sedang.

Peserta didik yang memiliki daya tangkap yang sangat
kuat diberi kesempatan secara mandiri mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih berkembang,
juga diharapkan menjadi asisten pendidik untuk
membantu memberi bimbingan belajar kepada rekan-
rekannya yang sangat lemah dan lemah daya tangkapnya.

Prinsip keadilan sebagai norma universal bagi apa
yang layak menjadi hak setiap orang, namun demikian apa
yang menjadi hak seseorang adalah segala sesuatu yang
telah diperoleh tanpa melanggar hak orang lain. Untuk
mewujudkan prinsip keadilan di institusi pendidikan di era
merdeka belajar saat ini hendaknya diperhatikan 3 hal
berikut ini: ( Usman, 2002:67)

a) Hak penerima keadilan, apakah peserta didik
memperoleh penghargaan atau hukuman dilandasi oleh
sikap-sikap kasih yang diberikan oleh pendidik maupun
pengelola pendidikan lainnya?

b) Hak pemberi keadilan, apakah pendidik dan pengelola
pendidikan lainnya dalam memberikan penghargaan

atau hukuman didasari atas pertimbangan pada hasil
87



Dr.Nining Khurrotul Aini, M.PdI

pengamatan/penilaian terhadap prestasi dan perilaku
masing-masing peserta didik?

c) Aturan tertentu, apakah penetapan pemberian
penghargaan atau hukuman didasari oleh peraturan
tertentu yang telah diketahui dan dipahami oleh seluruh
warga sekolah?

Beberapa hal ditas menjadi prinsip yang sangat
penting untuk diperhatikan bagi guru dalam proses
Pendidikan dan pembelajaran di sekolah agar benar-benar
terwujud keadilan yang merata di sekolah tersebut.

. Batasan Relasi Etis antara Guru dan Siswa

Dalam menjalankan proses pendidikan, ada
komponen yang berkaitan sangat erat dan tidak dapat
dipisahkan antara satu dengan yang lain yaitu, antara guru
dan siswa. Kedua komponen tersebut sangat penting dalam
proses pendidikan. Hubungan keduanya akan
mempengaruhi hasil pendidikan, semakin baik hubungan
antara guru dan siswa maka akan baik pula pendidikan
yang dihasilkan.

Upaya untuk menjalin hubungan yang baik antara
guru dan siswa bukanlah hal yang mudah untuk
direalisasikan, karena pada kenyataannya saat di lapangan
ada banyak tantangan yang harus dilewati terutama untuk
guru pemula yang baru saja terjun dalam dunia
pendidikan. Agar guru dapat menjawab tantangan sulitnya
membangun hubungan ini, maka seyogyanya guru dapat
melakukan beberapa hal yang sangat mendasar. Beberapa
hal mendasar yang dapat dilakukan oleh guru adalah
sebagai berikut (Al-Rajhi, 1429):

a. Guru harus memiliki keyakinan bahwa setiap siswa
memiliki kemampuan yang berbeda beda. Siswa yang
memiliki kemampuan menganalisis yang tinggi
cenderung lebih menyukai kegiatan belajar mengajar di
dalam kelas, sedangkan siswa yang memiliki kreatifitas
tinggi akan lebih unggul dalam berbagai bidang
keterampilan sosial sehingga jarang menduduki
peringkat kelas. Guru harus menyadari setiap potensi
yang dimiliki oleh siswanya agar tidak salah persepsi.

88



Dr.Nining Khurrotul Aini, M.PdI

. Menghargai pendapat dan memberikan apresiasi kepada

siswa walaupun pendapat mereka kurang sesuai karena
mereka telah berani untuk mengutarakan pendapatnya.
Sikap guru dalam menghargai pendapat siswa tidak
selalu dalam bentuk menuruti keinginan siswa atau
memberi hadiah karena tidak semua keinginan siswa
dapat berdampak baik terhadap siswa.

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk

berpartisipasi baik dalam kelas maupun di luar kelas.
Misalnya dengan bertanya karena dengan bertanya akan
membangun pemikiran bahwa belum paham pada
materi bukanlah sebuah kesalahan sehingga jika siswa
belum paham maka akan berinisiatif untuk bertanya
kepada guru.
Mendorong kerja sama antarsiswa. Dalam kegiatan
pembelajaran di dalam kelas, kerja sama merupakan hal
yang penting untuk diterapkan baik di dalam kelas
maupun di luar kelas. Dengan menerapkan kerja sama
antarsiswa maka tujuan pendidikan akan lebih cepat
tercapai.

. Memperlakukan siswa dengan adil dan setara. Guru

tidak boleh membeda-bedakan perlakuan antara siswa
satu dengan siswa yang lainnya karena hal tersebut
tentunya akan menghambat tercapainya tujuan
pendidikan dengan maksimal.

Dalam menjalankan hubungan guru dan siswa

hendaknya  memperhatikan  prinsip-prinsip  berikut
(Amaliah, 2021:122):

a.

Guru hendaknya menghargai semua siswa tanpa
membeda-bedakannya. Sikap menghargai yang
ditunjukkan oleh guru misalnya, menghargai pendapat
maupun saran siswa. Serta melibatkan siswa dalam
mengambil keputusan sehingga dapat memanfaatkan
potensi yang dimiliki oleh siswa dan memberikan
pengarahan kepada siswa.

Memberikan pujian kepada siswa yang telah
menciptakan karya, hal tersebut untuk memberikan
semangat kepada siswa dan mendorong motivasi siswa
dalam melakukan inovasi yang lebih baik lagi.

89



Dr.Nining Khurrotul Aini, M.PdI

c. Mengidentifikasi masalah yang mengganggu konsentrasi
siswa dalam belajar dan juga turut memberikan solusi
permasalahan tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan
oleh seorang guru selama permasalahan tersebut
masih dalam lingkup dunia pendidikan.

d. Guru menjalankan tugasnya untuk mencapai
keselarasan antarsiswa dan pembagian tugas yang adil
dalam kelas. Untuk membagi tugas dengan adil adalah
wewenang guru.

e. Memperhatikan perbedaan antarindividu. Karena
perbedaan potensi antar individu akan mempengaruhi
hasil belajarnya sehingga hal tersebut sangat penting
untuk di perhatikan oleh guru agar tidak terjadi salah
persepsi kepada siswa.

. Menjaga Privasi, Martabat, dan Hak Peserta Didik

Selain guru, dalam proses pembelajaran siswa juga
memiliki komponen yang tidak kalah pentingnya. Siswa
merupakan salah satu komponen yang akan menjadi
penentu keberhasilan tujuan pembelajaran (Dewi, 2021).
Jika tidak ada siswa maka tidak akan terjadi sebuah proses
pembelajaran, karena siswa yang membutuhkan materi
pembelajaran dari guru, dan guru berusaha untuk
memenuhi sesuatu yang dibutuhkan tersebut. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa siswa adalah seseorang yang
mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan
potensi dan kemampuannya.

Dalam pandangan psikologis, siswa merupakan
individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan
perkembangan baik fisik maupun psikisnya. Sebagai
manusia yang sedang menjalani proses pertumbuhan
tentunya memerlukan bimbingan dan juga pengarahan
untuk menuju arah yang lebih baik.

Adapun ciri khas dari seorang siswa adalah sebagai
berikut (Dewi, 2021):

a. Individu dengan potensi yang khas. Kemudian potensi
tersebut dikembangkan dan di implementasikan agar
mencapai perkembangan yang diinginkan.
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b. Siswa merupakan individu yang sedang mengalami
perkembangan, sehingga perubahan perubahan pada
dirinya harus diarahkan agar dapat menyesuaikan
dengan lingkungan sekitarnya.

c. Siswa merupakan seseorang yang sedang membutuhkan
bimbingan untuk memberikannya arah kepada hal-hal
yang positif.

d. Siswa cenderung memiliki kemampuan untuk menuju
kemandirian sehingga orang tua maupun guru
diharapkan dapat memberikan peluang yang sama
kepada siswa agar dapat menjadi lebih mandiri dan
bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Dari berbagai ciri khas yang dimiliki oleh siswa guru
harus mmapu memahami agar kegiatan belajar mengajar
di dalam kelas berjalan dengan lebih mudah. Setiap siswa
memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan juga unik,
sehingga diperlukan kemampuan guru secara professional.
Kegagalan dalam memahami karakteristik siswa akan
berpengaruh kepada interaksi edukatif yang ada dalam
proses belajar mengajar ( Usman, 2022:101).

Pendidikan adalah salah satu elemen kunci dalam
perkembangan setiap individu. Dalam konteks pendidikan,
penting untuk memahami dan menjalankan hak-hak siswa
di sekolah yang berkaitan dengan privasi dan keamanan
(Sadirman, 2005:87).

a. Hak Privasi Siswa

Hak privasi siswa adalah hak dasar yang melindungi
informasi pribadi mereka dari penyebaran yang tidak
sah. Privasi sangat penting dalam konteks pendidikan,
karena siswa seringkali harus berbagi informasi pribadi
mereka dengan sekolah dan staf pendidikan. Namun,
hak privasi siswa juga harus dihormati, dan ada
beberapa poin penting yang perlu dipahami:

1). Privasi Informasi Pribadi
Siswa memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan
informasi pribadi mereka. Hal ini termasuk informasi
seperti alamat, nomor telepon, riwayat medis, dan
informasi keluarga. Sekolah harus melindungi
informasi ini dan hanya menggunakannya untuk

tujuan pendidikan yang sah.
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2). Perlindungan Data
Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas tentang
pengelolaan data siswa. Data pribadi siswa, seperti
nilai, absensi, dan catatan lainnya, harus dikelola
dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang
berwenang.
3). Izin Orang Tua
Dalam banyak kasus, orang tua atau wali memiliki hak
untuk memberikan izin sebelum sekolah dapat
membagikan informasi siswa dengan pihak ketiga atau
menggunakan data siswa untuk tujuan tertentu. Orang
tua harus diberikan informasi yang cukup untuk
membuat keputusan yang berinformasi tentang izin ini.
b. Hak atas Keamanan di Lingkungan Sekolah
Keamanan di lingkungan sekolah adalah faktor kunci
dalam memastikan siswa dapat fokus pada
pembelajaran tanpa rasa takut atau gangguan. Hak
atas keamanan di lingkungan sekolah mencakup hak
untuk melindungi diri dari berbagai risiko atau
ancaman.
1). Keamanan Fisik
Siswa memiliki hak untuk merasa aman di
lingkungan sekolah. Hal ini berarti bahwa sekolah
harus mengambil tindakan untuk mencegah dan
menanggapi perilaku berbahaya, seperti pelecehan
atau kekerasan.
2). Pencegahan Pelecehan
Pelecehan adalah masalah serius yang dapat
memengaruhi keamanan siswa. Sekolah harus
memiliki kebijakan yang jelas untuk mencegah
pelecehan dan memberikan dukungan kepada
siswa yang mungkin menjadi korban.
3). Keamanan Emosional
Keamanan tidak hanya berkaitan dengan ancaman
fisik, tetapi juga dengan keamanan emosional.
Sekolah harus menciptakan lingkungan yang
mendukung kesejahteraan emosional siswa dan
membantu mereka mengatasi stres dan tekanan.
4). Partisipasi dalam Keputusan Sekolah
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Partisipasi siswa dalam keputusan sekolah adalah
elemen penting dalam menciptakan lingkungan
pendidikan yang inklusif dan demokratis. Terdapat
dua aspek wutama yang berkaitan dengan
partisipasi siswa dalam keputusan sekolah: Hak
untuk diberi suara dalam keputusan yang
memengaruhi mereka dan peran siswa dalam
badan pengambilan keputusan di sekolah

D. Pencegahan Kekerasan, Perundungan, dan Pelecehan
dalam Kelas

Guru merupakan penanggung jawab dalam kelas
yang juga berperan sebagai pendidik (Sopian, 2016), guru
mengemban tugas yang sama dengan orang tua, yaitu
amanah untuk mendidik siswa dengan baik, guru dan
orang tua tidak boleh pilih kasih kepada semua siswa
(Sanjani, 2020). Hal tersebut sesuai dengan konsep
humanisme religious yang mengatakan bahwa guru tidak
diperkenankan untuk memandang sebelah mata atau
memandang rendah siswanya  (Nurjanah, 2018).
Berdasarkan hal tersebut maka guru dituntut untuk
menjalankan perannya dengan profesional, mempunyai
kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya
sebagai seorang pendidik. Selain itu, seorang pendidik juga
diharapkan mampu  untuk  berinteraksi  dengan
mengedepankan moral dan etika baik dalam kegiatan
belajar mengajar maupun di luar kegiatan belajar
mengajar, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk
mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Sekolah berperan penting dalam melindungi anak,
mencegah dan menyelamatkan anak-anak dari tindakan
kekerasan. Peran kepala sekolah, guru, dan siswa dalam
upaya mencegah kekerasan terjadi pada anak akan
menekan angka kasus kekerasan anak. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di
Lingkungan Satuan Pendidikan. Sekolah merupakan
sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi peserta didik
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untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan
potensi diri menjadi manusia yang berilmu, berakhlak,
beriman dan menjadi warga negara yang
bertanggungjawab. Namun dengan berbagai latar belakang
siswa memungkinkan mereka membawa berbagai
persoalan ke sekolah sehingga dapat mengganggu kegiatan
belajar. Persoalan-persoalan  tersebut jika  tidak
diselesaikan maka akan berujung pada kekerasan.

Solusi permasalahan kekerasan di sekolah dapat
dilakukan dengan intervensi yang sifatnya preventif yaitu
pencegahan baik pencegahan melalui keluarga, sekolah,
masyarakat, maupun melalui anak itu sendiri. Pencegahan
melalui peserta didik dapat dilakukan dengan melakukan
pemberdayaan pada siswa-siswi agar mampu mendeteksi
secara dini kemungkinan terjadinya kekerasan, mampu
melawan ketika terjadi kekerasan pada dirinya, mampu
memberikan bantuan ketika melihat kasus kekerasan
terjadi, seperti melerai/mendamaikan, mendukung teman
dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada
pihak sekolah, orangtua, maupun tokoh masyarakat.

Solusi lain yang dapat diberikan adalah dengan
memberikan edukasi dalam sosialisasi tentang definisi dan
karakteristik kekerasan, pembinaan pelaku kekerasan,
penanganan korban kekerasan, serta membentuk
lingkungan yang suportif terhadap kasus kekerasan. Hal ini
disebut juga dengan psikoedukasi yaitu kegiatan diskusi
mengenai pencegahan kekerasan untuk mengusahakan
terbentuknya peserta didik yang memiliki tingkat
kepedulian terhadap sesama, saling menghormati dan
turut menghentikan segala tindakan yang mendekati
perilaku kekerasan. Banyak faktor yang mempengaruhi
psikoedukasi, diantaranya adalah faktor internal yaitu
kesehatan, kondisi intelektual, kondisi sosial, motivasi dan
keterampilan-keterampilan yang dimiliki seseorang.
Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah (baik dari lingkungan fisik, sosial dan
akademis), dan lingkungan masyarakat.

E. Peran Guru sebagai Pembimbing dan Teladan Etika
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Menurut Tobroni dalam khazanah pemikiran Islam,
istilah guru memiliki beberapa pedoman istilah, seperti
“ustadz”, “mu’allim”, “muaddib”, dan “murabbi”. Beberapa
istilah untuk sebutan “guru” itu berkaitan dengan beberapa
istilah untuk pendidikan, yaitu “ta’lim”, ta’dib”, dan
“tarbiyah”. Istilah mu’allim menekankan guru sebagai
pengajar, penyampai pengetahuan (knowladge) dan ilmu
(science); istilah mu’addib lebih menekannkan guru sebagai
pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan
keteladanan, dan istilah muraabi lebih menekankan
pengembangan dan pemeliharaan baik aspek jasmaniah
maupun rohaniah dengan kasih sayang. Sedangkan istilah
yang umum dipakai dan memiliki cakupan makna yang
luas dan netral adalah ustadz yang dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan guru, yang artinya pengajar dan pendidik
(Tobroni, 2008:107).

Untuk itulah keprofesionalan seorang guru atau
pendidik harus dimiliki.Burhanudin Salam dalam Haidar
Putra Daulay memberikan ciri-ciri seorang pendidik yang
profesional, antara lain:

a. Memiliki keahlian di bidang tersebut;

b. Menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang
tersebut;

c. Hidup dari pekerjaan tersebut;

d. Bukan sebagai hoby.

Keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari
ilmu, kemampuan teknis dan komitmen moral yang tinggi
terhadap tugasnya. Artinya, hal-hal yang berkenaan
dengan sikap mental seorang guru, meliputi: mencintai
pekerjaannya, disiplin, obyektif, dan lain-lain harus ada
pada dirinya (Haidar, 2007:77). Sehingga menurut
Roestiyah, rincian-rincian tersebut akan melahirkan
kompetensi keguruan, yang meliputi:

Menguasai bahan;

Mampu mengelola program belajar mengajar;
Mengelola kelas;

Menggunakan media/sumber;

Menguasai landaan-landasan kependidikan;
Mengelola intruksional belajar mengajar;

o a0 o
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g. Menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan
pengajaran ( Haidar, 2007:85).

Terkait dengan peran guru sebagai pembimbing dan
teladan etika di sini berati sangat erat dengan kompetensi
kepribadian guru. Dalam Standar Nasional Pendidikan,
penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa
yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah
kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif
dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan
berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar
pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan
pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini
memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam
membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan
mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas, serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan
negara dan bangsa pada umumnya ( Mulyasa, 2007:66).

Dalam Islam, guru merupakan profesi yang amat
mulia, oleh karenanya seorang guru bukan hanya sekedar
tenaga pengajar, tetapi sekaligus adalah pendidik, yang
memiliki beberapa kriteria dan kompetensi yang harus
dipenuhi. Seseorang dapat menjadi guru bukan hanya
karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan
akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji dan
berakhlakul karimah, dengan demikian seorang guru
bukan hanya mengajar ilmu-ilmu pengetahuan saja
(knowledge), tetapi lebih penting lagi akan membentuk
watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan
ajaran-ajaran Islam, dan juga guru merupakan sumber
ilmu dan moral, yang akan membentuk seluruh pribadi
anak didiknya, menjadi manusia yang berkepribadian
mulia ( Muhaimin, 2006:101).

Oleh karenanya peran dan tanggung jawab guru
dalam pendidikan sangat berat, apalagi dalam konteks
sebagai guru Agama Islam, semua aspek kependidikan
dalam Islam terkait nilai-nilai, melihat guru bukan saja
pada penguasaan material-pengetahuan saja, tetapi juga
pada investasi nilai-nilai moral dan spiritual yang
diembannya untuk ditransformasikan kearah

pembentukan kepribadian Islam, guru dituntut bagaimana
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membimbing, melatih dan membiasakan anak didik
berperilaku yang baik, karena itu, eksistensi guru tidak
saja mengajarkan, tetapi sekaligus mempraktekkan ajaran-
ajaran dan nilai-nilai kependidikan Islam, untuk itu dalam
melaksanakan tugasnya, guru hendaknya memiliki
kemampuan dan kompetensi kependidikan, meski secara
umum semua orang dapat saja menjadi guru atau pendidik
tapi tidak semua guru mampu menjadi pendidik yang baik,
karena tidak memiliki kompetensi sesuai harapan.
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BAB 6

ETIKA GURU TERHADAP REKAN
SEJAWAT DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH

A. Membangun Kerjasama dan Komunikasi yang Etis

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan
pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang
dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan
guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi
dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan
masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan
kemampuan guru yang sekurang-kurangnya memiliki
kompetensi untuk :

a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat

b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
secara fungsional

c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali
peserta didik.

d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas jelas sudah bahwa seorang guru
yang profesional dituntut untuk memiliki beberapa
kompetensi, sehingga diharapkan dengan kompetensi-
kompetensi yang dimiliki tersebut tujuan pembelajaran
dapat tercapai dengan tepat, cepat, menyeluruh dan merata
serta Standar Nasional Pendidikan dapat terpenuhi.
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Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk untuk
menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah
yang antara lain adalah:

1. Memperkuat komunikasi yang efektif

Komunikasi yang baik adalah kunci utama
dalam membangun semangat kerjasama di sekolah.
Guru dan siswa perlu saling mendengarkan dengan
baik dan berkomunikasi secara terbuka. Hal ini dapat
dilakukan melalui rapat reguler antara guru, siswa,
dan orangtua, serta melalui penggunaan teknologi
komunikasi.

Memfasilitasi komunikasi yang baik juga
termasuk memberikan umpan balik yang konstruktif
dan memperhatikan kebutuhan dan harapan individu.
Ketika pesan disampaikan dengan jelas dan secara
terbuka, semua pihak dapat bekerja sama secara lebih
efektif dan meminimalkan kesalahpahaman.

2. Mengadakan kegiatan yang mendorong kolaborasi

Mengadakan kegiatan di sekolah yang
mendorong kolaborasi antara siswa adalah cara yang
efektif untuk menumbuhkan semangat kerjasama.
Contohnya, pembelajaran kelompok, proyek
kolaboratif, atau kegiatan ekstrakurikuler yang
mengharuskan siswa bekerja bersama-sama untuk
mencapai tujuan tertentu.

Dengan bekerja secara tim, siswa akan belajar
untuk saling bergantung satu sama lain, memecahkan
masalah bersama-sama, dan memanfaatkan kekuatan
individu masing-masing. Selain itu, siswa juga akan
belajar menghargai perbedaan pendapat dan dengan
demikian membentuk suasana lingkungan yang
inklusif dan kerjasama.

3. Membangun tim kerja yang solid

Sebuah sekolah yang sukses harus memiliki tim
kerja yang solid di antara staf pendidik dan
administrasi. Memastikan setiap anggota tim memiliki
peran yang jelas dan saling melengkapi adalah kunci
untuk menciptakan kerjasama yang efektif.

Secara teratur mengadakan pertemuan tim,

mengatur tujuan dan tugas yang jelas, dan
99



Dr.Nining Khurrotul Aini, M.PdI

memastikan semua anggota tim berkontribusi sesuai
dengan keahlian dan minat mereka adalah langkah
penting untuk membangun semangat kerjasama dalam
tim. Memperkuat hubungan tim juga dapat dilakukan
melalui kegiatan sosial atau pelatihan pengembangan
diri yang dirancang khusus untuk meningkatkan
pemahaman dan kerjasama antar anggota tim.

4. Memberikan penghargaan dan pengakuan

Memberikan penghargaan dan pengakuan
kepada siswa dan staf yang berprestasi dapat menjadi
motivasi tambahan untuk bekerja dengan semangat
kerjasama. Ketika seseorang merasa dihargai dan
diakui atas kontribusinya, semangatnya untuk bekerja
dengan baik dan berkolaborasi dengan orang lain akan
meningkat.

Penghargaan tidak selalu harus berupa hadiah
atau pengakuan formal. Seringkali, apresiasi yang
tulus dan ucapan terima kasih yang sederhana sudah
cukup untuk memberikan semangat dan dorongan
positif bagi individu atau tim. Penting bagi semua pihak
di sekolah untuk saling menghormati dan menghargai
satu sama lain, sehingga semangat kerjasama dapat
tumbuh dan berkembang.

B. Etika dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat dan Konflik

Salah satu nilai utama yang ditekankan dalam
pendidikan adalah kemampuan untuk menghargai
pendapat orang lain. Hal ini muncul dalam berbagai situasi
belajar, di mana siswa dihadapkan pada beragam
pendapat. Pentingnya nilai ini tidak bisa diremehkan,
mengingat banyak orang dewasa di masyarakat kita merasa
bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar, dan
seringkali menolak atau meremehkan pendapat orang lain.
Dalam kasus ini, arogansi mengambil alih, dan nilai-nilai
rendah dan kurangnya kemampuan untuk menghargai
perbedaan terlihat. Oleh karena itu, melalui pendidikan
yang benar, kita dapat membentuk generasi yang lebih
bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat.
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Contoh perbedaan pendapat dalam realitas sehari-
hari yang dihadapi siswa dalam konteks sekolah terutama
saat mereka ditempatkan dalam kelompok tugas. Dalam
kelompok, setiap anggota memiliki pendapatnya sendiri,
dan menyatukan ide-ide ini seringkali menjadi tantangan.
Dalam situasi semacam ini, diperlukan kemampuan untuk
mencapai kompromi sehingga berbagai pandangan dapat
diakomodasi untuk mencapai tujuan kelompok. Selain
berhadapan dengan perbedaan, siswa juga akan belajar
cara mengatasi perbedaan pendapat. Bagaimana cara
menyikapi pendapat yang mungkin tidak relevan?
Bagaimana mengutarakan ketidaksetujuan tanpa
menciptakan konflik? Hal ini mengajarkan siswa bahwa
dalam perbedaan pendapat, mereka harus mengandalkan
kecerdasan emosional dan kebijaksanaan.

Contoh lainnya adalah dalam tugas presentasi di
mana siswa dihadapkan pada pendapat guru atau rekan
sejawat yang berbeda. Ketika berpresentasi, mereka harus
siap menghadapi sanggahan dan pertanyaan dari pihak
lain. Kemampuan untuk menjawab dengan baik, terutama
ketika  berhadapan dengan perbedaan pendapat,
merupakan ujian kemampuan siswa. Di luar konteks
akademik, pemilihan ketua OSIS juga menciptakan
perbedaan pendapat antara calon-calon yang mungkin
memiliki visi dan misi yang berbeda. Siswa yang terlibat
dalam pemilihan ini akan belajar bagaimana menghargai
pandangan yang berbeda dan sekaligus memperjuangkan
pandangan mereka sendiri

Berbagai contoh di atas maka sesungguhnya guru
memiliki peran kunci dalam mengajarkan siswa untuk
menghargai pendapat orang lain. Guru dapat menciptakan
pembelajaran yang mendorong siswa untuk saling bertukar
pikiran. Misalnya, dengan memberikan soal dan meminta
setiap siswa menjawabnya, lalu berbagi pendapat diantara
mereka. Dengan cara ini, siswa dapat memahami berbagai
sudut pandang yang mungkin tidak mereka pertimbangkan
sebelumnya. Proses ini juga mengajarkan siswa untuk
menurunkan ego mereka, mengakui bahwa pendapat
teman sekelas mereka mungkin lebih baik daripada
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pendapat mereka sendiri, dan membantu siswa
mendapatkan pemahaman baru.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru
dalam menghadapi perbedaan pendapat dan konflik antara
lain adaah:

1) Mengajarkan, menanamkan dan menginternalisasikan
nilai-nilai multikultural kepada peserta didik

2) Menjunjung tingg nilai-nilai toleransi di sekolah,
membuang jauh sikap intoleransi.

3) Membiasakan menghargai perbedaan baik secara
vertikal (guru dengan siswa) maupun secara horizontal
(sesama siswa), dan berusaha menanamkan pada diri
kita bahwa perbedaan memang suatu keharusan dalam
kehidupan masyarakat yang majemuk.

4) Berupaya mengelola emosi sedini mungkin agar tidak
sampai terjadi konflik.

5) Berupaya memahami akar permasalahan dari setiap
tindakan yang akan memungkinkan berpotensi konflik.

. Menjaga Reputasi Profesi Melalui Etika Pergaulan
Profesional

Reputasi seorang guru profesional salah satunya
ditopang oleh sejuah mana guru tersebut memiliki dan
mampu menerapkan kompetensi sosial. Kompetensi sosial
yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk
berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan,
peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di
sekitar sekolah. Kompetensi sosial tersebut meliputi:

1. Memiliki sifat inklusif, bertindak obyektif, dan tidak
melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin,
kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status
sosial.

e Guru harus bersikap inklusif, artinya merangkul
dan menghargai keberagaman di kelas dan sekolah.

e Guru bertindak objektif, yaitu menilai siswa secara
adil berdasarkan kinerja dan potensi, bukan bias
pribadi.
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Guru tidak boleh melakukan diskriminasi dalam
bentuk apa pun—baik berdasarkan agama atau
status sosial untuk memastikan setiap siswa
diperlakukan setara dan memiliki kesempatan yang
sama dalam belajar dan berkembang.

2.Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik,
dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan,
orang tua, serta masyarakat sekitar adalah pondasi utama
dalam menjalankan tugas. Ini berarti guru harus:

Santun: Menggunakan bahasa dan sikap yang
hormat, tidak merendahkan, dan sesuai dengan
norma yang berlaku. Ini penting dalam berinteraksi
dengan siapa pun, baik rekan guru, staf sekolah,
orang tua, maupun masyarakat.

Empatik: Mampu memahami dan merasakan apa
yang orang lain rasakan. Ini membantu guru
membangun hubungan yang kuat, menanggapi
kebutuhan individu, dan menyelesaikan konflik
dengan lebih baik, terutama saat berinteraksi
dengan orang tua yang mungkin memiliki
kekhawatiran tentang anak mereka.

Efektif: Menyampaikan pesan dengan jelas,
ringkas, dan mudah dipahami. Tujuannya agar
informasi diterima dengan baik dan tidak
menimbulkan kesalahpahaman. Ini krusial dalam
koordinasi dengan sesama guru, menyampaikan
perkembangan siswa kepada orang tua, dan
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

3. Guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan
tulisan. Sebagai guru, kemampuan berkomunikasi
lisan dan tulisan sangatlah penting.

Komunikasi Lisan: Ini mencakup cara guru
berbicara di kelas, menjelaskan materi,
memberikan instruksi, berdiskusi dengan siswa,
berinteraksi dengan orang tua, atau berbicara di
rapat. Guru harus bisa bicara dengan jelas, intonasi
yang tepat, dan menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti pendengar.
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e Komunikasi Tulisan: Ini meliputi kemampuan
guru dalam membuat rencana pembelajaran,
menulis laporan kemajuan siswa, menyusun surat
edaran untuk orang tua, atau bahkan
berkomunikasi melalui email atau pesan teks.
Tulisan guru harus rapi, mudah dibaca, tata
bahasanya benar, dan pesannya jelas.

4. Hubungan dengan Orang Tua/Wali: Mampu menjalin

komunikasi yang baik dengan orang tua untuk
mendukung perkembangan belajar siswa. Ini bukan
sekadar basa-basi, melainkan fondasi penting untuk
mendukung perkembangan belajar siswa secara holistik.
Secara singkat, ini berarti guru harus:

Terbuka dan Proaktif: Tidak hanya menunggu masalah
muncul, tetapi secara rutin memberikan informasi
tentang kemajuan siswa, baik akademik maupun
perilaku. Ini bisa melalui laporan berkala, pesan singkat,
atau pertemuan tatap muka.
Mendengarkan dengan Empati: Ketika orang tua/wali
memiliki kekhawatiran atau masukan, guru harus mau
mendengarkan tanpa menghakimi dan berusaha
memahami sudut pandang mereka.
Kolaboratif: Menganggap orang tua/wali sebagai mitra
dalam pendidikan anak. Guru dan orang tua/wali perlu
bekerja sama, saling mendukung, dan menyepakati
strategi yang konsisten antara rumah dan sekolah.
Transparan: Berkomunikasi secara jujur dan jelas
mengenai kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan
oleh siswa.

Selain di atas ruang lingkup kompetensi sosial

meliputi:
1) Interaksi dengan Peserta Didik:

a. Komunikasi Efektif: Guru mampu menggunakan
bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami
siswa, baik dalam menjelaskan materi, memberikan
umpan balik, maupun dalam percakapan sehari-hari.

b. Membangun Hubungan Positif: Guru menciptakan
hubungan yang akrab, terbuka, dan saling percaya
dengan siswa.
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c. Memahami Keberagaman Siswa: Guru yang
kompeten secara sosial mampu berinteraksi dengan
siswa dari latar belakang sosial, budaya, dan
karakteristik yang berbeda.

d. Manajemen  Kelas  Melalui Interaksi: Guru
menggunakan kemampuan sosialnya  untuk
mengelola perilaku siswa, menyelesaikan konflik
antar siswa, dan membangun norma-norma kelas
secara partisipatif.

2) Interaksi dengan Sesama Pendidik dan Tenaga
Kependidikan:

a. Kolaborasi Tim: Guru mampu bekerja sama dalam tim guru
mata pelajaran, tim kurikulum, atau tim proyek sekolah
untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan
kemampuan mendengarkan, berbagi ide, dan menghargai
kontribusi orang lain.

b. Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman: Guru aktif dalam
forum diskusi, pelatihan, atau kegiatan profesional lainnya
untuk berbagi praktik terbaik dan saling belajar dari rekan
sejawat.

c. Jejaring Profesional: Membangun hubungan profesional
yang kuat dengan guru lain di sekolah yang sama atau di
sekolah lain untuk pengembangan karier dan peningkatan
kualitas pendidikan.

3) Interaksi dengan Orang Tua/Wali Peserta Didik:

a. Komunikasi Kemitraan: Guru membangun komunikasi
yang efektif dengan orang tua mengenai perkembangan
belajar dan perilaku siswa, baik melalui pertemuan tatap
muka, telepon, atau media komunikasi lainnya.

b. Membangun Kepercayaan: Guru mampu meyakinkan
orang tua bahwa sekolah dan guru memiliki komitmen
untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik, sehingga
terjalin kemitraan yang kuat antara sekolah dan keluarga
(Epstein, 2001).

c. Penyelesaian Masalah: Guru dapat bekerja sama dengan
orang tua dalam mencari solusi terbaik untuk masalah
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yang dihadapi siswa, baik akademik maupun non-
akademik.

. Loyalitas terhadap Institusi dan Pemeliharaan Etos
Kerja

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian
loyalitas sesungguhnya merupakan kepatuhan dan
kesetiaan. Secara etimologis kata loyalitas selain
mengandung unsur kepatuhan dan kesetiaan ternyata juga
mengandung banyak unsur diantaranya pengorbanan,
kepatuhan, komitmen, ketaatan dan kesetiaan
(Muhadjir,2008). Hal ini  menunjukkan bahwa
terbentuknya sikap loyal melalui proses yang sangat rumit
karena dipengaruhi interaksi dua belah pihak. Mengacu
dari pengertian loyalitas diatas dapat dikatakan bahwa
seseorang dikatakan memiliki loyalitas jika seseorang
tersebut memiliki kepatuhan dan kesetiaan terhadap
organisasi atau lembaga.

Salah satu survey tentang loyalitas yang dikutip
Drizin & Schneider menunjukkan bahwa pendorong utama
untuk loyalitas karyawan adalah fairness. Hal itu
mencakup: fair dalam penggajian, fair dalam penilaian
kinerja, dan fair dalam perumusan dan
pengimplementasian kebijakan. Sedangkan Mc Quiness
mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif dalam
suatu perusahaan akan berdampak pada loyalitas
karyawan (McGuinnes,1998:45). Peran komunikasi dalam
meningkatkan loyalitas karyawan ini didukung oleh Smith
& Rupp ( Smith,2002:250) .

Hal ini sangat sesuai dengan temuan penulis di
lapangan bahwa para pimpinan telah membangun
komunikasi yang efektif baik secara vertikal maupun
horizontal dalam upaya meningkatkan iklim kerja yang
kondusif sehingga kerja sama baik antara dosen maupun
antar fakultas dalam beberapa program kerja telah
terlaksana dengan baik. Di samping itu komunikasi yang
telah terjalin baik secara formal maupun non formal ini
telah berdampak pada meningkatnya loyalitas sebagian

besar dosen hal ini tampak dari perilaku mereka yang
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antusias dalam melakukan pekerjaan, disiplin dan penuh

tanggung jawab.

Penurunan loyalitas umumnya disebabkan oleh
ketidakpercayaan terhadap keputusan dan kebijakan
organisasi, buruknya komunikasi dan aliran informasi
internal, serta gaya kepemimpinan dalam organisasi
(Antonic, 2011:81). Oleh karena itu, loyalitas harus
dibangun antara lain melalui pengelolaan struktur, budaya,
dan kepemimpinan dalam organisasi, ( Cunha,2002:481)
meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan,
komunikasi efektif dan terbuka, pengembangan saling
percaya, pengembangan  karir, serta  penggajian
berdasarkan produktivitas, dan fleksibilitas tunjangan
(McGuinnes,1998).

Loyalitas karyawan juga dapat dibangun melalui
hubungan yang baik antara atasan dan bawahan.
Membangun hubungan saling percaya satu sama lain
merupakan satu bentuk kompensasi yang sangat
bermakna bagi karyawan. Karyawan harus tahu bahwa
atasan mereka memperlakukan mereka sebagai pribadi
tidak sekedar “sumber daya” sebelum mereka termotivasi
untuk memberi yang terbaik bagi organisasi (Boltax,
2011:22). Adapun proses pembentukan loyalitas menurut
Oliver melalui empat tahapan yaitu ( Diamond,2000):

1) Cognitive Loyalty (Kesediaan berdasarkan
kesadaran) Informasi yang tersedia mengenai suatu
yang diinginkan menjadi faktor utama. Tahapan ini
didasarkan pada kesadaran dan harapan seseorang.

2) Affective Loyalty (Kesetiaan berdasarkan pengaruh).
Pada tahap ini dapat dilihat bahwa pengaruh memiliki
kedudukan yang kuat, baik dalam perilaku maupun
sebagai komponen yang mempengaruhi kepuasan.
Kondisi ini sangat sulit dihilangkan karena loyalitas
sudah tertanam dalam pikiran seseorang bukan
hanya kesadaran maupun harapan.

3) Conative Loyalty (Kesetiaan berdasarkan komitmen),
Tahapan loyalitas ini mengandung komitmen perilaku
yang tinggi untuk melakukan seluruh permintaan yang
ada. Perbedaan dengan tahapan sebelumnya adalah

affective loyalty hanya terbatas pada motivasi,
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sedangkan behavioral commitment memberikan hasrat
untuk melakukan suatu tindakan, hasrat untuk
melakukan tindakan berulang.

4) Action Loyalty (Kesetiaan dalam bentuk tindakan)
Tahap ini diawali dengan suatu keinginan yang disertai
motivasi, selanjutnya diikuti oleh kesiapan untuk
bertindak dan berkeinginan untuk mengatasi seluruh
hambatan untuk melakukan Tindakan.

Seseorang yang memiliki loyalitas tinggi, maka akan
memiliki etos kerja yang tinggi pula. Adapun ciri-ciri orang
yang memiliki etos kerja tinggi dalam Islam yaitu;

1) Orientasi ke masa depan
Artinya semua kegiatan harus di rencanakan dan di
perhitungkan untuk menciptakan masa depan yang maju,
lebih sejahtera, dan lebih bahagia dari pada keadaan
sekarang, lebih-lebih keadaan di masa lalu.
2) Kerja keras dan teliti serta menghargai waktu
Kerja santai, tanpa rencana, malas, pemborosan tenaga, dan
waktu adalah bertentangan dengan nilai Islam. Islam
mengajarkan agar setiap detik dari waktu harus di isi dengan
3 (tiga) hal yaitu, untuk meningkatkan keimanan, beramal
sholeh (membangun) dan membina komunikasi sosial.
3) Bertanggung jawab
Semua masalah diperbuat dan dipikirkan, harus dihadapi
dengan tanggung jawab, baik kebahagiaan maupun
kegagalan, tidak berwatak mencari perlindungan ke atas,
dan melemparkan kesalahan di bawah. Sebagaimana dalam
Al Qur’an surat Al Isra’ ayat 7

}:,
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Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi
dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan)
itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi
(kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain)
untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke
dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya
pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-
habisnya apa saja yang mereka kuasai (Kemenag RI, Al

Isra:7).

4) Hemat dan sederhana

Seseorang yang memiliki etos kerja tinggi, laksana seorang
pelari marathon lintas alam yang harus berlari jauh maka
akan tampak dari cara hidupnya yang sangat efesien dalam
mengelola setiap hasil yang diperolehnya, serta menjauhkan
sikap boros, karena boros sikapnya setan.

5) Adanya iklim kompetisi atau bersaing secara jujur dan
sehat
Setiap orang atau kelompok pasti ingin maju dan
berkembang namun kemajuan itu harus di capai secara
wajar tanpa merugikan orang lain.
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BAB 7
ETIKA GURU TERHADAP ORANG TUA
DAN MASYARAKAT

A. Transparansi, Komunikasi, dan Tanggung Jawab Sosial
Pendahuluan

Perkembangan global dan tantangan pendidikan pasca
pandemi COVID-19 telah menempatkan interaksi guru-orang tua
dan hubungan sekolah-masyarakat sebagai fokus penting dalam
penelitian pendidikan terkini. Kajian literatur menunjukkan
bahwa transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial
bukan hanya ideal etis, melainkan juga variabel nyata yang
mempengaruhi kesejahteraan guru, keterlibatan orang tua, dan
hasil pembelajaran siswa.

Pertama, studi A Scoping Literature Review on Parent
Interactions with Teachers and School Environments at the Middle
Level oleh Pennington, Tang, Divoll, dan Correll (2024) menemukan
bahwa terdapat kesenjangan persepsi antara orang tua dan guru
mengenai lingkungan sekolah dan hubungan orang tua-guru,
tetapi komunikasi yang terstruktur secara sengaja dapat
membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Kesenjangan ini
menyiratkan perlunya transparansi dalam bagaimana sekolah
menyajikan aturan, harapan, dan evaluasi agar persepsi yang
berbeda tidak menjadi sumber konflik.

Kedua, dalam konteks digital dan teknologi komunikasi,
penelitian School-Family Communication in Early Childhood
Education Through Digital Tools (2025) menemukan bahwa
penggunaan alat digital (seperti email, pesan instan, aplikasi
khusus) secara umum dipandang positif oleh guru sebagai sarana
memperkuat hubungan dengan keluarga.

Namun, terdapat juga variabilitas dalam kemampuan guru
dan orang tua menggunakan alat-alat tersebut, serta perbedaan
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dalam tingkat akses dan fasilitas, yang mengingatkan bahwa
transparansi bukan hanya soal keterbukaan isi, tetapi juga
keterbukaan tentang proses dan sarana.

Ketiga, studi Principals’ leadership styles as predictors of teachers’
attitudes toward parental involvement (Barth & Tsemach, 2025)
menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah—terutama gaya
kepemimpinan partisipatif dan autentik—berkorelasi positif
dengan sikap guru terhadap keterlibatan orang tua.

Temuan ini menekankan bahwa komunikasi dan
transparansi bukan hanya bergantung pada guru secara
individual, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh struktur dan budaya
organisasi sekolah. Pemimpin sekolah yang mendorong guru untuk
terlibat secara nyata dengan orang tua dan memberikan ruang
partisipatif dapat meningkatkan tanggung jawab sosial guru dalam
konteks komunitas pendidikan.

Keempat, penelitian lokal di Indonesia seperti PARENTAL
INVOLVEMENT: TEACHERS’ PERCEPTIONS AND THEIR Role in
Teacher Well-Being (2023) mengindikasikan bahwa persepsi guru
terhadap hambatan dalam keterlibatan orang tua mempunyai efek
signifikan terhadap kesejahteraan guru.

Ini menunjukkan bahwa tanpa transparansi mengenai
harapan dan batasan dalam peran orang tua, guru dapat
mengalami stres atau beban emosional yang berdampak buruk
pada performa dan hubungan mereka dengan masyarakat.
Akumulasi penelitian ini memperkuat urgensi memasukkan
transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial dalam
praktik profesional guru tidak hanya sebagai norma ideal, tetapi
sebagai faktor kunci yang memengaruhi: Keterlibatan orang tua
(parental engagement) yang efektif, Kesejahteraan guru sebagai
pihak yang menjembatani antara sekolah dan keluarga,
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah, dan Hasil
pendidikan siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-
akademik.

Etika profesi guru terhadap orang tua dan masyarakat
mencakup kewajiban moral dan profesional yang memastikan
proses pendidikan berjalan adil, akuntabel, dan partisipatif. Tiga
pilar penting dalam kerangka ini adalah transparansi, komunikasi,
dan tanggung jawab sosial. Ketiga konsep saling terkait:

transparansi memperkuat kepercayaan; komunikasi adalah
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mekanisme pertukaran informasi dan dialog; sementara tanggung
jawab sosial memperluas peran guru menjadi agen perubahan
sosial

1. Transparansi

Transparansi dipahami sebagai keterbukaan dalam
pengambilan keputusan, pelaporan kemajuan peserta didik, dan
pengelolaan sumber daya pendidikan. Bryk dan Schneider (2002)
menekankan bahwa kepercayaan di sekolah dibangun melalui
praktik-praktik keterbukaan dan konsistensi; tanpa transparansi,
upaya kolaboratif antara sekolah dan keluarga akan sulit
terwujud. Prinsip-prinsip etika tradisional—seperti kejujuran
(deontologi) dan keadilan (utilitarian/virtue ethics)—mendukung
kewajiban guru untuk melaporkan informasi yang akurat dan
relevan kepada orang tua (Kant, 1785/1998; Mill, 1863/2001;
Aristotle, ca. 350 BCE/2009).

Guru harus menyediakan informasi perkembangan akademik
dan non-akademik secara berkala dan dapat
dipertanggungjawabkan (nilai, catatan disiplin, rekomendasi
intervensi). Prosedur transparan untuk penggunaan dana kegiatan
dan administrasi kelas (laporan keuangan sederhana, notulen
rapat wali kelas). Dokumentasi kebijakan dan prosedur yang
mudah diakses oleh orang tua dan masyarakat (mis. kebijakan
evaluasi, kebijakan bimbingan).

2. Komunikasi

Komunikasi yang etis dalam konteks pendidikan tidak
hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun ruang
dialog dan partisipasi. Paulo Freire (1970) menekankan pentingnya
dialog sebagai metode pendidikan yang memberdayakan;
komunikasi menjadi alat untuk mendemokratiskan proses belajar-
mengajar. Habermas (1984) melalui teori tindakan komunikatifnya
menekankan legitimasi sosial melalui komunikasi rasional—ruang
di mana argumen dapat dipertukarkan secara jujur dan terbuka
untuk mencapai kesepakatan bersama.

Gunakan komunikasi dua arah: guru tidak hanya memberi
laporan, tetapi juga aktif mendengar masukan orang tua (Epstein,
1995). Bahasa yang digunakan harus profesional, jelas, dan
sensitif terhadap konteks budaya keluarga. Mekanisme

komunikasi yang beragam (pertemuan tatap muka, catatan harian,
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platform digital) agar inklusif dan dapat dijangkau semua pihak.
Pelatihan keterampilan komunikasi bagi guru (mis. keterampilan
mendengarkan empatik, mediasi konflik).

3. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial guru melampaui ruang kelas; guru
adalah agen etis yang membentuk norma sosial dan karakter
warga masa depan. Noddings (1984) menempatkan care
(kepedulian) sebagai dasar etika pendidikan—guru berkewajiban
merawat peserta didik dan memperlihatkan komitmen terhadap
kesejahteraan komunitas. John Dewey (1916) melihat pendidikan
sebagai instrumen demokratis yang menghubungkan sekolah
dengan masyarakat; pendidikan yang bertanggung jawab sosial
harus melatih partisipasi sipil dan solidaritas komunitas.

Guru bertindak sebagai teladan nilai—kejujuran, toleransi,
gotong royong—dalam interaksi dengan siswa dan masyarakat.
Partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan (mis. program
literasi, program kesehatan, gotong royong) sebagai bentuk
pengabdian dan penguatan relasi sosial. Mengembangkan
kurikulum yang memasukkan pendidikan nilai dan pembelajaran
berbasis komunitas untuk memperkuat relevansi sosial.
Bertanggung jawab atas dampak profesional (etika online, privasi
siswa, batas profesional) sehingga menjaga kepercayaan publik
pada profesi (Bryk & Schneider, 2002; Fullan, 2001).

Integrasi Ketiga Pilar: Model Praktis untuk Sekolah bias
dikembanggak dengan berbagai cara:

1. Prosedur keterbukaan: Sekolah menetapkan standar
pelaporan perkembangan peserta didik, mekanisme
pengaduan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana
(transparansi + tanggung jawab sosial).

2. Ruang dialog reguler: Forum wali kelas dan pertemuan
komunitas yang difasilitasi guru untuk diskusi dua arah
(komunikasi + partisipasi).

3. Pengembangan kapasitas guru: Pelatihan etika
profesional, keterampilan komunikasi, dan program
keterlibatan komunitas.

4. Evaluasi dan refleksi: Sistem evaluasi yang melibatkan
orang tua dan masyarakat untuk menilai kepatuhan
terhadap prinsip etika dan tanggung jawab sosial

(Dewey, 1916; Fullan, 2001).
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Transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial
saling melengkapi dalam membangun etika guru yang kredibel dan
efektif. Landasan filosofis (etika klasik dan kontemporer) dan
temuan empiris (kepercayaan sekolah-keluarga, praktik
partisipatif) menunjuk pada satu kesimpulan praktis: guru harus
menjalankan profesinya bukan hanya sebagai penyampai materi,
tetapi sebagai agen etis yang membuka ruang dialog,
mempertanggungjawabkan tindakan, dan berkontribusi pada
kesejahteraan masyarakat.

. Keterlibatan Guru dalam Pendidikan Berbasis Komunitas

Keterlibatan guru dalam pendidikan berbasis komunitas
merupakan salah satu strategi penting untuk memperkuat
relevansi sekolah dengan kehidupan nyata masyarakat.
Pendidikan berbasis komunitas (community-based education)
menekankan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan
sosial agar pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas,
tetapi juga terintegrasi dengan kebutuhan dan potensi lokal
(Freire, 1970/2000).

Guru berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan
kurikulum formal dengan kearifan lokal, pengalaman hidup, serta
partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menuntut guru tidak hanya
berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga mengembangkan
kemampuan siswa untuk menjadi warga negara yang kritis, peduli
sosial, dan berdaya guna bagi komunitasnya.

Menurut Epstein (2011), keterlibatan guru dengan
komunitas adalah bagian dari school, family, and community
partnership model, di mana hubungan tiga pihak ini menjadi
landasan keberhasilan pendidikan. Guru dituntut untuk
transparan, komunikatif, dan berorientasi pada kepentingan
sosial.

Lebih lanjut, Zeichner (2010) menekankan konsep
community-based teacher education, yaitu gagasan bahwa
pengalaman belajar guru (baik pra-jabatan maupun dalam tugas)
harus dibangun melalui interaksi dengan komunitas sehingga
pembelajaran memiliki dimensi sosial yang kuat.

Beberapa penelitian mutakhir menegaskan pentingnya
keterlibatan guru dalam pendidikan berbasis komunitas: Barth &
Tsemach (2025) melalui studi di Frontiers in Education

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif kepala
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sekolah mendorong guru lebih aktif dalam melibatkan orang tua
dan komunitas. Ini menandakan bahwa budaya organisasi sekolah
memengaruhi sejauh mana guru merasa diberdayakan untuk
bekerja sama dengan masyarakat.

Pennington et al. (2024) dalam kajian literatur di Education
Sciences menemukan bahwa keterlibatan guru dengan orang tua
dan komunitas dapat mengurangi kesenjangan persepsi mengenai
peran sekolah. Hal ini memperkuat argumen bahwa komunikasi
lintas pihak merupakan bagian dari keterlibatan komunitas.

Schiera (2023) meneliti pendidikan guru berbasis
komunitas di Amerika Serikat dan menekankan bahwa
keterlibatan guru dengan komunitas memberikan kesempatan
untuk memahami isu keadilan sosial (social justice education).
Dengan cara ini, guru dapat membangun kesadaran kritis baik
pada dirinya maupun siswanya.

Sukmawati & Prasetyo (2023) dalam jurnal Indonesian
Journal of Community Engagement menemukan bahwa kolaborasi
guru dengan masyarakat melalui program literasi berbasis desa
berhasil meningkatkan minat baca siswa sekaligus memperkuat
dukungan orang tua dalam pendidikan.

Keterlibatan guru dalam pendidikan berbasis komunitas
tidak hanya bermanfaat secara pedagogis, tetapi juga etis. Guru
berperan sebagai agen sosial yang menjembatani nilai-nilai sekolah
dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pelaksanaan
program, komunikasi terbuka dengan orang tua, dan tanggung
jawab sosial untuk mengembangkan potensi lokal adalah pilar
etika profesi guru yang berorientasi pada komunitas (Day & Gu,
2014).

. Etika dalam Menyampaikan Masukan dan Kritik terhadap Wali
Murid

Hubungan guru dengan wali murid merupakan elemen
penting dalam ekosistem pendidikan. Masukan dan kritik dari
guru kepada wali murid sering kali diperlukan untuk mendukung
perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Namun, tanpa
landasan etika, penyampaian kritik dapat menimbulkan
kesalahpahaman, konflik, bahkan mengurangi kepercayaan orang
tua terhadap sekolah. Oleh karena itu, etika komunikasi guru
dalam memberikan masukan dan kritik kepada wali murid menjadi
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aspek fundamental dalam menjaga keharmonisan hubungan
sekolah dan keluarga.

Beberapa Prinsip-Prinsip Etika dalam Penyampaian
Masukan yang mesti harus diperhatikan :

1. Transparansi dan Kejujuran

Guru wajib menyampaikan masukan secara terbuka,

berdasarkan data dan bukti autentik, misalnya hasil

asesmen atau observasi perilaku siswa (Bryk & Schneider,

2002). Keterbukaan ini menjadi pondasi kepercayaan

antara guru dan wali murid.

2. Kesantunan dan Empati

Penyampaian kritik harus mempertimbangkan perasaan

orang tua, menggunakan bahasa yang sopan, tidak

menggurui, serta mengedepankan perspektif kolaboratif

(Noddings, 2013). Guru sebaiknya menghindari label

negatif pada anak dan mengganti dengan fokus pada

perilaku atau proses belajar.
3. Konstruktif dan Solutif

Kritik hendaknya diimbangi dengan saran perbaikan yang

jelas dan dapat diterapkan. Guru berperan sebagai mitra,

bukan hakim, sehingga setiap masukan disertai dengan

alternatif solusi yang membangun (Brookfield, 2017).

4. Kerahasiaan dan Profesionalisme

Etika profesional menuntut guru menjaga kerahasiaan

informasi siswa. Kritik tidak boleh disampaikan di depan

publik atau dengan nada merendahkan, melainkan dalam
forum privat yang memungkinkan dialog terbuka (Day &

Gu, 2014).

Pennington et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi
yang konsisten, empatik, dan berorientasi pada kerja sama dapat
mengurangi kesenjangan persepsi antara guru dan orang tua. Kraft
& Rogers (2015) menemukan bahwa komunikasi guru kepada
orang tua yang positif, personal, dan spesifik meningkatkan
keterlibatan orang tua serta motivasi belajar siswa. Barth &
Tsemach (2025) menekankan bahwa kepemimpinan sekolah yang
mendukung keterbukaan memengaruhi sikap guru dalam
menyampaikan masukan dengan lebih kolaboratif. Sukmawati &
Prasetyo (2023) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis
komunitas, di mana kritik atau masukan tidak hanya disampaikan
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dalam relasi individual, tetapi juga dilandasi semangat
pemberdayaan bersama antara sekolah dan masyarakat.

Etika dalam menyampaikan kritik terhadap wali murid
dapat diwujudkan melalui strategi berikut:

1. Memulai dengan apresiasi terhadap upaya siswa maupun
orang tua.

2. Menyampaikan kritik secara spesifik, berbasis data, dan
fokus pada perilaku atau capaian, bukan pada pribadi
anak.

3. Menawarkan solusi bersama yang dapat dilaksanakan baik
di rumah maupun di sekolah.

4. Membuka ruang dialog, mendengar perspektif orang tua,
dan mencari titik temu.

D. Peran Guru sebagai Mediator antara Sekolah dan Lingkungan
Sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan
lingkungan sosial dan budaya di mana sekolah tersebut berada.
Dalam konteks ini, guru berperan penting sebagai mediator yang
menjembatani kepentingan sekolah dengan harapan masyarakat
serta kebutuhan peserta didik. Peran mediasi ini mencakup
komunikasi dua arah, penyelesaian potensi konflik, serta fasilitasi
kerja sama yang harmonis antara institusi pendidikan dengan
orang tua maupun masyarakat luas.
1. Jembatan Komunikasi
Guru bertugas menyampaikan informasi sekolah kepada
orang tua secara jelas, terbuka, dan konsisten. Sebaliknya, guru
juga mendengarkan aspirasi, kritik, maupun masukan dari orang
tua serta komunitas untuk diteruskan kepada pihak sekolah
(Epstein, 2011). Dengan demikian, guru menjadi perantara
komunikasi yang sehat dan membangun kepercayaan timbal balik.
2. Fasilitator Kolaborasi
Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga
memfasilitasi kerja sama antara sekolah dan masyarakat, misalnya
dalam program literasi, kegiatan sosial, atau pelatihan berbasis
komunitas (Zeichner, 2010; Sukmawati & Prasetyo, 2023).
3. Penyelesai Konflik
Dalam situasi ketika terjadi ketidaksesuaian persepsi
antara orang tua dan pihak sekolah, guru berperan sebagai
mediator yang mengedepankan etika komunikasi, empati, serta

sikap netral untuk menemukan titik temu (Noddings, 2013).
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4. Penghubung Nilai Akademik dan Sosial

Guru juga menjadi mediator dalam mengintegrasikan nilai-
nilai akademik yang diajarkan di sekolah dengan norma, budaya,
serta kearifan lokal masyarakat. Dengan cara ini, pembelajaran
menjadi relevan dan tidak terlepas dari konteks sosial siswa
(Freire, 2000; Schiera, 2023).

Pennington et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi
guru yang transparan dapat mengurangi kesenjangan persepsi
antara orang tua dan sekolah, sehingga meningkatkan keterlibatan
orang tua. Barth & Tsemach (2025) menegaskan bahwa
kepemimpinan sekolah yang partisipatif membuat guru lebih
mampu menjalankan perannya sebagai penghubung antara
sekolah dan komunitas. Schiera (2023) mengungkap bahwa
keterlibatan guru dalam pendidikan berbasis komunitas
memperkuat dimensi keadilan sosial dan mendorong siswa
memahami isu sosial di lingkungannya.

Sebagai  mediator, guru perlu mengembangkan
keterampilan komunikasi interpersonal, keterampilan manajemen
konflik, serta kemampuan memahami dinamika sosial
masyarakat. Strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Menjalin komunikasi rutin dengan wali murid melalui

pertemuan formal dan informal.

2. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah berbasis

proyek atau kearifan lokal.

3. Menggunakan teknologi komunikasi digital untuk

menjembatani keterbatasan waktu dan jarak.

4. Menyusun laporan perkembangan siswa yang

komprehensif sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas.

. Membangun Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pendidikan

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi
keberlangsungan dan legitimasi institusi pendidikan. Tanpa
adanya rasa percaya dari orang tua, masyarakat, maupun
pemangku kepentingan, proses pendidikan akan menghadapi
resistensi, ketidakpartisipasian, dan bahkan krisis legitimasi. Oleh
karena itu, sekolah dan guru perlu menerapkan prinsip
transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang etis dalam
setiap interaksi dengan publik (Bryk & Schneider, 2002;

Pennington et al., 2024).
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1. Pilar-Pilar Kepercayaan Publik
a. Transparansi

Keterbukaan dalam pengelolaan sekolah, termasuk
pelaporan perkembangan siswa, kebijakan, dan penggunaan
anggaran, menjadi faktor penting dalam menumbuhkan
kepercayaan. Penelitian terbaru oleh Fancourt & Finn (2024)
menegaskan bahwa  transparansi institusi pendidikan
berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya dukungan
masyarakat terhadap program sekolah.
b. Komunikasi Efektif

Komunikasi yang jelas, konsisten, dan empatik
membangun hubungan emosional antara sekolah dengan orang
tua maupun komunitas. Menurut Pennington et al. (2024),
komunikasi guru yang inklusif mampu mengurangi kesenjangan
persepsi dan meningkatkan partisipasi orang tua dalam
pendidikan anak.
c. Akuntabilitas dan Integritas

Sekolah harus menunjukkan komitmen pada integritas
akademik dan sosial, misalnya melalui evaluasi hasil belajar yang
objektif dan adil, serta kebijakan yang tidak diskriminatif. Hoy &
Tschannen-Moran (2003) menekankan bahwa akuntabilitas moral
menjadi komponen inti dalam membangun kepercayaan di
sekolah.
d. Kolaborasi dengan Masyarakat

Kepercayaan publik tumbuh ketika sekolah membuka diri
terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan.
Model school-community partnership yang digagas Epstein (2011)
menunjukkan bahwa partisipasi aktif orang tua dan komunitas
memperkuat legitimasi institusi pendidikan.
e. Responsif terhadap Kebutuhan Publik

Institusi pendidikan yang mampu menyesuaikan kebijakan
dan kurikulum dengan kebutuhan sosial masyarakat lebih mudah
memperoleh kepercayaan publik (Schiera, 2023). Hal ini mencakup
integrasi kearifan lokal, pemanfaatan teknologi, serta kepedulian
terhadap isu sosial di sekitar sekolah.

2. Strategi Praktis Membangun Kepercayaan Publik
Berbagai strategi yang bisa dilakukan dalam membangun
kepercayaan publik antara lain:
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a. Pelaporan Berkala: Menyediakan laporan terbuka
mengenai perkembangan siswa, capaian akademik, serta
penggunaan dana.

b. Dialog Terbuka: Mengadakan forum diskusi rutin
dengan orang tua dan masyarakat.

c. Keterlibatan Partisipatif: Mengundang masyarakat
dalam kegiatan sekolah berbasis proyek atau sosial.

d. Penguatan Etika Guru: Mendorong guru untuk menjaga
kejujuran, sikap adil, dan konsistensi dalam mengajar
serta berinteraksi dengan orang tua.

e. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan platform digital
untuk transparansi data, komunikasi cepat, serta
penyampaian informasi secara akurat.

3. Tantangan dan Implikasi

Tantangan utama dalam membangun kepercayaan publik
adalah adanya potensi kesalahpahaman komunikasi, rendahnya
literasi digital masyarakat, serta praktik birokrasi sekolah yang
kurang terbuka. Oleh karena itu, guru dan pimpinan sekolah perlu
mengedepankan etika profesional, keterampilan komunikasi, serta
kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial.

Membangun kepercayaan publik terhadap institusi
pendidikan bukanlah proses instan, melainkan hasil konsistensi
sekolah dalam menjaga transparansi, komunikasi, integritas,
kolaborasi, dan responsivitas. Kepercayaan ini menjadi modal
sosial yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang
bermakna, inklusif, dan berkelanjutan.
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BAB 8
PELANGGARAN ETIKA DALAM
PROFESI KEGURUAN DAN
KONSEKUENSINYA

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Etika oleh Guru

Guru bukan hanya pengajar pengetahuan, tetapi juga figur
moral yang menjadi teladan bagi peserta didik, orang tua, dan
masyarakat. Karena itu, profesi guru memiliki tanggung jawab etis
yang tinggi, yang diatur melalui kode etik profesi maupun norma
sosial. Menurut Noddings (2013), etika dalam pendidikan berakar
pada kepedulian (ethics of care), di mana guru dituntut untuk
mempraktikkan empati, keadilan, dan integritas dalam setiap
interaksi. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi
pelanggaran etika yang merusak kepercayaan publik terhadap
institusi pendidikan.

Pelanggaran etika guru bisa muncul dalam berbagai
bentuk, mulai dari diskriminasi, kekerasan verbal maupun fisik
terhadap siswa, manipulasi administrasi pendidikan, hingga
penyalahgunaan media sosial. Retnawati et al. (2017) menemukan
bahwa masalah etika guru sering muncul dalam praktik penilaian,
di mana sebagian guru tidak objektif atau bahkan memanipulasi
hasil evaluasi siswa. Sementara itu, laporan UNESCO (2021)
menegaskan bahwa pelanggaran etika dalam pendidikan,
khususnya yang terkait dengan perlakuan tidak adil dan
kekerasan, masih menjadi tantangan global.

Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa kepercayaan
publik terhadap sekolah sangat dipengaruhi oleh konsistensi guru
dalam menjaga integritas etika (Fancourt & Finn, 2024). Dengan
demikian, memahami jenis-jenis pelanggaran etika yang mungkin
terjadi menjadi langkah penting untuk mencegah dampak

121



Ajat Saputra

negatifnya terhadap kualitas pendidikan dan legitimasi sosial
sekolah.
1. Pelanggaran dalam Hubungan dengan Peserta Didik

a. Diskriminasi dan Perlakuan Tidak Adil. Guru yang bersikap
pilih kasih berdasarkan latar belakang sosial, gender, atau
kemampuan akademik siswa melanggar prinsip keadilan
(Hoy & Tschannen-Moran, 2003).

b. Kekerasan Verbal dan Fisik. Menggunakan bahasa kasar,
merendahkan martabat siswa, atau melakukan hukuman
fisik merupakan pelanggaran serius etika profesi (UNESCO,
2021).

c. Pelanggaran Privasi. Membocorkan data pribadi siswa
tanpa izin melanggar prinsip kerahasiaan dan melukai
kepercayaan siswa serta orang tua (Bryk & Schneider,
2002).

2. Pelanggaran dalam Hubungan dengan Orang Tua/Wali Murid

a. Kurangnya Transparansi. Menyembunyikan informasi
penting mengenai perkembangan siswa atau manipulasi
laporan akademik termasuk pelanggaran etika profesional
(Pennington et al., 2024).

b. Komunikasi yang Tidak Etis. Memberikan kritik dengan
cara yang merendahkan, tidak empatik, atau penuh
prasangka dapat merusak hubungan sekolah dan keluarga
(Noddings, 2013).

3. Pelanggaran dalam Hubungan dengan Rekan Sejawat

a. Ketidakjujuran Akademik. Mencontek karya kolega,
plagiarisme dalam publikasi, atau manipulasi data
penelitian merupakan pelanggaran etika akademik
(Retnawati et al., 2017).

b. Persaingan  Tidak  Sehat. Menghalangi  peluang
pengembangan karier guru lain atau menyebarkan gosip
yang merusak reputasi sesama guru melanggar prinsip
solidaritas profesional.

4. Pelanggaran dalam Pengelolaan Kelas dan Kurikulum

a. Mengabaikan Tanggung Jawab Mengajar. Datang
terlambat, meninggalkan kelas tanpa alasan jelas, atau
tidak menyiapkan materi pembelajaran adalah bentuk
pelanggaran disiplin etika.
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b. Indoktrinasi. Menyisipkan pandangan politik, ideologi, atau
kepercayaan pribadi tanpa memberi ruang kritis bagi siswa
melanggar prinsip netralitas pendidikan (Freire, 2000).

S. Pelanggaran dalam Ranah Sosial dan Publik

a. Penyalahgunaan Media Sosial. Guru yang menyebarkan
ujaran kebencian, hoaks, atau konten tidak pantas di
media sosial mencederai integritas profesi (Fancourt &
Finn, 2024).

b. Korupsi dan Penyalahgunaan Jabatan. Menggunakan
posisi guru untuk keuntungan pribadi, seperti pungutan
liar atau manipulasi dana sekolah, merupakan pelanggaran
serius terhadap tanggung jawab sosial.

6. Pelanggaran terhadap Prinsip Profesionalisme

a. Tidak Menjaga Kerahasiaan Profesi. Membocorkan
keputusan rapat guru atau data internal sekolah.

b. Melanggar Kode Etik Profesi. Mengabaikan standar yang
ditetapkan organisasi profesi guru, misalnya dalam
pelaksanaan ujian, sertifikasi, atau kegiatan administrasi
pendidikan.

Pelanggaran etika oleh guru dapat terjadi dalam berbagai
dimensi: hubungan dengan siswa, orang tua, kolega, pengelolaan
pembelajaran, maupun kehidupan sosial. Untuk mencegahnya,
diperlukan penguatan kode etik guru, pelatihan etika profesional,
serta mekanisme pengawasan yang akuntabel. Guru bukan hanya
pendidik, tetapi juga teladan moral yang harus menjaga
kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

. Dampak Pelanggaran Etika terhadap Siswa, Sekolah, dan

Profesi

Etika guru merupakan landasan moral yang menentukan
bagaimana pendidik berinteraksi dengan siswa, rekan sejawat,
orang tua, dan masyarakat. Guru tidak hanya berfungsi sebagai
pengajar, tetapi juga teladan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab,
dan profesionalisme. Oleh karena itu, pelanggaran etika oleh guru
bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan juga dapat
memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penelitian
terbaru menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi
pendidikan sangat dipengaruhi oleh integritas guru dalam

menjalankan tugasnya (Fancourt & Finn, 2024).
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Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan
akuntabilitas dalam pendidikan, isu pelanggaran etika guru
semakin mendapat sorotan. Kasus diskriminasi, kekerasan verbal
maupun fisik, manipulasi penilaian, hingga penyalahgunaan
wewenang menjadi bukti bahwa etika profesi masih rentan
dilanggar (UNESCO, 2021). Dampak dari pelanggaran ini tidak
hanya dirasakan langsung oleh siswa, tetapi juga berdampak luas
terhadap reputasi sekolah dan martabat profesi guru. Dengan
demikian, memahami konsekuensi pelanggaran etika menjadi
penting agar semua pihak dalam ekosistem pendidikan dapat
menjaga standar integritas yang tinggi.

1. Dampak terhadap Siswa
a. Kehilangan Rasa Percaya
Siswa yang mengalami diskriminasi atau kekerasan
verbal/fisik akan kehilangan kepercayaan terhadap guru dan
sekolah. Menurut Bryk & Schneider (2002), kepercayaan adalah
fondasi utama proses belajar; tanpa kepercayaan, motivasi dan
partisipasi siswa menurun.
b. Penurunan Prestasi Akademik
Perlakuan tidak adil dalam penilaian atau sikap
diskriminatif menimbulkan rasa frustasi, kecemasan, dan
berkurangnya motivasi belajar, yang berdampak langsung pada
pencapaian akademik (Retnawati et al., 2017).
c. Gangguan Psikologis dan Sosial
Kekerasan verbal maupun fisik dapat menimbulkan
trauma, rendah diri, bahkan depresi pada siswa (UNESCO, 2021).
Selain itu, siswa yang menyaksikan pelanggaran etika dapat
menormalisasi perilaku negatif tersebut dan menirunya dalam
interaksi sosial.

2. Dampak terhadap Sekolah

a. Menurunnya Citra dan Kepercayaan Publik

Pelanggaran etika guru dapat merusak reputasi sekolah di

mata masyarakat. Penelitian Fancourt & Finn (2024) menegaskan
bahwa keterbukaan dan integritas sekolah sangat berpengaruh
pada kepercayaan publik; ketika guru melanggar etika,
masyarakat cenderung meragukan kredibilitas institusi.

b. Turunnya Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat
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Jika guru sering melanggar etika, orang tua enggan bekerja
sama dengan sekolah, sehingga melemahkan kemitraan sekolah
dan masyarakat (Pennington et al., 2024).

c. Konflik Internal

Pelanggaran etika antar guru atau antara guru dan kepala
sekolah dapat menimbulkan konflik internal, menurunkan
solidaritas, dan menghambat pencapaian tujuan sekolah (Hoy &
Tschannen-Moran, 2003).

3. Dampak terhadap Profesi Guru
a. Turunnya Martabat Profesi

Pelanggaran etika melemahkan kepercayaan masyarakat
terhadap guru sebagai teladan moral. Hal ini membuat profesi guru
dipandang kurang kredibel (Noddings, 2013).

b. Sanksi Disipliner dan Hukum

Guru yang melakukan pelanggaran serius, seperti
kekerasan fisik atau manipulasi administrasi, dapat dikenai sanksi
administratif, pemecatan, bahkan tuntutan hukum (UNESCO,
2021).

c. Erosi Solidaritas Profesional

Ketika pelanggaran dibiarkan, standar etika profesi menjadi
lemah. Ini berdampak pada rusaknya budaya profesionalisme dan
berkurangnya komitmen kolektif guru terhadap kode etik
(Retnawati et al., 2017).

Pelanggaran etika guru tidak hanya berdampak pada siswa
secara langsung, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap
citra sekolah dan keberlangsungan profesi guru. Untuk itu, perlu
adanya:

1. Penguatan kode etik guru melalui pelatihan berkelanjutan.

2. Mekanisme pengawasan yang adil dan transparan.

3. Budaya sekolah berbasis integritas, agar siswa, orang tua,
dan masyarakat dapat mempercayai institusi pendidikan.
Dengan menjaga etika, guru tidak hanya mengajar ilmu,

tetapi juga menanamkan nilai moral yang memperkokoh peran
pendidikan dalam membangun peradaban.

. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etika dalam Pendidikan
Etika guru merupakan salah satu fondasi utama dalam
menjaga martabat profesi dan kualitas proses pendidikan.

Pelanggaran etika, baik berupa diskriminasi, penyalahgunaan
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wewenang, kekerasan verbal maupun fisik, hingga manipulasi
penilaian, dapat menimbulkan dampak serius terhadap siswa,
sekolah, dan profesi guru secara keseluruhan. Menurut Retnawati
et al. (2017), permasalahan etika guru tidak dapat dibiarkan
karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi
pendidikan dan melemahkan fungsi sekolah sebagai lembaga
pembentukan karakter. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme
penanganan pelanggaran etika yang jelas, terstruktur, dan
akuntabel.

Penanganan pelanggaran etika di sekolah tidak hanya
menyangkut pemberian sanksi, tetapi juga mencakup pencegahan,
pembinaan, serta pemulihan hubungan antara guru, siswa, orang
tua, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Hoy dan
Tschannen-Moran (2003) bahwa kepercayaan dalam institusi
pendidikan dibangun melalui transparansi, konsistensi, dan
penyelesaian masalah secara adil. Mekanisme yang baik akan
memastikan bahwa pelanggaran etika ditangani dengan cara yang
tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah
pengulangan di masa depan.

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etika
1. Pencegahan melalui Edukasi Etika Profesi

a. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu memberikan
pelatihan rutin mengenai kode etik guru, misalnya
melalui workshop, seminar, atau pengembangan
profesi berkelanjutan.

b. UNESCO (2021) menekankan pentingnya
membangun budaya integritas di sekolah sebagai
langkah preventif utama.

2. Sistem Pelaporan yang Transparan

a. Diperlukan mekanisme pelaporan (whistleblowing
system) yang aman dan bebas dari intimidasi, baik
bagi siswa maupun orang tua yang ingin
menyampaikan keluhan.

b. Menurut Pennington et al. (2024), keterbukaan
komunikasi antara guru, orang tua, dan
masyarakat menjadi kunci dalam menjaga
akuntabilitas sekolah.

3. Investigasi dan Penilaian oleh Dewan Etik Sekolah
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a. Kasus pelanggaran etika harus ditangani oleh tim
khusus atau dewan etik sekolah untuk memastikan
objektivitas.

b. Proses investigasi mencakup pengumpulan bukti,
wawancara, dan analisis sesuai dengan standar
prosedur.

Pemberian Sanksi yang Proporsional

a. Sanksi dapat berupa teguran, pembinaan,
penundaan kenaikan pangkat, mutasi, hingga
pemecatan, bergantung pada tingkat pelanggaran.

b. Menurut Noddings (2013), sanksi harus dipadukan
dengan pendekatan pembinaan agar tetap sejalan
dengan nilai pendidikan yang humanis.

Pemulihan dan Rehabilitasi

a. Selain memberi sanksi, sekolah perlu menyediakan
mekanisme pemulihan, misalnya konseling bagi
siswa korban, pembinaan etika bagi guru, serta
mediasi antara pihak terkait.

b. Hal ini untuk memulihkan kembali iklim sekolah
yang sehat dan kepercayaan publik terhadap
institusi pendidikan (Bryk & Schneider, 2002).

Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

a. Mekanisme penanganan tidak boleh berhenti
setelah kasus ditutup. Diperlukan evaluasi
berkelanjutan untuk mencegah terulangnya
pelanggaran.

b. Evaluasi ini dapat berupa survei kepuasan siswa
dan orang tua, audit internal, serta pelaporan
publik tentang komitmen etika sekolah.

Mekanisme penanganan pelanggaran etika dalam

pendidikan harus mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan
pemulihan. Dengan adanya sistem yang transparan, adil, dan
berorientasi pada pembinaan, sekolah dapat menjaga kepercayaan
siswa, orang tua, dan masyarakat. Pada akhirnya, penanganan
etika yang baik bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga
memperkuat posisi pendidikan sebagai ruang pembentukan
karakter dan moralitas.
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D. Sanksi dan Rehabilitasi dalam Kasus Pelanggaran

Profesi guru bukan hanya berkaitan dengan penguasaan
materi pembelajaran, tetapi juga dengan integritas moral dan etika
yang melekat pada setiap tindakan. Guru dipandang sebagai
teladan oleh siswa, orang tua, dan masyarakat, sehingga
pelanggaran etika yang dilakukan dapat berdampak luas pada
reputasi individu maupun institusi pendidikan. Menurut
Retnawati et al. (2017), pelanggaran etika guru mencakup berbagai
bentuk, mulai dari diskriminasi, penyalahgunaan kewenangan,
manipulasi penilaian, hingga kekerasan verbal maupun fisik. Oleh
karena itu, mekanisme penanganannya tidak cukup hanya berupa
teguran, tetapi perlu dilengkapi dengan sistem sanksi yang tegas
dan mekanisme rehabilitasi yang mendidik.

Sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera, menjaga
keadilan, serta memastikan bahwa standar etika profesi tetap
terpelihara. Namun, dalam konteks pendidikan, sanksi tidak boleh
hanya bersifat menghukum; harus ada pula ruang untuk
pembinaan dan pemulihan agar guru yang bersangkutan dapat
memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif. Hal ini
sejalan dengan pandangan Noddings (2013) yang menekankan
bahwa pendidikan selalu berorientasi pada perbaikan moral,
sehingga setiap penanganan pelanggaran tetap perlu
mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan peluang rehabilitasi.

Bentuk-Bentuk Sanksi yang bisa terapkan dalam
menanggapi suatu kasus pelanggaran:
1. Sanksi Administratif
a. Teguran lisan atau tertulis.
b. Penundaan kenaikan gaji atau pangkat.
c. Penempatan kembali atau mutasi ke posisi lain.
(Kemdikbudristek, 2020)
2. Sanksi Disiplin
a. Skorsing sementara dari tugas mengajar.
b. Pengurangan tanggung jawab akademik.
c. Pencabutan hak tertentu, seperti hak mengikuti
pelatihan profesional.
3. Sanksi Hukum
a. Untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik,
pelecehan seksual, atau korupsi dana sekolah, guru
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dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan
perundang-undangan (UNESCO, 2021).

Mekanisme Rehabilitasi yang perlu dicermati adalah
sebagai berikut :
1. Pembinaan Etika Profesi
a. Guru diberi pelatihan lanjutan terkait kode etik,
komunikasi, dan pedagogi yang beretika.
b. Program mentoring oleh guru senior atau kepala
sekolah.
2. Konseling Psikologis
a. Bagi guru yang melakukan pelanggaran akibat
tekanan emosional atau stres kerja, konseling
menjadi sarana pemulihan.
3. Restorative Approach
a. Pendekatan rekonsiliasi yang mempertemukan
guru, siswa, dan orang tua untuk membangun
kembali kepercayaan (Bryk & Schneider, 2002).
4. Monitoring Pasca-Rehabilitasi
a. Guru yang menjalani rehabilitasi perlu dievaluasi
secara berkala untuk memastikan perubahan
perilaku berjalan konsisten.

Sanksi dan rehabilitasi merupakan dua sisi yang saling
melengkapi dalam penanganan pelanggaran etika guru. Sanksi
menjamin adanya keadilan dan penegakan standar, sementara
rehabilitasi memastikan peluang perbaikan diri tetap terbuka.
Dengan kombinasi keduanya, sekolah tidak hanya menegakkan
aturan tetapi juga menjaga nilai kemanusiaan, sehingga
pendidikan tetap menjadi ruang pembentukan karakter dan
moralitas yang luhur.

. Pentingnya Edukasi Etika Sejak Pendidikan Guru

Guru adalah figur sentral dalam proses pendidikan, tidak
hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai
teladan moral dan sosial bagi peserta didik. Oleh karena itu,
pembentukan profesionalisme guru tidak cukup hanya berfokus
pada kompetensi akademik dan pedagogik, tetapi juga harus
mencakup aspek etika dan moral. Penelitian menunjukkan bahwa

sebagian besar pelanggaran etika guru muncul karena kurangnya
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pemahaman dan internalisasi nilai-nilai etika sejak masa
pendidikan calon guru (Retnawati et al., 2017).

Edukasi etika sejak masa pendidikan guru menjadi sangat
penting karena pada tahap inilah identitas profesional dan
komitmen moral seorang pendidik mulai terbentuk. Menurut
Noddings (2013), pendidikan guru harus memuat aspek caring
atau kepedulian, yang menekankan pentingnya hubungan moral
antara guru dan murid. Dengan demikian, etika bukanlah materi
tambahan, melainkan bagian inti dari kurikulum pendidikan guru.
Selain itu, UNESCO (2021) menekankan bahwa pembangunan
sistem pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada
integritas tenaga pendidiknya. Maka, pendidikan etika yang kuat
sejak awal akan mencegah munculnya praktik diskriminatif,
penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan di ruang kelas.

Pentingnya Edukasi Etika Sejak Pendidikan Guru
1. Membentuk Kesadaran Moral dan Profesionalisme

a. Pendidikan etika membantu calon guru memahami
kode etik profesi, prinsip keadilan, dan tanggung
jawab sosial.

b. Halini sejalan dengan pandangan Bryk & Schneider
(2002) bahwa kepercayaan dalam dunia pendidikan
dibangun melalui konsistensi, keterbukaan, dan
integritas guru.

2. Mencegah Pelanggaran Etika di Masa Depan

a. Guru yang telah mendapatkan pembekalan etika
sejak awal cenderung lebih siap menghadapi dilema
moral dalam praktik mengajar.

b. Penelitian Retnawati et al. (2017) menunjukkan
bahwa salah satu penyebab utama masalah etika
adalah minimnya pembekalan praktis dalam
penilaian dan interaksi sosial.

3. Membangun Iklim Pendidikan yang Humanis

a. Pendidikan etika menekankan pada empati,
kepedulian, dan penghargaan terhadap
keberagaman siswa.

b. Menurut Noddings (2013), sikap caring adalah inti
dari etika pendidikan, yang mendorong guru untuk
memperlakukan siswa sebagai individu yang

bermartabat.
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4. Menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial

a. Guru tidak hanya bertanggung jawab kepada siswa,
tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat.

b. Pennington et al. (2024) menegaskan bahwa
hubungan sehat antara guru dan orang tua sangat
dipengaruhi oleh sikap etis guru dalam komunikasi
dan pengambilan keputusan.

Edukasi etika sejak masa pendidikan guru merupakan
investasi jangka panjang bagi kualitas pendidikan. Guru yang
beretika akan lebih mampu membangun kepercayaan,
menciptakan lingkungan belajar yang adil dan humanis, serta
menjaga martabat profesinya. Dengan demikian, pendidikan etika
harus dijadikan pilar utama dalam kurikulum pendidikan guru
agar mampu mencetak pendidik yang tidak hanya cerdas secara
akademis, tetapi juga berintegritas dan berkarakter mulia.
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BAB 9
ETIKA DALAM ERA DIGITAL DAN
TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan
besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk
dalam bidang pendidikan. Era digital telah melahirkan paradigma
baru dalam penyampaian ilmu pengetahuan melalui media daring,
e-learning, pembelajaran berbasis aplikasi, serta interaksi sosial
akademik yang lebih luas (Paling, dkk., 2024). Namun, kemajuan
ini tidak terlepas dari problematika etis yang menyertainya.
Pertanyaan tentang bagaimana teknologi digunakan secara bijak,
bagaimana nilai moral tetap terjaga, dan bagaimana karakter
peserta didik dibangun dalam lingkungan digital, menjadi isu
sentral yang harus direspons serius oleh para pendidik.

Dalam konteks pendidikan agama Islam, etika memiliki
posisi yang sangat penting. Islam menekankan keseimbangan
antara perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan moralitas.
Oleh karena itu, pembahasan etika dalam era digital tidak sekadar
menyoroti sisi teknis penggunaan teknologi, tetapi lebih jauh
menekankan tanggung jawab moral, nilai-nilai kemanusiaan, serta
prinsip-prinsip islami yang harus mengiringi pemanfaatan
teknologi pendidikan.

Era digital menawarkan peluang yang besar bagi dunia
pendidikan. Dengan adanya Learning Management System (LMS),
Massive Open Online Courses (MOOCs), aplikasi pendidikan
berbasis Al, serta media sosial, proses belajar mengajar menjadi
lebih fleksibel, terbuka, dan efisien. Peserta didik dapat mengakses
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pengetahuan kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas oleh
ruang kelas konvensional.

Namun, seiring dengan peluang tersebut, terdapat tantangan
besar yang berkaitan dengan etika, antara lain: 1) Plagiarisme dan
kejujuran akademik, Kemudahan akses informasi di internet
sering kali membuat peserta didik tergoda untuk menyalin karya
orang lain tanpa mencantumkan sumber. Fenomena ini menggerus
nilai kejujuran dan merusak integritas akademik. 2) Privasi dan
keamanan data, Dalam pembelajaran daring, data pribadi peserta
didik maupun pendidik tersimpan dalam platform digital. Tanpa
etika penggunaan data, informasi tersebut bisa disalahgunakan
untuk kepentingan komersial maupun tindakan kejahatan siber.
3) Distraksi digital, Gadget yang digunakan untuk belajar sering
kali juga menjadi sumber gangguan, seperti media sosial, game,
dan konten hiburan. Hal ini menimbulkan dilema etis terkait
disiplin diri dan pengendalian nafsu. 4) Dehumanisasi Pendidikan,
Ketika interaksi manusia digantikan oleh mesin atau aplikasi,
risiko berkurangnya nilai kemanusiaan dalam pendidikan menjadi
nyata. Hubungan emosional antara guru dan murid bisa melemah,
padahal hubungan tersebut sangat penting dalam pembentukan
karakter. 5) Hoaks dan misinformasi, Era digital penuh dengan
banjir informasi (Rensiyana, dkk., 2025). Tanpa etika literasi
digital, peserta didik mudah terjerumus pada informasi yang salah
atau menyesatkan, yang dapat berpengaruh pada pola pikir, sikap,
bahkan akhlak mereka.

Dalam perspektif Islam, etika digital dapat dirumuskan dari
prinsip-prinsip dasar ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang
menekankan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas
manusia. Beberapa prinsip penting yang relevan adalah: 1)
Kejujuran (al-shidq), Islam menekankan pentingnya kejujuran
dalam perkataan dan perbuatan. Dalam era digital, kejujuran
harus diterapkan dalam karya akademik, berbagi informasi, dan
interaksi daring. 2) Amanah (trustworthiness), Segala bentuk data,
informasi, maupun tugas yang diakses secara digital harus
diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Amanah menjadi
fondasi etika digital, terutama dalam melindungi privasi dan hak
cipta. 3) Tabayyun (verifikasi informasi), Al-Qur’an (QS. Al-Hujurat:
ayat 6) menegaskan agar setiap berita yang datang harus
diverifikasi. Prinsip ini sangat relevan dalam mengatasi maraknya
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hoaks dan misinformasi di era digital. 4) ‘Adalah (keadilan)
Pemanfaatan teknologi harus didasarkan pada prinsip keadilan,
tidak menzalimi orang lain, tidak melakukan diskriminasi, dan
tidak menyalahgunakan fasilitas digital untuk kepentingan
sepihak. 5) Ihsan (berbuat baik), Etika digital juga harus diwarnai
dengan sikap ihsan, yakni menggunakan teknologi untuk
kebaikan, memberikan manfaat bagi orang lain, serta menjauhi
konten yang merusak moral.

Ketika teknologi digunakan dalam konteks pendidikan,
penerapan etika menjadi semakin mendesak. Pendidikan tidak
hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga
membentuk kepribadian dan karakter peserta didik.

Teknologi hanyalah alat, sedangkan nilai etis adalah penentu
arah penggunaannya. Oleh karena itu, pendidikan di era digital
harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai moral dan
spiritual. Dalam hal ini, peran pendidikan agama Islam sangat
strategis untuk menanamkan kesadaran bahwa teknologi adalah
amanah yang harus dipergunakan demi kemaslahatan umat.

Etika dalam era digital dan teknologi pendidikan merupakan
isu yang sangat penting dan mendesak. Tanpa etika, teknologi
dapat menjerumuskan peserta didik pada perilaku negatif,
melemahkan karakter, dan merusak integritas akademik.
Sebaliknya, dengan etika, teknologi menjadi sarana untuk
meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses ilmu
pengetahuan, serta memperkuat karakter generasi muda.

Islam dengan prinsip-prinsip etisnya menawarkan panduan
universal yang dapat dijadikan fondasi dalam mengarahkan
perkembangan teknologi pendidikan. Dengan demikian, sinergi
antara etika, teknologi, dan pendidikan akan mampu melahirkan
generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga
berakhlak mulia, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan
global di era digital.

A. Tantangan Etika dalam Penggunaan Media Sosial oleh Guru
Media  sosial merupakan salah satu  produk
perkembangan teknologi digital yang paling berpengaruh dalam
kehidupan manusia modern. Kehadiran platform seperti
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, hingga YouTube telah
mengubah pola komunikasi, cara menyampaikan informasi,

134



Dr. H. Supandi, M.Pd.I

hingga gaya hidup masyarakat. Dunia pendidikan tidak terlepas
dari fenomena ini. Guru, yang menjadi figur sentral dalam
proses pendidikan, juga aktif menggunakan media sosial baik
untuk kepentingan pribadi maupun profesinya.

Namun, kehadiran media sosial tidak selalu membawa
dampak positif. Di balik manfaatnya dalam memperluas akses
komunikasi dan pembelajaran, terdapat tantangan etis yang
perlu dihadapi. Guru bukan hanya seorang individu, tetapi juga
teladan (role model) yang harus menjaga sikap, ucapan, dan
perilaku, termasuk dalam ruang virtual (Adib, 2024). Dengan
kata lain, penggunaan media sosial oleh guru harus dilandasi
etika yang kuat agar tidak merusak integritas pribadi,
kredibilitas profesi, maupun nilai-nilai pendidikan itu sendiri.

Sebelum membahas tantangan etis, penting untuk
memahami bagaimana media sosial berperan bagi guru. Secara
garis besar, media sosial dapat dimanfaatkan guru dalam tiga
ranah: 1) Sarana komunikasi dan interaksi, Media sosial
memungkinkan guru untuk berinteraksi dengan sesama
pendidik, siswa, orang tua, maupun masyarakat luas. Diskusi
akademik, berbagi informasi pembelajaran, hingga membangun
jaringan profesional dapat dilakukan dengan cepat. 2) Media
pembelajaran, Guru dapat menggunakan media sosial untuk
berbagi materi, video pembelajaran, infografis, maupun link
artikel ilmiah yang relevan. Hal ini memperluas ruang belajar
yang sebelumnya terbatas hanya di kelas. 3) Sarana
pengembangan diri, Melalui media sosial, guru dapat
mengakses forum akademik, seminar daring, komunitas guru,
dan konten inspiratif yang mendukung peningkatan
kompetensi.

Guru memiliki dua identitas, sebagai pribadi dan sebagai
pendidik. Di media sosial, batas ini sering kali kabur. Unggahan
yang Dbersifat pribadi, seperti komentar politik yang
kontroversial atau foto yang kurang pantas, dapat
menimbulkan persepsi negatif terhadap profesinya. Masyarakat
menuntut guru untuk selalu menjaga citra, baik di dunia nyata
maupun dunia maya.

Guru dituntut untuk menyampaikan informasi yang
benar. Namun, di media sosial beredar banyak hoaks dan
informasi tidak valid. Jika guru terlibat dalam penyebaran
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informasi palsu, hal ini bukan hanya merusak reputasi

pribadinya, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat

terhadap dunia pendidikan.

Banyak guru yang membagikan foto kegiatan belajar,
nilai, atau komentar tentang siswa di media sosial. Jika
dilakukan tanpa izin, hal ini melanggar etika privasi dan dapat
menimbulkan masalah hukum maupun psikologis bagi siswa.

Guru sebagai teladan harus berhati-hati dalam memilih
kata. Penggunaan bahasa kasar, sarkasme, atau komentar
merendahkan terhadap pihak tertentu, baik sesama guru,
siswa, atau masyarakat, mencederai etika komunikasi
(Syahiddin, 2023).

Fenomena “guru influencer” mulai muncul di berbagai
platform. Meskipun tidak salah jika guru berusaha
mengembangkan usaha digital, ada risiko ketika hal tersebut
lebih mendominasi dibanding fungsi utamanya sebagai
pendidik. Jika media sosial lebih difokuskan untuk mencari
keuntungan pribadi, maka orientasi pendidikan bisa terganggu.

Tidak semua guru memiliki kemampuan literasi digital
yang memadai. Ada yang tidak memahami etika penggunaan
hak cipta, asal menggunakan gambar/video tanpa izin, atau
kurang memperhatikan keamanan digital. Hal ini menimbulkan
tantangan baru terkait profesionalisme di ruang digital.

Media sosial kerap digunakan untuk membangun
pencitraan yang tidak sesuai kenyataan. Guru yang terlalu
fokus pada pencitraan virtual dapat terjebak dalam perilaku
tidak otentik, yang pada akhirnya bertentangan dengan nilai
kejujuran sebagai pilar etika.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru perlu
berpegang pada prinsip etika yang selaras dengan nilai-nilai
pendidikan dan agama. Dalam perspektif Islam, hal ini sangat
relevan karena Islam menekankan adab dalam setiap aspek
kehidupan, termasuk interaksi di ruang digital. Beberapa
prinsip penting antara lain:

1. Kejujuran dan integritas, Guru harus memastikan setiap
informasi yang dibagikan valid, dapat
dipertanggungjawabkan, dan tidak menyesatkan.

2. Amanah dan tanggung jawab, Data pribadi siswa, kolega,
maupun lembaga harus dijaga kerahasiaannya. Guru tidak
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boleh sembarangan mempublikasikan sesuatu yang bisa
merugikan orang lain.

3. Kesantunan  berkomunikasi, Rasulullah saw telah
mencontohkan etika berbicara yang penuh hikmah. Guru
perlu menjaga tutur kata, memilih diksi yang tepat, dan
menghindari perdebatan yang sia-sia di ruang digital.

4. Profesionalisme, Media sosial sebaiknya digunakan sebagai
sarana mendukung peran guru, bukan sebaliknya.
Profesionalisme juga berarti mampu menyeimbangkan
antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesi.

S. Tabayyun (klarifikasi), Sebelum membagikan berita atau
informasi, guru wajib memverifikasi kebenarannya. Prinsip
ini selaras dengan QS. Al-Hujurat ayat 6 yang menekankan
pentlngnya klarifikasi. Sebagalmana bunyi ayat berikut:

iy B3 Tl o \y:msmduues;uu\ i3l um\L@_.u
u.:.’c.;.a(’:.ﬂi.ﬂ\..e‘;s\
Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu
kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan
kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Ali, 2015).

6. Keteladanan (uswah hasanah), Guru harus menjadikan

media sosial sebagai wadah untuk menebar kebaikan,
inspirasi, dan motivasi, bukan untuk memicu konflik atau
menebar kebencian.

Untuk menghadapi tantangan etis dalam penggunaan
media sosial, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Pelatihan literasi digital berbasis etika, Guru perlu

mendapatkan pelatihan tentang literasi digital, keamanan
siber, dan etika media sosial agar mampu menggunakan
platform dengan bijak.

2. Penyusunan kode etik penggunaan media sosial, Lembaga
pendidikan maupun organisasi profesi guru dapat membuat
pedoman khusus tentang bagaimana guru berinteraksi di
media sosial.

3. Integrasi dalam kurikulum PAI dan karakter, Materi etika
digital dapat dimasukkan dalam pendidikan agama Islam
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untuk membekali guru dan siswa agar memiliki kesadaran
moral di ruang maya.

4. Keteladanan dari pimpinan Lembaga, Kepala sekolah dan
dosen senior harus menjadi teladan dalam menggunakan
media sosial secara bijak.

5. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, Etika media
sosial guru tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial
(Fahrimal, 2018). Oleh karena itu, kolaborasi dengan orang
tua dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan budaya
digital yang sehat.

Penggunaan media sosial oleh guru merupakan
keniscayaan di era digital. Di satu sisi, media sosial membuka
peluang besar untuk pengembangan = pembelajaran,
komunikasi, dan pengembangan diri. Namun, di sisi lain,
tantangan etika menjadi sangat nyata dan mendesak. Guru
sebagai pendidik sekaligus teladan moral dituntut untuk
menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam
setiap aktivitas digitalnya.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika Islam, serta
mengembangkan strategi literasi digital yang bijak, guru dapat
mengubah media sosial dari potensi ancaman menjadi peluang
emas dalam memperkuat kualitas pendidikan dan membentuk
generasi yang cerdas sekaligus berakhlak mulia.

. Privasi Digital dan Hak Siswa dalam Pembelajaran Online
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
mengubah wajah pendidikan secara signifikan (Nashihin, dkk.,

2020). Salah satu transformasi terbesar adalah munculnya

pembelajaran online (e-learning), terutama setelah pandemi

COVID-19 yang memaksa lembaga pendidikan di seluruh dunia

untuk beradaptasi dengan sistem daring. Pembelajaran online

memberikan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta
peluang kolaborasi lintas batas.

Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat
problematika penting yang sering diabaikan:

1. Privasi digital dan hak siswa, Isu privasi digital menjadi
krusial karena = pembelajaran online memerlukan
penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data pribadi siswa
melalui berbagai platform digital. Informasi seperti identitas,
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alamat email, nilai, rekaman suara, bahkan wajah siswa
sering terekam dalam sistem digital. Tanpa pengelolaan etis
dan hukum yang tepat, data tersebut berpotensi
disalahgunakan untuk kepentingan komersial, kriminal,
maupun manipulasi politik. Sebagai pendidik, termasuk
guru Pendidikan Agama Islam, memahami dan menjaga
privasi digital serta hak siswa adalah bentuk implementasi
nilai moral, etika profesional, dan tanggung jawab hukum.

Oleh karena itu, topik ini perlu mendapat perhatian serius

sebagai bagian dari pendidikan bermartabat di era digital.

. Konsep Privasi Digital, Privasi digital mengacu pada hak

individu untuk mengontrol informasi pribadinya yang

dihasilkan, disimpan, atau disebarkan melalui media digital.

Dalam konteks pembelajaran online.

. Hak Siswa dalam Pembelajaran Online, Dalam konteks

pendidikan, hak siswa yang terkait dengan privasi digital

dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Hak atas perlindungan data pribadi, Siswa berhak agar
data pribadinya tidak disalahgunakan oleh pihak sekolah,
guru, maupun penyedia platform digital.

b) Hak atas keamanan informasi, Sistem pembelajaran
online harus menjamin keamanan data siswa dari
ancaman peretasan, kebocoran, maupun pencurian
identitas.

c) Hak untuk tahu (right to be informed), Siswa dan orang tua
berhak tahu bagaimana data mereka dikumpulkan,
digunakan, dan disimpan oleh institusi pendidikan
maupun penyedia aplikasi.

d) Hak untuk memilih (consent), Setiap penggunaan data
siswa, seperti publikasi foto atau video kegiatan belajar,
harus melalui persetujuan siswa dan/atau orang tuanya.

e) Hak untuk menghapus (right to be forgotten), Siswa
berhak meminta penghapusan data mereka jika sudah
tidak relevan atau setelah mereka keluar dari institusi
pendidikan.

f) Hak atas lingkungan belajar yang aman, Privasi digital
berkaitan erat dengan rasa aman siswa dalam
berinteraksi di ruang online. Pelecehan, perundungan
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(cyberbullying), atau intimidasi merupakan pelanggaran

terhadap hak ini.

Privasi digital dan hak siswa dalam pembelajaran online
adalah isu mendasar di era digital. Data pribadi siswa
merupakan aset yang harus dijaga dengan penuh tanggung
jawab, karena menyangkut martabat, keamanan, dan hak asasi
mereka (Huda, dkk., 2024). Guru, sekolah, orang tua, dan
pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan
perlindungan privasi siswa, baik melalui literasi digital, regulasi
yang jelas, maupun pengawasan yang ketat.

Dalam perspektif Islam, menjaga privasi digital siswa
sejalan dengan prinsip menjaga amanah, kehormatan, dan hak
anak. Oleh karena itu, membangun kesadaran etis dan hukum
tentang privasi digital harus menjadi bagian integral dari
pendidikan di era digital. Dengan demikian, pembelajaran
online tidak hanya mencetak generasi yang cerdas intelektual,
tetapi juga terlindungi hak-hak dasarnya sebagai manusia.

. Plagiarisme, Hak Cipta, dan Integritas Akademik

Dalam dunia akademik, tiga isu fundamental yang
senantiasa menjadi perhatian adalah plagiarisme, hak cipta,
dan integritas akademik. Ketiganya merupakan fondasi etis dan
legal yang menopang keberlangsungan tradisi keilmuan, baik
dalam penelitian, pembelajaran, maupun publikasi. Di era
digital saat ini, tantangan semakin besar. Kemudahan akses
terhadap berbagai sumber melalui internet di satu sisi
membuka peluang perluasan wawasan, namun di sisi lain
meningkatkan risiko penyalahgunaan karya ilmiah, mulai dari
praktik plagiarisme, pelanggaran hak cipta, hingga degradasi
nilai integritas akademik.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), persoalan
ini menjadi semakin penting karena PAI bukan hanya berfokus
pada aspek pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga
membangun moralitas, etika, dan akhlak mulia. Guru dan
mahasiswa yang bergerak dalam bidang ini dituntut tidak hanya
cakap secara intelektual, tetapi juga konsisten menjunjung nilai
kejujuran dan tanggung jawab.

Plagiarisme dapat dipahami sebagai tindakan mengambil
ide, gagasan, data, atau tulisan orang lain dan mengakuinya
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sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan yang

memadai (Indriati, 2016). Secara sederhana, plagiarisme adalah

bentuk pencurian intelektual.

Beberapa bentuk plagiarisme yang sering terjadi dalam
dunia akademik meliputi:

1. Plagiarisme langsung, menyalin teks dari sumber tanpa
menyebutkan asal-usulnya.

2. Plagiarisme mosaic, menyusun kembali kalimat dari
beberapa sumber tanpa pengakuan yang jelas.

3. Plagiarisme ide, mengambil gagasan orang lain lalu
dipublikasikan seolah-olah hasil pemikiran pribadi.

4. Plagiarisme otoplagiarisme, menggunakan kembali karya
sendiri yang telah dipublikasikan tanpa mencantumkan
bahwa karya itu pernah diterbitkan sebelumnya.

Dampak plagiarisme tidak hanya merugikan individu yang
dicuri karyanya, tetapi juga mencederai kredibilitas institusi
pendidikan. Universitas atau sekolah yang kerap terjerat isu
plagiarisme dapat kehilangan reputasi akademiknya. Dalam
skala pribadi, seorang mahasiswa atau dosen yang terbukti
melakukan plagiarisme akan dipandang tidak memiliki
integritas, bahkan bisa dijatuhi sanksi akademik maupun
hukum.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan
kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, atau
memberi izin penggunaan karyanya oleh pihak lain, dengan
tetap memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Di
Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Cipta, 2014).

Dalam konteks akademik, hak cipta tidak hanya berlaku
bagi penulis buku atau artikel ilmiah, tetapi juga mencakup
bahan ajar, karya tulis mahasiswa, hasil penelitian, bahkan
konten digital seperti video pembelajaran dan modul online.

Pelanggaran hak cipta bukan sekadar persoalan etika,
tetapi juga menyangkut aspek hukum. Guru maupun
mahasiswa yang dengan sengaja memperbanyak atau
mendistribusikan karya orang lain tanpa izin dapat dikenai
sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga hak cipta
bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban legal.
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Namun demikian, terdapat ruang yang memungkinkan
penggunaan karya orang lain secara sah, yakni melalui lisensi,
perjanjian, atau ketentuan “fair use” (penggunaan wajar) untuk
tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik. Meski begitu, prinsip
dasar tetap harus dijunjung: pengakuan kepada penulis asli
adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan.

Integritas akademik merupakan komitmen terhadap nilai
kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberanian dalam
seluruh aktivitas ilmiah. Integritas ini tidak hanya sebatas
menghindari plagiarisme, tetapi juga mencakup sikap
transparansi dalam penelitian, kejujuran dalam penyusunan
data, serta keadilan dalam memberikan kredit kepada rekan
penulis atau peneliti.

Bagi guru dan mahasiswa PAI, integritas akademik
memiliki makna yang lebih dalam. Nilai kejujuran merupakan
bagian dari ajaran agama yang wajib diinternalisasikan dalam
setiap aspek kehidupan.

Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. menegaskan:
ot 1R BT 0 e 15 Ol & 030 156 ¥
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188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)

dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]:
188). (Ahmadi, 2015)

Ayat ini tidak hanya mengingatkan untuk menjauhi
pencurian harta, tetapi juga dapat ditafsirkan sebagai larangan
untuk mengambil hak intelektual orang lain secara tidak sah.
Dengan demikian, menjaga integritas akademik adalah bagian
dari menjalankan amanah keilmuan sekaligus ibadah.

Era digital memberikan tantangan tersendiri terhadap isu
plagiarisme, hak cipta, dan integritas akademik. Akses yang
sangat mudah terhadap jurnal, artikel, dan karya ilmiah melalui
internet dapat mendorong sebagian orang tergoda untuk
melakukan praktik curang.

Dalam pendidikan Islam, keilmuan dipandang sebagai
amanah. Ulama klasik maupun kontemporer selalu
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menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Plagiarisme adalah
bentuk pelanggaran adab, sebab mencerminkan
ketidakjujuran. Begitu pula hak cipta, yang dalam perspektif
Islam dapat dipahami sebagai bagian dari hifz al-mal
(perlindungan harta) dalam kerangka Magqasid al-Syari‘ah.

Dengan demikian, menjaga integritas akademik bukan
sekadar kewajiban duniawi, melainkan juga bagian dari
pengamalan nilai-nilai syariat Islam. Guru, dosen, maupun
mahasiswa PAI harus menjadi teladan dalam hal ini, sehingga
keilmuan yang dihasilkan bukan hanya sahih secara
metodologis, tetapi juga berkah dan bermanfaat bagi umat.

Plagiarisme, hak cipta, dan integritas akademik
merupakan tiga isu yang saling terkait dan tidak dapat
dipisahkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam
Pendidikan Agama Islam. Tantangan di era digital memang
semakin kompleks, tetapi justru di sinilah letak ujian
sesungguhnya bagi sivitas akademika: sejauh mana mereka
mampu menjaga kejujuran, menghormati hak orang lain, dan
menjunjung tinggi martabat keilmuan.

Melalui penguatan literasi akademik, penegakan regulasi,
integrasi nilai agama, serta pemanfaatan teknologi, diharapkan
lahir budaya akademik yang sehat dan berintegritas. Sebab,
tanpa integritas, ilmu akan kehilangan makna. Dan tanpa
penghargaan terhadap hak cipta, dunia akademik akan
kehilangan kredibilitasnya.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa
plagiarisme bukan sekadar pelanggaran akademik, melainkan
juga pelanggaran moral dan spiritual. Hak cipta adalah hak
yang wajib dihormati, dan integritas akademik adalah ruh dari
seluruh aktivitas ilmiah yang harus dijaga oleh siapa pun yang
berkomitmen pada dunia pendidikan.

. Etika dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi
Perkembangan teknologi digital telah —membawa
perubahan mendasar dalam dunia pendidikan. Dari ruang kelas
tradisional yang serba manual, kini pembelajaran banyak
bertransformasi ke arah e-learning, blended learning, hingga
virtual classroom yang memanfaatkan berbagai platform digital.
Transformasi ini tentu memberikan banyak kemudahan, akses
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materi yang luas, interaksi tanpa batas geografis, hingga

efisiensi waktu dan biaya. Namun, kemajuan tersebut juga

menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal etika
pembelajaran.

Etika dalam pembelajaran berbasis teknologi menjadi
penting karena kemudahan akses sering kali diiringi oleh
potensi penyalahgunaan, seperti plagiarisme, manipulasi data,
cyberbullying, hingga hilangnya nilai moral dalam interaksi
virtual. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI),
pembahasan mengenai etika menjadi semakin relevan, sebab
PAI tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga
transformasi nilai dan akhlak mulia.

Etika dalam pendidikan dapat dipahami sebagai
seperangkat norma, prinsip, dan nilai moral yang harus
dijunjung tinggi oleh pendidik maupun peserta didik dalam
seluruh proses pembelajaran (Dewi, dkk., 2023). Dalam tradisi
Islam, etika sangat erat kaitannya dengan konsep adab, yaitu
tata krama, moral, dan sikap yang sesuai dengan tuntunan
agama. Imam al-Ghazali, misalnya, menekankan pentingnya
adab sebelum ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan
teknologi dalam pembelajaran tidak boleh lepas dari nilai etis
yang membimbing perilaku pendidik maupun peserta didik.

Pembelajaran  berbasis teknologi mengacu pada
penggunaan perangkat digital seperti komputer, smartphone,
internet, aplikasi pembelajaran, hingga kecerdasan buatan (Al)
dalam mendukung proses belajar-mengajar. Transformasi ini
meliputi:

1. E-learning, penggunaan platform digital (Moodle, Google
Classroom, Edmodo) untuk mengakses materi, tugas, dan
ujian.

2. Blended learning, kombinasi pembelajaran tatap muka
dengan online.

3. Virtual classroom, kelas interaktif melalui aplikasi video
conference seperti Zoom atau Microsoft Teams.

4. Mobile learning, pembelajaran berbasis perangkat seluler
yang memungkinkan belajar di mana saja.

S. Al dan big data dalam Pendidikan, analisis data belajar siswa
untuk personalisasi pembelajaran.
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Teknologi membuka ruang luas bagi praktik plagiarisme,
kecurangan dalam ujian online, dan penggunaan aplikasi untuk
mengakali tugas. Guru perlu menanamkan budaya kejujuran,
bukan hanya mengandalkan software deteksi plagiarisme.

Setiap interaksi digital meninggalkan jejak data. Informasi
pribadi siswa, hasil belajar, hingga rekaman diskusi harus
dijaga kerahasiaannya. Melanggar privasi data bukan hanya
persoalan hukum, tetapi juga etika (Natsir, 2023).

Tidak semua siswa memiliki fasilitas teknologi yang
memadai. Ada kesenjangan digital (digital divide) yang
berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembelajaran.
Etis bagi pendidik untuk merancang metode yang inklusif,
memperhatikan mereka yang terbatas aksesnya.

Dalam ruang virtual, sering kali siswa merasa bebas
berkomentar tanpa mempertimbangkan etika komunikasi.
Cyberbullying dan ujaran kebencian bisa muncul. Guru perlu
menjadi teladan dan moderator yang menjaga agar komunikasi
tetap santun.

Kecenderungan siswa maupun guru yang terlalu
bergantung pada teknologi dapat mengurangi kreativitas,
berpikir kritis, dan interaksi sosial langsung. Etika menuntut
adanya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan
pembinaan karakter.

Berbagi materi pembelajaran digital harus
memperhatikan hak cipta. Menggunakan gambar, artikel, atau
video tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber merupakan
pelanggaran etika dan hukum. Dalam Islam, etika pembelajaran
berbasis teknologi dapat dipandu oleh prinsip-prinsip syariat
yang relevan dengan konteks digital, antara lain:

1. Sidq (Kejujuran), Siswa dilarang menipu dalam ujian online
atau mengklaim karya orang lain. Hal ini selaras dengan
sabda Nabi Muhammad saw: “Barang siapa yang menipu,
maka ia bukan golongan kami” (HR. Muslim).

2. Amanah (Tanggung Jawab), Data yang diperoleh melalui
platform digital adalah amanah yang tidak boleh
disalahgunakan.

3. ‘Adl (Keadilan), Guru harus berlaku adil dalam memberikan
kesempatan belajar, meski kondisi teknologi siswa berbeda-
beda.
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4. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal), Termasuk menjaga agar teknologi
digunakan wuntuk hal-hal bermanfaat, bukan sekadar
hiburan yang melalaikan.

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta), Hak cipta dan karya intelektual
termasuk bagian dari harta yang harus dijaga.

Dengan demikian, etika pembelajaran berbasis teknologi
tidak hanya dipandang dari aspek sekuler, tetapi juga harus
diperkaya dengan nilai-nilai agama agar memiliki kekuatan
spiritual.

Etika dalam pembelajaran berbasis teknologi bukan
sekadar aturan tambahan, melainkan fondasi utama agar
transformasi digital tidak kehilangan ruh pendidikan yang
sejati. Teknologi adalah sarana, sementara tujuan utama
pendidikan adalah membentuk manusia berilmu, berakhlak,
dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, teknologi
harus menjadi wasilah yang mendukung terwujudnya insan
kamil manusia paripurna yang tidak hanya cerdas intelektual,
tetapi juga mulia akhlaknya. Dengan menegakkan etika, kita
memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menjauhkan kita
dari nilai-nilai moral dan spiritual, melainkan justru
memperkuat kualitas keilmuan dan kemanusiaan dalam dunia
pendidikan.

. Peran Guru dalam Mendidik Literasi Digital yang Etis

Era digital menghadirkan peluang dan tantangan baru
dalam dunia pendidikan. Akses informasi kini menjadi begitu
luas, cepat, dan mudah melalui media digital. Peserta didik
sejak usia dini telah bersentuhan dengan internet, gawai, media
sosial, hingga kecerdasan buatan. Kondisi ini menghadirkan
tantangan besar, sebab tidak semua peserta didik memiliki
keterampilan literasi digital yang memadai. Lebih jauh lagi,
tanpa bimbingan etis, penggunaan teknologi digital justru dapat
menjerumuskan pada perilaku negatif: plagiarisme, penyebaran
hoaks, cyberbullying, hingga konsumsi konten yang tidak
sesuai dengan nilai moral dan agama.

Di sinilah peran guru menjadi sangat vital. Guru tidak
hanya bertugas mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga
menjadi pembimbing moral, teladan, sekaligus fasilitator dalam
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membentuk generasi melek digital yang beretika. Dalam

konteks Pendidikan Agama Islam, hal ini selaras dengan misi

membentuk insan kamil, yakni manusia berilmu, berakhlak,
dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus digitalisasi.

Literasi digital tidak sekadar kemampuan teknis
menggunakan perangkat digital, melainkan keterampilan kritis
dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan
memproduksi informasi secara bijak (Ikhlas & Suyanta, 2024)
UNESCO merumuskan literasi digital sebagai “kemampuan
menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan
untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi,
dan menciptakan informasi secara aman dan etis.”

Jika ditambah aspek etika, literasi digital menekankan
pada penggunaan teknologi yang bertanggung jawab,
menghormati hak orang lain, menjaga privasi, menjunjung nilai
kejujuran, serta mematuhi hukum dan norma sosial. Dengan
demikian, literasi digital yang etis adalah keterampilan yang
menggabungkan kecakapan teknologi dengan kesadaran moral.

Mengapa peserta didik perlu dibekali literasi digital yang
etis? Ada beberapa alasan penting:

1. Mencegah perilaku menyimpang, Anak muda yang tidak
memiliki pemahaman etis mudah terjerumus dalam praktik
plagiarisme, ujaran kebencian, atau penyalahgunaan media
sosial.

2. Membangun daya kritis, Literasi digital yang etis mendorong
peserta didik untuk tidak mudah percaya pada hoaks,
propaganda, atau konten provokatif.

3. Melindungi privasi dan keamanan, Peserta didik harus
memahami pentingnya menjaga data pribadi serta
menghargai privasi orang lain.

4. Menginternalisasi nilai agama dan moral, Etika digital
selaras dengan prinsip Islam seperti kejujuran (sidq),
tanggung jawab (amanah), keadilan (‘adl], dan menjaga
kehormatan diri (‘iffah).

5. Mempersiapkan generasi produktif, Literasi digital yang etis
membimbing peserta didik untuk menggunakan teknologi
sebagai sarana belajar, berkarya, dan berkontribusi positif
bagi masyarakat.
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Peran Guru dalam Mendidik Literasi Digital yang Etis,

diantaranya adalah: (Febriani, dkk., 2025)

1.

Sebagai Teladan (Role Model), Guru adalah figur sentral yang
perilakunya dicontoh siswa. Dalam dunia digital, guru harus
menunjukkan keteladanan melalui cara berinteraksi di
media sosial, penggunaan bahasa yang santun, sikap kritis
terhadap informasi, dan penghormatan pada hak cipta. Jika
guru konsisten bersikap etis, siswa akan menirunya.

. Sebagai Pendidik Nilai (Value Educator), Literasi digital bukan

hanya soal teknis, tetapi juga nilai. Guru perlu
mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam setiap
pembelajaran, misalnya: pentingnya kejujuran dalam
mengutip sumber, larangan menyebarkan berita palsu, serta
adab berkomunikasi dalam ruang virtual.

. Sebagai Fasilitator Literasi Digital, Guru berperan

memperkenalkan berbagai sumber belajar digital, sekaligus
membimbing siswa bagaimana mengaksesnya secara aman.
Misalnya, mengenalkan portal jurnal ilmiah, aplikasi
perpustakaan digital, atau platform pembelajaran daring
yang kredibel.

. Sebagai Pengawas dan Pembimbing, Guru juga berfungsi

sebagai pengawas terhadap penggunaan teknologi oleh
siswa. Hal ini tidak berarti represif, melainkan memberikan
bimbingan agar siswa menggunakan teknologi dengan
proporsional. Contohnya: mengingatkan siswa agar tidak
membuka media sosial saat jam pelajaran daring.

. Sebagai Inovator, Guru perlu berinovasi memanfaatkan

teknologi untuk membangun pengalaman belajar yang etis.
Misalnya, menggunakan learning management system (LMS)
yang aman, mengembangkan proyek digital berbasis
kolaborasi, serta menekankan pentingnya orisinalitas karya.

. Sebagai Penanam Kesadaran Keagamaan, dalam PAI, literasi

digital yang etis harus dihubungkan dengan nilai-nilai

agama. Guru dapat mengaitkan etika digital dengan ayat Al-

Qur’an, dan hadis Nabi tentang larangan berbohong.
Strategi Guru dalam Membimbing Literasi Digital yang

Etis diantaranya adalah:

1.

Integrasi dalam Kurikulum, Guru dapat memasukkan tema
literasi digital etis dalam mata pelajaran, baik secara
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langsung (materi khusus) maupun tidak langsung (integrasi
nilai).

. Metode Pembelajaran Kontekstual, Guru perlu

menghadirkan studi kasus nyata, seperti berita hoaks atau
kasus cyberbullying, lalu mengajak siswa menganalisis dari
perspektif etika.

. Pemanfaatan Teknologi yang Tepat, Menggunakan aplikasi

pendeteksi plagiarisme, forum diskusi online, atau proyek
kolaboratif digital yang menumbuhkan sikap kritis dan etis.

. Pembiasaan dan Refleksi, Guru bisa mengajak siswa

membiasakan sikap etis di ruang digital, lalu
merefleksikannya. Misalnya, tugas refleksi mingguan tentang
bagaimana mereka menjaga etika digital.

. Kolaborasi dengan Orang Tua, Literasi digital tidak hanya

menjadi tanggung jawab sekolah. Guru perlu bekerja sama
dengan orang tua agar siswa mendapat pengawasan dan
bimbingan yang konsisten di rumah.

Walaupun peran guru sangat penting, ada sejumlah

tantangan yang dihadapi:

1.

Kesenjangan literasi digital, Tidak semua guru menguasai
teknologi digital dengan baik.

. Keterbatasan fasilitas, Tidak semua siswa memiliki

perangkat atau akses internet memadai.

. Arus informasi tanpa batas, Guru sulit memantau seluruh

aktivitas digital siswa.

. Budaya digital negative, Banyak siswa lebih terpengaruh oleh

konten populer yang tidak sesuai dengan nilai etis.
Dalam Islam, mendidik literasi digital yang etis adalah

bagian dari tarbiyah akhlak. Guru PAI khususnya, memiliki
tanggung jawab menanamkan adab digital:

1.
2.
3.

4.

Menjaga lisan dan tulisan dalam ruang maya.
Menghormati hak orang lain, termasuk hak cipta.
Menjauhi ghibah, fitnah, dan ujaran kebencian di media
sosial.
Menggunakan teknologi untuk menebar kebaikan dan ilmu
yang bermanfaat.

Hal ini sejalan dengan prinsip maqgdsid al-syari‘ah,

khususnya hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-ird (menjaga
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kehormatan), dan hifz al-mal (menjaga hak kekayaan, termasuk
hak cipta).

Peran guru dalam mendidik literasi digital yang etis
adalah kunci untuk membentuk generasi cerdas digital
sekaligus berkarakter mulia (Arbi & Amrullah, 2024). Guru
bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan, pembimbing nilai,
dan fasilitator pembelajaran digital yang sehat. Melalui integrasi
nilai etika dan agama, siswa tidak hanya menjadi pengguna
teknologi yang mabhir, tetapi juga pribadi yang bertanggung
jawab, jujur, kritis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, literasi digital yang etis bukan sekadar
keterampilan abad 21, melainkan kebutuhan mendasar untuk
menjaga martabat pendidikan, menegakkan integritas, serta
mempersiapkan generasi masa depan yang mampu menghadapi
era digital dengan akhlak mulia.
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BAB 10
INTERNALISASI ETIKA PROFESI
DALAM PENDIDIKAN GURU

Profesi guru merupakan profesi yang tidak hanya menuntut
penguasaan kompetensi akademik dan pedagogik, tetapi juga
integritas moral serta etika profesi. Guru berperan sebagai teladan,
pembimbing, dan pendidik yang memiliki tanggung jawab besar
terhadap perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu,
pendidikan guru tidak dapat dilepaskan dari proses internalisasi
etika profesi sebagai fondasi moral dan spiritual dalam
menjalankan peran pendidik.

Etika profesi guru dalam konteks pendidikan Islam semakin
penting di era modern ini (Habibah, dkk., 2025). Perkembangan
teknologi, arus globalisasi, serta tantangan moralitas yang
semakin kompleks menuntut guru untuk mampu menampilkan
kepribadian yang berakhlak mulia dan memegang teguh nilai-nilai
profesionalitas. Internalisasi etika profesi bukan sekadar proses
kognitif, tetapi juga melibatkan dimensi afektif dan spiritual yang
harus ditanamkan sejak tahap pendidikan guru hingga praktik
profesi di lapangan.

Etika profesi guru dapat dipahami sebagai seperangkat
norma, prinsip, dan nilai moral yang menjadi pedoman bagi guru
dalam melaksanakan tugasnya. Etika ini mencakup sikap
tanggung jawab, kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap
martabat manusia, serta dedikasi terhadap profesi. Dalam Islam,
etika profesi guru sangat erat kaitannya dengan konsep akhlak al-
karimah dan nilai-nilai maqasid al-syari‘ah, yang menekankan
pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Guru bukan hanya penyampai ilmu (mu‘allim), tetapi juga
murabbi, yakni pendidik yang menanamkan nilai-nilai etis, serta
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muaddib, yang membentuk adab dan akhlak peserta didik. Ketiga
peran ini menunjukkan bahwa etika profesi guru memiliki dimensi
yang luas dan menyatu dengan kepribadian guru itu sendiri.

Internalisasi etika profesi dalam pendidikan guru memiliki
urgensi yang sangat besar. Pertama, guru adalah figur publik yang
setiap tindakannya berpotensi menjadi teladan bagi peserta didik
dan masyarakat. Tanpa etika profesi yang kuat, guru akan
kehilangan wibawa dan kredibilitasnya.

Kedua, internalisasi etika profesi memastikan bahwa guru
tidak hanya mengajar untuk kepentingan materi atau formalitas,
tetapi juga karena panggilan moral dan spiritual. Hal ini penting
dalam menghindarkan profesi guru dari komersialisasi semata.

Ketiga, etika profesi yang terinternalisasi dapat memperkuat
karakter guru dalam menghadapi dilema etis di era digital.
Misalnya, bagaimana guru menjaga privasi siswa dalam
pembelajaran daring, menghindari plagiarisme dalam karya ilmiah,
serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

A. Peran LPTK dalam Pembentukan Etika Profesi

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
memegang peranan sentral dalam menyiapkan calon guru yang
tidak hanya kompeten dalam aspek akademik dan pedagogik,
tetapi juga berintegritas tinggi dalam memegang teguh etika
profesi. Guru adalah figur teladan dan agen perubahan sosial
yang setiap tindakannya memiliki dampak langsung terhadap
perkembangan karakter peserta didik dan moralitas
masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan etika profesi sejak
dini, terutama di bangku LPTK, merupakan aspek fundamental
yang tidak bisa diabaikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, etika profesi guru
memiliki makna yang lebih luas karena berhubungan erat
dengan akhlak, adab, dan tanggung jawab spiritual di hadapan
Allah swt. Guru bukan sekadar penyampai ilmu (mu‘allim),
tetapi juga murabbi dan muaddib, yang dituntut untuk
mendidik, membimbing, dan membentuk kepribadian peserta
didik. Maka, LPTK sebagai kawah candradimuka calon guru
harus memastikan proses internalisasi etika profesi
berlangsung secara menyeluruh, berkesinambungan, dan
berbasis nilai-nilai luhur.
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Etika profesi guru adalah seperangkat prinsip moral dan
standar perilaku yang menjadi pedoman dalam menjalankan
tugas kependidikan (Octavia, 2020). Etika ini mencakup
integritas, tanggung jawab, keadilan, kejujuran, kepedulian,
penghormatan terhadap martabat peserta didik, serta dedikasi
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter
bangsa.

Dalam perspektif Islam, etika profesi guru dapat
disejajarkan dengan akhlak mulia (al-akhlaqg al-karimah), yang
bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, serta tradisi intelektual
Islam klasik. Guru dipandang sebagai waratsat al-anbiya’
(pewaris para nabi), yang harus mencerminkan keteladanan,
amanah, dan tanggung jawab besar dalam membentuk generasi
berilmu dan berakhlak.

Peran Strategis LPTK dalam Membentuk Etika Profesi,
LPTK bukan hanya tempat menggembleng kemampuan
akademik calon guru, tetapi juga institusi strategis yang
berfungsi menanamkan nilai-nilai etis dan moralitas profesi.
Beberapa peran strategis LPTK dalam pembentukan etika
profesi antara lain:

1. Integrasi Etika Profesi dalam Kurikulum, Kurikulum
pendidikan guru di LPTK harus dirancang secara integratif
dengan menggabungkan kompetensi akademik, pedagogik,
sosial, kepribadian, dan etika profesi. Mata kuliah seperti
filsafat pendidikan, etika profesi keguruan, pendidikan
karakter, dan pendidikan agama dapat dijadikan pilar utama
dalam menginternalisasikan nilai-nilai etis. Selain itu, setiap
mata kuliah wajib memuat dimensi etis dalam
pembelajarannya.  Misalnya, mata kuliah evaluasi
pembelajaran harus menekankan kejujuran akademik,
sedangkan mata kuliah teknologi pendidikan harus
mengajarkan tanggung jawab etis dalam penggunaan
teknologi digital.

2. Penanaman Nilai Melalui Keteladanan Dosen, Dosen di LPTK
adalah figur utama dalam membentuk etika profesi calon
guru. Perilaku dosen yang jujur, adil, disiplin, dan peduli
terhadap mahasiswa akan menjadi model nyata bagi
mahasiswa. Keteladanan lebih efektif dibandingkan sekadar
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teori, sebagaimana prinsip uswah hasanah dalam Islam yang
menekankan pendidikan melalui teladan.

3. Pengalaman Praktis dan Pembiasaan, Program Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) atau magang di sekolah harus
dirancang tidak hanya sebagai ajang melatih keterampilan
mengajar, tetapi juga sebagai sarana internalisasi etika
profesi. Calon guru dibimbing agar mampu bersikap adil
dalam penilaian, menjaga hubungan profesional dengan
siswa, menghargai keragaman, serta menampilkan akhlak
terpuji dalam interaksi sosial.

4. Penguatan Kode Etik Guru, LPTK perlu mensosialisasikan
kode etik guru sejak awal pendidikan. Kode etik bukan
sekadar dokumen formal organisasi profesi seperti PGRI,
tetapi harus menjadi pedoman praktis yang dihayati oleh
calon guru. Diskusi kasus etis, analisis dilema moral, dan
refleksi  kritis terhadap praktik pendidikan dapat
memperkuat kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya
etika profesi.

S. Integrasi Spiritualitas dan Nilai Keislaman, Dalam konteks
pendidikan agama Islam, LPTK dapat memperkuat
pembentukan etika profesi melalui penanaman nilai
spiritualitas Islam. Nilai keikhlasan, amanah, keadilan, dan
kasih sayang perlu diinternalisasikan dalam kehidupan
akademik mahasiswa. Kegiatan keagamaan, kajian Al-
Qur’an, mentoring spiritual, dan pembiasaan ibadah dapat
mendukung tercapainya tujuan ini.

6. Pengembangan Budaya Akademik yang Etis, Budaya
akademik di lingkungan LPTK juga sangat mempengaruhi
pembentukan etika profesi. Budaya kejujuran akademik,
penghargaan terhadap karya orang lain, keterbukaan dalam
berdiskusi, dan kepedulian sosial perlu ditanamkan melalui
kegiatan kampus, organisasi mahasiswa, hingga penelitian
ilmiah.

Meski peran LPTK sangat penting, LPTK menghadapi
sejumlah tantangan dalam membentuk etika profesi calon guru:
1. Pengaruh Globalisasi dan Digitalisasi, Akses bebas terhadap

teknologi digital dapat menggeser nilai-nilai etis, seperti
meningkatnya kasus plagiarisme, penyalahgunaan media
sosial, dan penurunan budaya literasi kritis.
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2. Kesenjangan antara Teori dan Praktik, Sering kali mahasiswa
menerima pembelajaran tentang etika profesi secara teoritis,
tetapi tidak mengalami pembiasaan nyata dalam kehidupan
akademik maupun praktik lapangan.

3. Kurangnya Teladan Nyata, Tidak semua dosen atau praktisi
pendidikan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan etika
profesi. Hal ini berpotensi melemahkan proses internalisasi
nilai pada mahasiswa.

4. Orientasi Materialistik dalam Profesi Guru, Masih ada
sebagian calon guru yang memandang profesi ini hanya
sebagai sarana mencari nafkah, bukan sebagai amanah dan
pengabdian. Paradigma ini perlu diubah agar guru
menyadari nilai spiritual dan sosial dari profesinya.

Dalam perspektif pendidikan Islam, LPTK memiliki
kontribusi penting dalam membentuk guru sebagai pendidik
sekaligus teladan moral. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-
Qur’an, seperti kejujuran (sidg), amanah, adil, sabar, dan kasih
sayang, harus menjadi fondasi dalam kurikulum dan budaya
kampus (Mahda & Muhajarah 2025)

Konsep guru sebagai murabbi, mu‘allim, dan muaddib
harus ditanamkan sejak mahasiswa masih dalam tahap
persiapan. Dengan demikian, mereka tidak hanya menguasai
keterampilan mengajar, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual
dan moral bahwa tugas guru adalah ibadah dan pengabdian.

Keberhasilan LPTK dalam membentuk etika profesi guru
akan memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan. 1)
Guru Berkualitas dan Berintegritas, Guru tidak hanya cakap
mengajar, tetapi juga memiliki integritas moral dan menjadi
teladan. 2) Pendidikan Karakter yang Efektif, Peserta didik akan
lebih mudah menyerap nilai-nilai moral jika melihatnya secara
nyata dari guru. 3) Profesionalisme Guru yang Diakui, Guru
dengan etika profesi yang kuat akan meningkatkan citra profesi
guru di mata masyarakat. 4) Membangun Generasi Berkarakter,
Guru sebagai role model akan melahirkan generasi yang tidak
hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan siap menghadapi
tantangan zaman.

Peran LPTK dalam pembentukan etika profesi sangatlah
vital. LPTK tidak boleh hanya berfungsi sebagai institusi
akademik yang melatih keterampilan teknis mengajar, tetapi

155



Dr. H. Supandi, M.Pd.I

juga sebagai pusat internalisasi nilai-nilai moral, spiritual, dan
profesionalitas guru. Dengan integrasi etika dalam kurikulum,
keteladanan dosen, pembiasaan praktis, penguatan kode etik,
serta pengembangan budaya akademik yang etis, LPTK dapat
melahirkan guru yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak
mulia.

Dalam perspektif pendidikan Islam, upaya ini sejalan
dengan misi profetik guru sebagai waratsat al-anbiyd’, pewaris
para nabi, yang tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga
menanamkan akhlak mulia. Dengan demikian, keberadaan
LPTK menjadi kunci strategis dalam membangun masa depan
pendidikan yang lebih bermartabat, humanis, dan berorientasi
pada nilai-nilai luhur.

. Strategi Pembelajaran Etika dalam Kurikulum Pendidikan
Guru

Profesi guru tidak hanya berhubungan dengan
keterampilan mengajar dan penguasaan materi pelajaran, tetapi
juga berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan etika.
Guru dipandang sebagai figur teladan (role model) yang memiliki
pengaruh besar terhadap perkembangan karakter peserta didik
(Palunga & Marzuki, 2017). Oleh karena itu, kurikulum
pendidikan guru harus memberi perhatian khusus pada aspek
pembelajaran etika, agar calon guru memiliki integritas,
kejujuran, tanggung jawab, serta kepekaan sosial dan spiritual.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI),
pembelajaran etika memiliki akar yang kuat dalam konsep
akhlaq al-karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi
Muhammad sendiri menegaskan bahwa misi utama diutusnya
beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini berarti
strategi pembelajaran etika dalam kurikulum pendidikan guru
bukan hanya dimaksudkan wuntuk memenuhi tuntutan
profesionalisme, tetapi juga sebagai wujud implementasi nilai-
nilai keislaman yang holistik.

Secara normatif, pembelajaran etika dalam pendidikan
guru berlandaskan pada: 1) Al-Qur'an dan Hadis, yang
menekankan akhlak mulia sebagai inti pendidikan. 2) Undang-
Undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) yang
menegaskan pentingnya kompetensi kepribadian dan sosial
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sebagai bagian dari profesionalisme guru. 3) Kode Etik Guru

Indonesia yang dirumuskan oleh organisasi profesi (PGRI), yang

menjadi pedoman perilaku guru (Maryanto, dkk., 2022).

Secara filosofis, pembelajaran etika dalam kurikulum
pendidikan guru bertujuan membangun integritas keilmuan
yang berpadu dengan moralitas, sehingga calon guru tidak
hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembentuk peradaban.

Strategi Pembelajaran Etika dalam Kurikulum Pendidikan
Guru agar nilai etika benar-benar terinternalisasi dalam diri
calon guru, strategi pembelajarannya harus bersifat holistik,
kontekstual, dan aplikatif. Berikut beberapa strategi yang dapat
diterapkan:

1. Integrasi Etika dalam Kurikulum, Etika tidak seharusnya
dipandang sebagai mata kuliah terpisah, tetapi
diintegrasikan ke dalam seluruh mata kuliah. Misalnya,
dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ditekankan etika
keadilan dalam penilaian, dalam teknologi pendidikan
ditekankan etika penggunaan media digital secara
bertanggung jawab, dan dalam metodologi penelitian
ditekankan etika kejujuran akademik.

2. Pembelajaran Berbasis Keteladanan (Uswah Hasanah), Etika
tidak cukup diajarkan melalui teori, tetapi harus
dicontohkan. Dosen di LPTK berperan sebagai figur teladan
yang menunjukkan sikap disiplin, jujur, santun, dan
bertanggung jawab. Prinsip uswah hasanah inilah yang
paling efektif menanamkan nilai etika dalam diri calon guru.

3. Pendekatan Reflektif dan Dialogis, Pembelajaran etika dapat
dilakukan melalui diskusi, studi kasus, atau role play yang
melibatkan mahasiswa untuk menganalisis dilema moral
yang sering terjadi dalam dunia pendidikan. Misalnya, kasus
plagiarisme, diskriminasi siswa, atau penyalahgunaan media
sosial. Dengan refleksi kritis, mahasiswa belajar bagaimana
menerapkan nilai etika dalam situasi nyata.

4. Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning),
Program magang atau Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
dapat dijadikan sarana pembelajaran etika. Mahasiswa calon
guru belajar bagaimana bersikap adil dalam menilai,
menjaga rahasia siswa, menghindari konflik kepentingan,
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dan membangun hubungan profesional dengan warga
sekolah.

. Integrasi Nilai Keislaman dalam Aktivitas Akademik, dalam

pendidikan guru berbasis Islam, kegiatan keagamaan seperti
halagah, mentoring, kajian kitab klasik, atau refleksi
spiritual dapat memperkuat pembentukan etika. Nilai ikhlas,
amanah, sabar, dan adil dapat ditanamkan melalui
pengalaman spiritual yang konsisten.

. Pemanfaatan Teknologi Digital dengan Pendekatan Etis, Era

digital menuntut guru tidak hanya melek teknologi, tetapi
juga etis dalam penggunaannya. LPTK harus menekankan
literasi digital etis: bagaimana menggunakan media sosial
untuk tujuan edukatif, bagaimana melindungi data pribadi
siswa, dan bagaimana menghindari plagiarisme digital.

. Kolaborasi dengan Sekolah dan Komunitas, Etika tidak bisa

dibentuk hanya dalam ruang kelas. Oleh karena itu, LPTK
perlu berkolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan
organisasi profesi guru untuk memberikan pengalaman
nyata kepada mahasiswa dalam menghadapi dinamika etika
di dunia pendidikan.

Meski strategi-strategi di atas menjanjikan, implementasi

pembelajaran etika dalam kurikulum pendidikan guru tidak
terlepas dari tantangan:

1.

2.

Formalisme kurikulum, Etika sering kali hanya diajarkan
secara kognitif tanpa pengalaman praktis yang nyata.
Kurangnya keteladanan, Tidak semua dosen atau praktisi
pendidikan memberikan teladan etis yang konsisten.

. Pengaruh lingkungan eksternal, Globalisasi dan budaya

digital yang permisif sering kali bertentangan dengan nilai-
nilai etika yang diajarkan.

. Minimnya penilaian etika, Aspek etika sering kali tidak

masuk dalam sistem penilaian akademik, sehingga
mahasiswa kurang terdorong untuk menumbuhkannya
secara serius.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan

beberapa inovasi, antara lain:

1.

Menyusun indikator penilaian etika dalam setiap mata
kuliah, sehingga nilai etis menjadi bagian dari capaian
pembelajaran.
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2. Membangun budaya akademik yang etis melalui kegiatan
organisasi mahasiswa, penelitian, maupun layanan
masyarakat.

3. Memperkuat peran dosen sebagai mentor etika, bukan hanya
pengajar.

4. Menghadirkan model best practices dari guru-guru inspiratif
yang sukses mempraktikkan etika profesi dalam dunia
nyata.

Implikasi bagi Pendidikan Islam, khususnya bagi
pendidikan agama Islam, pembelajaran etika dalam kurikulum
pendidikan guru sejalan dengan misi Islam sebagai agama
rahmatan lil-‘alamin. Etika guru yang berakar pada nilai-nilai
Islam akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara
intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Dengan
demikian, strategi pembelajaran etika di LPTK dan fakultas
keguruan akan memperkokoh peran guru sebagai pewaris para
nabi (waratsat al-anbiya’) (Warits, dkk., 2023).

Pembelajaran etika dalam kurikulum pendidikan guru
merupakan kebutuhan fundamental yang tidak bisa diabaikan.
Guru yang cerdas tanpa etika akan kehilangan kepercayaan
publik, sementara guru yang beretika meski sederhana dalam
keilmuan akan tetap dihormati dan dicintai. Oleh karena itu,
strategi pembelajaran etika harus diintegrasikan dalam
kurikulum secara holistik, melalui integrasi nilai dalam mata
kuliah, keteladanan, refleksi kritis, pengalaman lapangan, serta
penguatan nilai keislaman.

Dengan strategi yang tepat, LPTK akan mampu
melahirkan guru yang tidak hanya profesional dalam
keterampilan mengajar, tetapi juga menjadi figur teladan yang
berintegritas dan berakhlak mulia. Guru seperti inilah yang
diharapkan mampu membangun peradaban bangsa yang
bermartabat dan berdaya saing global, dengan tetap berpijak
pada nilai-nilai etika dan moralitas Islam.

. Praktikum dan Pengalaman Lapangan sebagai Sarana
Penanaman Etika

Pendidikan guru bukan sekadar transfer pengetahuan
teoritis mengenai pedagogi, kurikulum, atau strategi
pembelajaran, melainkan juga  proses pembentukan
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kepribadian dan etika profesional. Dalam konteks Pendidikan
Agama Islam (PAI), hal ini semakin urgen karena guru tidak
hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai
teladan moral dan spiritual bagi peserta didik. Salah satu
instrumen strategis dalam membentuk integritas dan etika
calon guru adalah melalui praktikum dan pengalaman
lapangan.

Praktikum tidak hanya bermakna latihan teknis dalam
mengajar, tetapi juga wahana penginternalisasian nilai-nilai
etika profesi. Sedangkan pengalaman lapangan seperti Program
Pengalaman Lapangan (PPL) atau Praktik Profesi Guru (PPG)
memberikan kesempatan nyata bagi mahasiswa calon guru
untuk menghadapi tantangan di lapangan, berinteraksi dengan
peserta didik, guru pamong, dan masyarakat sekolah. Dari
sinilah etika profesi guru diuji sekaligus ditanamkan dalam
realitas pendidikan.

Praktikum mengajar di kampus biasanya diawali dengan
micro teaching. Pada tahap ini, mahasiswa berlatih mengajar di
hadapan teman sebayanya dengan bimbingan dosen. Meskipun
berada pada lingkungan simulatif, praktikum mengajarkan
etika penting seperti:

1. Etika komunikasi, bagaimana berbicara dengan santun,
jelas, dan menghargai audiens.

2. Etika professional, mempersiapkan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), menggunakan waktu secara efektif, dan
mematuhi prosedur akademik.

3. Etika reflektif, menerima kritik dari dosen maupun teman
sejawat, lalu melakukan perbaikan diri dengan rendah hati.

Dengan demikian, praktikum merupakan “laboratorium
etika” (Hidana, dkk., 2020) sebelum calon guru benar-benar
terjun di kelas nyata. Mereka tidak hanya berlatih mengajar,
tetapi juga belajar disiplin, tanggung jawab, serta sikap
menghargai aturan dan orang lain.

Pengalaman lapangan (PPL/PPG) memiliki posisi strategis
dalam pendidikan calon guru. Pada tahap ini, mahasiswa tidak
lagi menghadapi audiens simulatif, tetapi peserta didik yang
sesungguhnya. Realitas di lapangan seringkali berbeda dari
teori. Misalnya, guru harus menghadapi siswa dengan latar
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belakang sosial beragam, menghadapi kendala sarana

prasarana, atau menyesuaikan diri dengan budaya sekolah.

Di sinilah etika profesi diuji dan ditanamkan. Seorang
calon guru belajar:

1. Etika interaksi dengan peserta didik, yaitu bersikap adil,
tidak diskriminatif, penuh kasih sayang, serta menjaga
kerahasiaan data pribadi siswa.

2. Etika hubungan dengan sejawat dan kepala sekolah, seperti
menghormati senioritas, terbuka dalam kolaborasi, serta
menghindari konflik yang tidak perlu.

3. Etika menghadapi orang tua dan masyarakat, yakni mampu
berkomunikasi dengan sopan, menjelaskan perkembangan
anak tanpa merendahkan, dan menjadi teladan dalam
perilaku sosial.

Dengan kata lain, pengalaman lapangan adalah “arena
gladi etika” di mana calon guru belajar mengintegrasikan nilai
moral, profesional, dan sosial.

Pentingnya Penanaman Etika Melalui Praktikum dan PPL,
Penanaman etika dalam pendidikan guru memiliki beberapa
urgensi seperti Mencegah Degradasi Moral Profesi Guru
Kasus pelanggaran etika oleh pendidik seperti kekerasan verbal,
pelecehan, atau diskriminasi, menunjukkan pentingnya
internalisasi etika sejak dini. Praktikum dan PPL menjadi
benteng awal agar calon guru terbiasa bersikap profesional.
Kemudian Menumbuhkan Sense of Responsibility Guru tidak
hanya bertanggung jawab terhadap penyampaian materi, tetapi
juga terhadap perkembangan moral siswa. Praktikum dan PPL
mengajarkan mahasiswa bahwa setiap kata, sikap, dan
keputusan mereka dapat memengaruhi pembentukan karakter
peserta didik.

Mewujudkan Guru sebagai Role Model, dalam tradisi
Islam, guru disebut murabbi, yaitu orang yang mendidik dengan
teladan. Praktikum dan PPL melatih calon guru untuk menjaga
integritas pribadi agar layak menjadi panutan moral.

Strategi Penanaman Etika dalam Praktikum dan PPL, agar
praktikum dan pengalaman lapangan benar-benar menjadi
sarana penanaman etika, diperlukan strategi yang terencana,
antara lain adalah Pembekalan Etika Profesi Sebelum Praktik
Sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan, LPTK perlu
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memberikan workshop khusus tentang kode etik guru, prinsip
etika Islami, serta simulasi kasus pelanggaran etika. Hal ini
penting agar mahasiswa siap menghadapi dilema etis yang
mungkin muncul.

Pendampingan oleh Guru Pamong dan Dosen
Pembimbing, Mahasiswa calon guru perlu mendapat bimbingan
intensif. Guru pamong tidak hanya menilai aspek teknis
mengajar, tetapi juga sikap etis mahasiswa dalam berinteraksi
dengan siswa dan komunitas sekolah.

Refleksi Etis Setelah Praktik, Setiap sesi praktikum
maupun setelah PPL, mahasiswa perlu melakukan refleksi: apa
nilai etis yang berhasil diterapkan, apa dilema yang dihadapi,
dan bagaimana strategi mengatasinya. Refleksi ini dapat
dituangkan dalam jurnal atau laporan akhir.

Integrasi Etika dalam Penilaian, Penilaian praktikum dan
PPL sebaiknya tidak hanya fokus pada kemampuan akademik,
tetapi juga dimensi etika, seperti disiplin, sikap profesional, dan
kemampuan menjaga kerahasiaan informasi siswa.

Penguatan melalui Spiritualitas Islam, Etika profesional
guru dalam konteks PAI tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai
Islam. Ayat Al-Qur’an, hadis Nabi, serta teladan ulama dapat
dijadikan landasan moral bagi mahasiswa untuk menegakkan
integritas dalam profesinya.

Tantangan Penanaman Etika di Lapangan, Meski penting,
penanaman etika melalui praktikum dan pengalaman lapangan
tidak lepas dari tantangan, antara lain adalah Kurangnya
kesadaran mahasiswa, sebagian masih menganggap PPL
sekadar formalitas untuk lulus (Julhadi, 2021). Keterbatasan
guru pamong, tidak semua guru mampu menjadi teladan etika
yang baik. Budaya sekolah yang beragam, ada sekolah dengan
kultur disiplin tinggi, ada pula yang longgar dalam etika.
Mahasiswa harus mampu menyesuaikan tanpa kehilangan
prinsip moral. Pengaruh digitalisasi, etika baru terkait
penggunaan teknologi, media sosial, dan privasi siswa seringkali
belum dibekalkan secara memadai.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktikum
dan pengalaman lapangan bukan hanya instrumen teknis
dalam membekali mahasiswa calon guru, tetapi juga wahana
strategis untuk menanamkan etika profesi. Oleh karena itu,
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LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) perlu menata
ulang kurikulum dan sistem pembinaan agar praktik etika
menjadi bagian integral, bukan sekadar pelengkap.

Penguatan etika dalam pendidikan guru akan
menghasilkan tenaga pendidik yang tidak hanya kompeten
secara akademik, tetapi juga berintegritas, berkarakter Islami,
dan mampu menjadi role model bagi generasi mendatang.

Praktikum dan pengalaman lapangan merupakan dua
instrumen penting dalam membentuk etika calon guru. Melalui
keduanya, mahasiswa calon pendidik belajar menginternalisasi
nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan moralitas Islami.
Guru yang lahir dari proses ini diharapkan mampu mengemban
amanah mulia: tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga
membimbing dan menanamkan akhlak mulia kepada peserta
didik.

Dengan demikian, jika praktikum dan pengalaman
lapangan dijalankan dengan pembinaan etika yang kuat, maka
akan lahir guru-guru yang berkompeten sekaligus beretika,
sesuai dengan visi pendidikan Islam: mencetak insan kamil yang
seimbang antara ilmu dan amal, intelektualitas dan moralitas.

. Refleksi Diri dan Pembinaan Etika Profesi Berkelanjutan

Profesi guru, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama
Islam (PAI), tidak hanya menuntut kompetensi akademik dan
keterampilan pedagogik, tetapi juga menuntut integritas moral
dan etika profesional yang tinggi. Guru bukan sekadar
penyampai ilmu, tetapi juga teladan (uswah hasanah) yang
tingkah laku, tutur kata, dan keputusan moralnya menjadi
rujukan bagi peserta didik. Dalam konteks ini, refleksi diri dan
pembinaan etika profesi berkelanjutan menjadi pilar penting
dalam menjaga kualitas pribadi dan profesionalitas seorang
pendidik.

Refleksi diri adalah proses evaluasi internal terhadap
sikap, perilaku, dan kinerja, yang kemudian dijadikan landasan
untuk melakukan perbaikan (AS, 2015). Sedangkan pembinaan
etika profesi berkelanjutan adalah usaha sistematis untuk
menjaga, mengembangkan, dan memperkuat standar etika
dalam praktik profesional guru secara terus-menerus.
Keduanya saling melengkapi dan diperlukan agar guru
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senantiasa relevan dengan tantangan zaman sekaligus teguh
pada prinsip moral keislaman.

Refleksi diri bukan sekadar introspeksi, melainkan
sebuah proses kesadaran kritis yang melibatkan dimensi
kognitif, afektif, dan spiritual. Dalam tradisi Islam, refleksi diri
dikenal dengan muhasabah, yaitu evaluasi pribadi yang
dianjurkan Rasulullah saw: “Hisablah dirimu sebelum kamu
dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang untukmu.”
(HR. Tirmidzi).

Dalam konteks profesi guru, refleksi diri mencakup
beberapa aspek penting seperti Refleksi spiritual, mengevaluasi
niat mengajar, apakah benar-benar untuk ibadah dan mencari
ridha Allah, atau hanya sebatas kewajiban formal.

Refleksi pedagogis, menilai sejauh mana metode, strategi,
dan pendekatan yang digunakan benar-benar efektif dalam
membentuk karakter siswa.

Refleksi etis, menimbang kembali sikap, ucapan, dan
tindakan terhadap siswa, rekan sejawat, maupun orang tua
murid, apakah sesuai dengan prinsip keadilan, kasih sayang,
dan tanggung jawab profesional.

Refleksi sosial, menilai peran guru sebagai agen
perubahan sosial, apakah sudah menjadi teladan yang memberi
dampak positif bagi masyarakat.

Refleksi diri secara rutin membantu guru menjaga
keseimbangan antara kompetensi akademik dan integritas
moral. Guru yang merefleksikan diri tidak mudah terjebak pada
rutinitas kering, tetapi selalu menemukan makna baru dalam
tugasnya.

Etika profesi tidak cukup hanya diajarkan pada tahap
awal pendidikan guru. Realitas menunjukkan bahwa dalam
perjalanan karier, seorang pendidik akan menghadapi dilema
moral, tekanan institusional, perkembangan teknologi, serta
perubahan sosial budaya yang kompleks. Oleh karena itu,
pembinaan etika harus bersifat berkelanjutan (continuous
professional ethics development).

Ada beberapa alasan mengapa pembinaan etika profesi
perlu dilakukan secara berkesinambungan:

1. Tantangan Zaman yang Dinamis, Perubahan teknologi
digital, misalnya, menimbulkan isu etis baru: privasi siswa,
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plagiarisme, atau penyalahgunaan media sosial. Tanpa
pembinaan yang terus-menerus, guru berisiko melanggar
etika tanpa disadari.

2. Menghadapi Dilema Etis, Guru sering berhadapan dengan
dilema etis, misalnya antara menegakkan disiplin dengan
mempertahankan empati kepada siswa, atau antara loyalitas
kepada aturan sekolah dengan kepentingan terbaik siswa.
Pembinaan etika berkelanjutan memberikan bekal untuk
mengambil keputusan moral yang bijak.

3. Menjaga Marwah Profesi Guru, Guru adalah panutan. Jika
guru melanggar etika, maka wibawa profesi akan runtuh.
Pembinaan etika berkelanjutan memastikan bahwa guru
tetap menjaga kehormatan profesinya di tengah tantangan
modernitas.

4. Kebutuhan Spiritualitas dalam Profesi, Profesi guru tidak
hanya soal ilmu, tetapi juga pengabdian. Pembinaan etika
menguatkan spiritualitas guru agar senantiasa mengajar
dengan niat ibadah dan kesadaran bahwa setiap
tindakannya bernilai di sisi Allah swt.

Refleksi diri dan pembinaan etika tidak bisa dipisahkan.
Refleksi diri berfungsi sebagai mekanisme internal, sementara
pembinaan etika berkelanjutan hadir sebagai mekanisme
eksternal yang terstruktur. Refleksi diri dan pembinaan etika
profesi berkelanjutan merupakan dua aspek yang tidak dapat
dipisahkan dalam membentuk sosok guru yang profesional dan
berintegritas. Refleksi diri mengasah kesadaran internal guru
untuk selalu berbenah, sementara pembinaan etika
berkelanjutan menjadi wadah eksternal untuk menjaga dan
memperkuat nilai-nilai moral profesi.

Bagi guru Pendidikan Agama Islam, kedua aspek ini
menjadi semakin penting karena mereka memikul peran ganda:
sebagai pengajar ilmu sekaligus teladan akhlak mulia. Dengan
mengintegrasikan refleksi diri dan pembinaan etika
berkelanjutan, diharapkan lahir generasi guru yang tidak hanya
kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian
luhur, amanah, dan layak menjadi panutan dalam membentuk
insan kamil yang berakhlak karimah.
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E. Menumbuhkan Kesadaran Etis Sebagai Identitas Guru

Muslim

Profesi guru dalam perspektif Islam bukan sekadar
pekerjaan, melainkan risalah mulia yang memikul tanggung
jawab spiritual, moral, dan sosial. Guru, khususnya guru
Pendidikan Agama Islam, memiliki peran strategis dalam
membentuk generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
Karena itu, identitas guru Muslim tidak cukup ditandai oleh
kompetensi akademik dan keterampilan pedagogis semata,
melainkan harus diwarnai dengan kesadaran etis yang melekat
pada seluruh aspek kehidupannya.

Kesadaran etis merupakan kesadaran akan nilai, norma,
dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam berpikir,
bersikap, dan bertindak (Ginting, dkk., 2024). Bagi guru
Muslim, kesadaran etis menjadi identitas yang membedakannya
dari profesi lain karena segala aktivitasnya didasarkan pada
ajaran Islam yang menekankan integritas, kejujuran, amanabh,
keadilan, dan kasih sayang.

Dalam Islam, etika atau akhlak merupakan puncak dari
pendidikan. Rasulullah SAW sendiri menegaskan misi
kenabiannya: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Ahmad). Hal ini
menunjukkan bahwa inti dari pendidikan Islam adalah
pembentukan kesadaran etis.

Kesadaran etis dalam diri guru Muslim mencakup
beberapa dimensi:

1. Dimensi spiritual, kesadaran bahwa tugas mengajar adalah
amanah Allah swt dan bentuk ibadah.

2. Dimensi moral, kesadaran untuk berbuat benar, adil, dan
jujur dalam setiap interaksi dengan siswa, rekan sejawat,
maupun masyarakat.

3. Dimensi professional, kesadaran bahwa guru harus
menjalankan profesinya sesuai kode etik, standar
kompetensi, dan tanggung jawab akademik.

4. Dimensi sosial, kesadaran bahwa guru adalah teladan yang
perilakunya memberi pengaruh luas bagi lingkungan sosial
dan generasi masa depan.

Identitas guru Muslim tidak hanya diukur dari gelar
akademik atau status formal, tetapi lebih pada kualitas
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kepribadian dan etika yang terpancar dalam kehidupan sehari-
hari. Guru Muslim adalah figur teladan (uswah hasanah) yang
menjadi rujukan, baik bagi siswa maupun masyarakat luas.

Beberapa prinsip yang melekat pada identitas guru
Muslim antara lain 1) Keikhlasan (ikhlas), 2) Amanah, 3) Adil, 4)
Shidq (jujur), 5) Ihsan.

Identitas ini menjadi pembeda utama antara guru Muslim
dengan profesi lain. Jika seorang guru hanya berfokus pada
aspek akademis tanpa kesadaran etis, maka identitas
keislamannya belum sepenuhnya terinternalisasi.

Menumbuhkan kesadaran etis bukan sekadar idealisme,
tetapi kebutuhan mendesak dalam dunia pendidikan. Ada
beberapa alasan fundamental mengapa hal ini penting,
Mencegah Krisis Moral dalam Pendidikan, Di era digital, peserta
didik dihadapkan pada berbagai pengaruh negatif, seperti
hedonisme, individualisme, dan disinformasi. Guru Muslim
dengan kesadaran etis dapat menjadi benteng moral yang
menjaga arah pendidikan. Meneguhkan Peran Guru sebagai
Teladan, siswa lebih mudah meniru perilaku guru daripada
sekadar menerima nasihat. Kesadaran etis membuat guru
konsisten menjadi teladan akhlak mulia. Menjaga Marwah
Profesi Guru, Profesi guru adalah profesi mulia. Jika guru tidak
berpegang pada etika, maka kehormatan profesi akan runtuh.
Relevansi dengan Tantangan Global, di tengah globalisasi dan
perkembangan teknologi, guru Muslim perlu menegaskan
identitasnya melalui etika yang kokoh agar tidak larut dalam
arus sekularisasi dan relativisme moral.

Strategi Menumbuhkan Kesadaran Etis Guru Muslim,
Proses menumbuhkan kesadaran etis tidak terjadi secara
instan, tetapi melalui upaya berkesinambungan yang mencakup
aspek personal, kelembagaan, dan sosial.

Guru Muslim perlu membiasakan diri melakukan evaluasi
spiritual dan moral secara rutin (Karlina, 2021). Muhasabah
membantu guru menyadari niat, kelemahan, dan peluang
perbaikan diri sehingga selalu berada di jalur etis.

Nilai kejujuran, amanah, adil, dan kasih sayang harus
tercermin dalam metode pembelajaran, interaksi dengan siswa,
serta penilaian akademik. Dengan demikian, siswa tidak hanya
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menerima ilmu, tetapi juga mengalami pendidikan etis secara
langsung.

Institusi pendidikan dan LPTK perlu menyediakan
program pengembangan profesional yang menekankan etika
profesi, termasuk isu-isu kontemporer seperti penggunaan
media digital, plagiarisme, dan perlindungan hak siswa.

Guru Muslim harus menghadirkan dirinya sebagai
teladan nyata. Rasulullah saw adalah contoh utama dalam hal
keteladanan. Guru Muslim perlu menjadikan akhlak Nabi
sebagai pedoman dalam mendidik.

Membangun forum atau komunitas guru yang fokus pada
diskusi etis dapat menjadi sarana saling mengingatkan, berbagi
pengalaman, dan memperkuat identitas etis secara kolektif.

Sekolah, madrasah, maupun pemerintah perlu membuat
regulasi yang mendukung tumbuhnya budaya etis, seperti kode
etik guru, evaluasi kinerja berbasis etika, dan penghargaan bagi
guru teladan.

Kesadaran Etis dan Identitas Guru Muslim di Era Digital,
Era digital menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan
baru bagi guru Muslim. Media sosial, pembelajaran daring, dan
teknologi pendidikan mempermudah akses ilmu, tetapi juga
rawan disalahgunakan.

Menumbuhkan kesadaran etis sebagai identitas guru
Muslim merupakan fondasi utama dalam mewujudkan
pendidikan Islam yang bermutu dan berkarakter. Kesadaran ini
mencakup dimensi spiritual, moral, profesional, dan sosial yang
harus terus dipelihara melalui refleksi diri, pembinaan
berkelanjutan, dan keteladanan nyata.

Di era digital yang penuh tantangan, guru Muslim perlu
tampil sebagai figur teladan yang tidak hanya cerdas secara
intelektual, tetapi juga luhur secara moral. Identitas guru
Muslim yang berlandaskan kesadaran etis akan menjadi
benteng kokoh dalam menjaga marwah profesi sekaligus
membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak
karimah.
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dapat di akses melalui web. supandi.uim.ac.id / email
dr.supandi@uim.ac.id atau supandiarifin200@gmail.com.
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ETINA
PROFESI KEGURUAN

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang
mendalam mengenai pentingnya etika dalam profesi keguruan.
Guru bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga teladan,
pembimbing, dan pengarah dalam membentuk generasi penerus
bangsa. Oleh karena itu, profesi keguruan menuntut adanya
landasan etika yang kuat agar peran dan tanggung jawab yang
diemban  dapat  dijalankan  dengan  penuh  integritas,
profesionalisme, dan rasa tanggung jawab moral.

Isi buku ini menguraikan berbagai konsep dasar etika profesi, nilai-
nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seorang guru, serta
relevansinya  dengan praktik pendidikan di  era modern.
Pembahasan dilengkapi dengan perspektif normatif, filosofis, dan
aplikatif sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai
pentingnya penerapan etika dalam dunia pendidikan. Penulis
menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan
demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi
referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa calon guru, para
pendidik, praktisi pendidikan, maupun masyarakat yang memiliki
perhatian  terhadap  dunia  pendidikan, khususnya dalam
mengembangkan etika profesi keguruan.
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